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KATA PENGANTAR

Selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya dalam Seminar Nasional
Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 yang
dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, Kampus Tamalanrea, 10 November 2015. Seminar
ini diselenggarakan atas kerjasama Program Studi (S1 & S2) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas
Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia dan Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
(PC AIPI) Kota Makassar.

Tujuan diselenggarakannya Seminar ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan
daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015
dengan melibatkan kalangan akademisi dan praktisi. Melalui penyelenggaraan Seminar ini
kami diharapkan akan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku
kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia.

Dalam buku program ini tersaji 31 Abstrak yang diterima oleh panitia dalam 2
gelombang penerimaan dan telah diseleksi dengan teliti, hingga karya-karya terbaik ini hadir
dihadapan Bapak/Ibu/Saudara. Buku program ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari
prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak yang menyajikan makalah lengkap dari Abstrak
yang telah tampil dalam buku ini yang kami dikategorikan ke dalam 4 sub-tema, antara lain:
(1) Demokrasi dan Partisipasi Publik, (2) Regulasi Pilkada, (3) Institusionalisasi Partai Politik
dan (4) Politik Dinasti.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh
pihak yang telah terlibat untuk mendukung kesuksesan acara ini, diantaranya: Ketua
DKPP R], Ketua KPU RI, Ketua BAWASLU RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Rektor Universitas
Hasanuddin, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS dan rekan-rekan panitia di
Program Studi (S1 & S2) Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Semoga kerjasama yang baik
ini dapat membawa manfaat untuk Indonesia yang lebih baik di masa kini dan masa yang
akan datang.

Makassar, 10 November 2015

Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.
Ketua Panitia Pelaksana
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SAMBUTAN DEKAN

Assalamualaikum wr. wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, yang dengan perkenannya kita dapat hadir dalam acara seminar ini. Menyambut Pilkada
Serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang akan datang, Fakultas [lmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
RI, Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI mengadakan Seminar Nasional
Menyongsong Pilkada Serentak 2015.

Sebagai salah satu fakultas yang memiliki visi mengembangkan ilmu sosial dan ilmu politik
melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, maka seminar ini kami laksakan
bersama sebagai bentuk pengabdian masyarakat berbasis pengembangan ilmu, sesuai dengan kondisi
obyektif dan kebutuhan masyarakat.

Pilkada Serentak 2015 gelombang pertama yang akan dilaksanakan di 269 daerah pilkada
ini merupakan langkah awal menuju desain ideal pilkada serentak. Setelah ini, Pilkada Serentak
gelombang kedua akan dilksanakan pada Februari 2017 dan gelombang ketiga pada Juni 2018 hingga
menuju Pilkada Serentak Nasional pada tahun 2027.

Kami bangga bahwa FISIP Universitas Hasanuddin dapat terus berkontribusi untuk merespon
isu-isu di tingkat nasional dan global yang menjadi perhatian dari masyarakat serta menjadi corong
pengembangan ilmu. Dari seminar ini, kami turut mengambil bagian dalam ketentuan konstitusi
untuk melaksanakan Pilkada Serentak yang adalah bagian dari keinginan bangsa untuk terus maju.

Melalui seminar ini, kami berharap dapat menghasilkan luaran yang berguna bagi pelaksanaan
Pilkada Serentak nantinya agar dapat menjadi pilkada yang berlangsung aman, tertib dan luber jurdil.

Selamat membaca dan Salam Hangat

Wassalamu alaikum wr. wb.

Makassar, 10 November 2015
Dekan FISIP UNHAS

Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si.
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PILKADA, DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK

Muhammad Kausar Bailusy!

Abstrak

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator pelaksanaan dan perkembangan demokrasi di suatu negara.
Indonesia merupakan negara yang demokratis dengan siklus pergantian kepemimpinan yang teratur dan
terstruktur dalam setiap periodenya melalui pemilihan umum. Di tahun 2015 ini, Indonesia sedang menjalankan
era baru dalam melakukan suksesi kepemimpinan di tingkat daerah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah (Pilkada) secara serentak. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji aspek-aspek terkait penyelenggaraan
pilkada melalui sudut pandang demokrasi, partisipasi politik masyarakat dan pemetaan situasi politik terhadap
penyelenggara pemilu, partai politik dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

Sistem politik di era reformasi
diterapkan secara konstitusional untuk memilih
pejabat politik didasarkan pada mekanisme
demokrasi. Pada abad ke 20 para ilmuwan
politik dan politisi yang resah dan tidak berdaya
berpendapat bahwa banyak Negara di dunia
yang menyatakan sistem politiknya demokratis,
tetapi dalam implementasinya tidak demokratis,
dalam hal ini para pejabat politik di Indonesia
masih dipilih secara demokratis oleh warga
Negara, namun dalam menjalankan kekuasaan
tidak demokratis.

Suksesi kepemimpinan kepala daerah
melalui proses Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) diharapkan berjalan secara demokratis.
Namun tahapan dalam Pilkada melalui proses
yang sangat rumit, tetapi para calon pejabat
politik berupaya dengan cara apapun untuk
memenuhi  persyaratan administrasi dan
berupaya lolos menjadi calon pejabat politik
yang definitif. Proses politik yang dijalani
ini dilakukan oleh calon pejabat politik untuk
menjaga stabilitas politik dan memastikan
proses demokrasi tetap berjalan.

Dalam makalah ini akan diuraikan hal-
hal terkait aspek demokrasi, partisipasi politik
hingga pemetaan situasi politik jelang Pilkada
serentak sebagai bahan evaluasi dan kontemplasi
untuk menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak
pada Desember 2015 mendatang.

PEMBAHASAN
Demokrasi dalam Pilkada Serentak

Secara sederhana, demokrasi dapat
dimaknai sebagai partisipasi warga Negara
untuk menetapkan sendiri dan memilih calon
pejabat politik. Dalam demokrasi, pejabat
politik meliputi kepala desa, walikota dan wakil
walikota, bupati dan wakil bupati, gubernur dan
wakil gubernur, presiden dan wakil presiden,
sedangkan dari sisi pejabat politik di legislatif
meliputi: anggota DPRD, anggota DPD, anggota
DPR dan anggota DPR-Desa.

Pemilihan  pejabat  politik  yang
demokratis membutuhkan ruang politik yang
steril. Kondisi ini harus dibangun untuk
menjaga rasa aman terhadap warga Negara
dalam memilih. Penciptaan kondisi ketenangan
dalam memilih merupakan hak politik pemilih
untuk menggunakan hak pilih. Rasa aman
dalam menggunakan hak politik untuk memilih
merupakan makna politik demokrasi pemilih
dalam memilih.

Robert Dahl menyatakan bahwa proses
pemilihan pejabat politik dilakukan untuk
mengakomodir keinginan masyarakat atas calon
pejabat politik. Calon pejabat politik terpilih,
oleh rakyat (pemilih) merupakan pengendali.
Pemerintah demokrasi modern yang memiliki
posisi sebagai perwakilan politik rakyat pemilih.

Robert Dahl menekankan 10 hak yang
merupakan efek pelaksanaan pemilihan yang
demokratis, sebagai berikut:

' Prof. Dr. M.A,, Program Studi llmu Politik Universitas Hasanuddin.




1. Pilkada demokrasi secara operasional
dapat mencegah terbentuknya
pemerintah kelompok otokrat yang
kejam dan curang;

2. Pilkada demokrasi menjamin pemilih
yang memiliki sejumlah hak asasi
berlangsung secara normal,

3. Pilkada demokrasi menjamin pemilih
memiliki kebebasan pribadi yang lebih
luas;

4. Pilkada demokrasi membantu rakyat
melindungi kebutuhan dasar;

5. Pilkada demokrasi sebagai pondasi untuk
membentuk pemerintah yang demokratis
dengan memberikan kesempatan kepada
pemilih dan rakyat untuk memenuhi
kebutuhan dasar;

6. Pilkadayangmenghasilkanpemerintahan
yang demokratis memberi kesempatan
seluas-luasnya untuk  menjalankan
tanggung jawab moral;

7. Pilkada demokrasi membangun
kecerahan sebagai pejabat politik terpilih
dan pemilih;

8. Pilkada demokrasi membangun

persamaan politik yang independen;

9. Pilkada demokrasi mengurangi konfiik
internal antar kelompok;

10. Pilkada demokrasi berupaya membangun
sistem politik atau sistem pemerintahan
yang makmur.

Selanjutnya, para calon pejabat politik
yang dipilih dan ditentukan dalam proses
Pilkada harus menjunjung tinggi asas keadilan,
kejujuran dan menghindari tindakan-tindakan
pemaksaan. Calon pejabat politik harus memiliki
independesi politik. Dalam pelaksanaan Pilkada
serentak seluruh elemen yang terlibat dalam
proses ini harus mengutamakan kebebasan
berpendapat. Pernyataan ini untuk meredam
tingkat konflik di antara para pemilih. Warga
Negara diberi hak politik untuk menyatakan
pendapat mereka sendiri, tanpa ada ketakutan
atas bahaya hukuman dalam persamaan politik.
Sehingga kritik yang dilontarkan oleh pemilu
terhadap calon pejabat partai politik, pemerintah
dan tatanan sosial tidak mempengaruhi pilihan

pemilih. Pilkada serentak sangat membutuhkan
masukan dari pemilih secara bebas dan merdeka,
kepada calon pejabat politik. Kondisi politik
seperti ini membangun kemerdekaan pemilih
tanpa paksaan.

Pilkada yang demokratis dengan
pelaksanaan secara serentak harus membangun
perlindungan atas rakyat pemilih. Pemilih
wajib disiapkan ruang politik demokratis untuk
menghindari para tirani yang selalu berupaya
merusak jaringan pemilih yang demokratis.
Pemilih berhak membangun jaringan dan
sumber-sumber informasi alternatif secara
merdeka dan bebas dari pemilih lain. Pemilih
dapat membangun jaringan terhadap para
ahli, surat kabar, TV, majalah dan lembaga
telekomunikasi.

Pilkada yang demokratis harus memiliki
indikator pembinaan kelompok kepentingan
untuk mencapai hak politik pemilih. Hak
politik ini sangat diperlukan oleh pemilih. Oleh
karena itu, pemilih berkewajiban membentuk
organisasi kelompok kepentingan yang relatif
bebas dalam menjaga dan memperjuangkan hak
politik pemilih untuk melindungi rakyat.

Dalam Pilkada, Pemilih- memiliki
hak untuk memilih calon pejabat politik.
Dalam pilkada, pemilih secara bebas dan adil
menggunakan hak untuk mencalonkan diri
dalam pilkada, hak untuk bebas berpendapat,
hak untuk membentuk, dan berpartisipasi
dalam organisasi politik serta membangun
ruang politik yang netral dan demokratis.
Persamaan politik sangat dibutuhkan dalam
Pilkada demokrasi agar setiap pemilih memiliki
kesempatan yang sama dan efektif untuk
melakukan pemilihan maka pemilih diposisikan
sama. Pilkada demokrasi sangat membutuhkan
partisipasi otonom sehingga calon pejabat
politik bebas dan otonom dalam menentukan dan
menjalankan keyakinan politiknya. Partisipasi
politik merupakan kewajiban pemilih dan calon
pejabat politik yang demokrat, oleh karena itu
demokrasi sangat dibutuhkan.




Partisipasi Politik dalam Pilkada Serentak

Pemahaman partisipasi politik yang
dikutip oleh penulis sebagai berikut. Herbert
Mc Closky menyatakan bahwa partisipasi
politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela
dari warga masyarakat melalui mana mereka
mengambil bagian dalam proses pemilihan
penguasa dan secara langsung atau tidak
langsung dalam proses pembentukan kebijakan
umum. Selanjutnya, Norman H.Nie dan Sidney
Verba mengemukakan bahwa partisipasi
politik adalah kegiatan pribadi warga negara
yang legal, sedikit banyak langsung bertujuan
mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara
atau tindakan yang diambil oleh mereka .
Sedangkan Samuel.P.Hutington menjelaskan
bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga
negara ‘preman’ (private citizen) yang bertujuan
mempengaruhi pengambilan keputusan oleh
pemerintah.

Pendapat para ahli ini memberi kontribusi
dan dukungan atas pemilih pejabat politik dan
calon pejabat politik agar sama-sama memiliki
interaksi politik. Keluasan partisipasi politik
dapat dilakukan sampai pada pelaksanaan
Pilkada. Calon pejabat politik daerah yang
mengikuti pilkada harus memahami partsisipasi
politik berdasarkan ranah demokrasi. Demokrasi
hanya menawarkan partisipasi calon pejabat
poltik yang menghindari kekerasan, penggunaan
uang dan perilaku tirani.

Selanjutnya, ada dua tipe partisipasi
politik: Pertama, partisipasi politik yang
mobilisasi yaitu warga negara digiring oleh
orang-orang tertentu untuk berbagai kegiatan
politik, selanjutnya kedua, partisipasi politik
yang otonom yaitu setiap warga negara dengan
suka rela tanpa dorongan, pancingan atau
paksaan pihak lain untuk mengikuti / melakukan
kegiatan atau politik.

Di Indonesia, partisipasi politik kedua
mendominasi proses partisipasi masyarakat
dengan model partisipasi politik yang
dimobilisasi. Model ini digunakan oleh calon
pejabat politik yang mendapat dukungan
pejabat politik daerah provinsi yang berkuasa
atau mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Model partisipasi politik yang otonom masih
sangat kurang dan sulit diterapkan. Calon
pejabat politik yang sudah biasa menduduki
jabatan pemerintah selalu berupaya untuk
menang dangan menggunakan partisispasi
politik yang dimobilisasi.

Terakhir, hal-hal yang perlu diwaspadai
dalam pelaksanaan partisipasi politik dalam
pilkada serentak dapat dilakukan oleh pelaku
(aktor) politik baik secara individual maupun
secara bersama untuk memperoleh nilai-nilai
politik secara langsung maupun tidak langsung,
sebagai berikut: (1) kegiatan pemilihan yang
curang; (2) lobi kesejahteraan; (3) kegiatan
organisasi yang curang; (4) mencari koneksi
menguntungkan; dan (5) tindakan kekerasan.

Pemetaan Situasi Politik di Daerah Jelang
Pilkada Serentak

Istilah dan logika politik dalam Pilkada.
Dalam sistem politik Indonesia, pemilihan
pejabat politik harus bersamaan yakni pemilihan
Presiden, Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur,
Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati, Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta
Pemilihan Kepala Desa, demikian juga dengan
pemilihan anggota legislatif pusat sampai desa
yang terdiri atas: DPR-DPD-DPRD-DPR
DESA. Maka proses pemilihan pejabat politik
seharusnya difokuskan untuk memilih pejabat
politik di ranah eksekutif dan pejabat politik
di ranah legislatif. Sedangkan Pilkada yang
akan dihadapi tahun 2015 ini difokuskan pada
pemilihan di 269 Kabupaten/Kota, termasuk
Provinsi. (Kompas, 2015)

Logika politik yang mengisyaratkan
Pilkada serentak hanya tertulis dalam Undang-
Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Namun
implementasi di berbagai daerah berbeda waktu
satu sama lain. Jika digunakan pernyataan politik
Pilkada serentak, maka pemahaman ilmuwan
politik, pemilik kedaulatan politik sangat
membingungkan. Penggunaan istilah serentak
dapat berlaku pada saat pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Pusat.
Kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) seperti
ini sesuai dengan yang tercantum dalam UU




Pemilu. Pada tatanan pemilu seperti ini perlu
dilakukan harmonisasi antara UU Pemilu,
pelaksanaan pemilu, serta ilmuwan politik
dan pemilik kedaulatan politik rakyat. Pemilu
seperti ini tidak membingungkan rakyat sebagai
penentu pemilihan calon pejabat politik, dan
para pejabat pelaksana Pilkada.

Situasi Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa
salah satu indikator politik daerah yang perlu
dibenahi yakni kinerja penyelenggara Pemilu
di daerah yakni, KPU Daerah (KPUD) dan
Panwaslu agar sudah siap dan cerdas di 296
daerah yang mengikuti pilkada serentak.
Pelaksanaan Pilkada oleh KPU dan BAWASLU
sangatdiharapkanuntuk membenahi kekurangan
dan kelemahan implementasi Pilkada yang
dilaksanakan. Selama ini anggota KPUD dan
Panwaslu masih belum memiliki kecakapan
dalam mengamati mekanisme dan proses
pilkada secara keseluruhan (komprehensif).
Panwaslu masih sering mengalami degradasi
moral dalam memutuskan konflik dan masalah
pilkada daerah setempat dan kondisi seperti
ini terjadi pada sebagian besar daerah yang
mengalami konflik pada tingkat kabupaten.

Disamping itu, KPUD dan Panwas
mengalami  kesulitan dalam menetapkan
keputusan politik terhadap calon incumbent.
Hal ini terjadi karena secara pribadi anggota
KPUD dan Panwaslu masih mendapatkan
tekanan dan ancaman. Pada kondisi politik
seperti ini apakah anggota KPUD dan
Panwaslu sudah memiliki keamanan secara
melembaga. Adapun, sejumlah anggota KPUD
dan Panwaslu tidak netral dalam menjalankan
fungsinya, di antara para anggota KPUD dan
Panwaslu masih berupaya mencari jalan lain
untuk melakukan negosiasi politik dengan
pasangan calon tertentu. Kondisi politik seperti
ini justru merusak demokrasi di tingkat lokal
dan partisipasi politik. KPU RI dan BAWASLU
RI berkewajiban untuk memperbaiki kinerja
KPUD dan Panwas agar dapat menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang ada pada
tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga,
KPUD dan Panwaslu memiliki kemampuan

yang mumpuni untuk menjalankan tahapan
Pilkada pada Desember 2015.

Situasi Partai Politik

Partai politik daerah yang kurang respon
dalam setiap pelaksanaan Pilkada dikarenakan
kurangnya manajemen partai yang terukur
dalam merekrut calon pejabat politik. Pada sisi
lain, pejabat partai politik provinsi dan pejabat
partai politik pimpinan pusat disetiap partai
politik selalu turut mengadakan manajemen
partai politik kabupaten dan kota. Hal seperti ini
dibutuhkan dibutuhkan integrasi internal partai
untuk penetapan calon pejabat politik daerah.
Penciptaan integritas partai politik antara
pimpinan pusat dan daerah harus didasarkan
pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
(AD/ART) partai politik.

Sebagian besar partai politik daerah
sangat kurang melakukan pengkaderém anggota.
Kondisi ini membuat kesulitan partai politik
memilah dan memilih kader partai politik
yang memiliki kapabilitas politik sebagai
calon pajabat politik. Situasi politik anggota
partai politik seperti ini maka pimpinan partai
politikk cenderung mencalonkan orang luar
sebagai calon pejabat politik dari partai politik
konsekuensi calon pejabat politik dari luat
harus memiliki banyak uang untuk membayar
kepemimpinan partai politik. |

Kondisi politik sumber daya manusia
kader partai politik di daerah tidak memiliki
kapabilitas politik. Anggota partai politik
daerah pada saat direkrut menjadi pengurus
partai politik yang memiliki unsur hubungan
kekeluargaan dengan pimpinan partai politik.
Proses rekrutmen rasional tidak dimiliki partai
politik. Situasi politik seperti ini sulit kita
temukan kader partai politik yang cerdas serta
kader partai politik yang rasional dan terpercaya.
Pilkada serentak ini merupakan program politik
nasional dan harus dilaksanakan oleh provinsi,
kabupaten dan kota. Dimana partai politik harus
memiliki kader yang cerdas.

Perhatian pemerintah daerah dan
pemerintah pusat untuk membina partai
politik di daerah sangat minim. Pembinaan
partai politk oleh pemerintah cenderung




pada pembinaan materil yang setengah hati.
Pembinaan partai politik oleh pemerintah hanya
menyiapkan undang- undang partai politik
yang komprehensif, dan peraturan pemerintah
tentang partai politik. Implementasi aturan
partai politik hampir tidak di evaluasi oleh
pemerintah. Mekanisme seperti ini membuat
partai politik yang kurang dinamis menjadi
partai daerah yang cerdas dan rasional. Oleh
sebab itu, Pilkada serentak sangat membebani
partai politik di daerah. Secara politik partai
politik di daerah mengalami kekagetan politik
dari kapsul pilkada serentak.

Kesiapan Pemerintah Daerah

Pemilu di daerah (lokal) diupayakan
untuk memiliki tingkat kesiapan politis
yang baik dalam hal penyiapan adminstrasi
kependudukan oleh aparat Pemda. Kenyataan
di lapangan, masyarakat pemilih masih banyak
mengalami masalah jumlah pemilih yang
ditetapkan oleh Dinas Kependudukan maupun
Badan Statistik yang masih banyak mengalami
masalah dalam jumlah pemilih yang ditetapkan.
Kondisi ini membangun konflik baru pada saat
pilkada serentak dilaksanakan.

Konflik tekait jumlah pemilih dan
pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih
masih mendominasi permasalahan di tingkat
daerah. Partai politik mempersoalkan angota
KPUD dan anggota KPUD mempersoalkan
jumlah pemilih, para calon pejabat politik juga
mempersoalkan jumlah penduduk pemilih.
Kondisi jumlah pemilih dikonflikkan setiap
Pilkada, demikian juga pada Pemilu presiden,
pemilu anggota legislatif, tetapi Pemerintah
daerah hampir tidak tanggap untuk melakukan
evaluasi dan kemudian pembenahan dan
perbaikan secara administratif.

Selanjutnya, pada tingkat kecamatan.
Camat dan aparat selalu menjadi sasaran oleh
calon pejabat politik untuk memperoleh jumlah
suara lebih melalui tindakan penyimpangan
oleh para camat dan aparat dalam perhitungan
suara. Secara nasional tingkat pencurian
suara pemilih atau pemindahan suara pemilih
dilakukan dengan tenang dan khitmad oleh
camat dan aparat dari satu calon pejabat politik

ke calon pejabat politik yang lain disertai
dengan sejumlah ongkos pemindahan. Pilkada
serentak ini membuka peluang camat dan aparat
menambah pendapatan secara serentak pula.

Selain itu, KPUD dan PANWAS
tidak memiliki kekuatan kostitusional untuk
mengawasi perhitungan suara pada tingkat
kecamatan. Perlu ada konstitusi penguat untuk
memberikan kewenangan kepada KPUD dan
PANWAS untuk mengawasi perhitungan
suara di tingkat kecamatan. Begitu pula
pihak kepolisian memiliki kelemahan, untuk
menindak  kekurangan perhitungan suara
tingkat kecamatan yang dilakukan oleh camat
dan aparat. Saksi utusan partai juga tidak
melakukan kesaksian perhitungan suara di
tingkat kecamatan. Semua ini termasuk kondisi
politik daerah yang tidak rasional, karena aturan
pilkada belum mengakomodasi.dan mengatur
secara tegas dan jelas.

Selama Pilkada diterapkan pemerintahan
desa dan kelurahan tidak dinamis melaksanakan
pilkada. Jumlah penduduk pemilih tingkat desa
dan kelurahan sangat kurang diperhatikan dan
diperbaiki oleh aparat desa dan aparat kelurahan.
Jumlah pemilih yang benar dan obyektif harus
bersumber dari desa dan kelurahan. Kewajiban
kepala desa dan lurah harus cerdas melakukan
perbaikan data jumlah pemilih setiap selesai
Pilkada. Pembaharuan data atau revisi jumlah
penduduk pemilih harus dinamis. Di desa dan
kelurahan diketahui secara obyektif jumlah
penduduk pemilih berkurang atau bertambah
setiap saat.

Dalam arena demokrasi pemerintah
desa dan kelurahan harus menata penduduk
pemilih secara obyektif. Pemahaman terukur
pemilih desa dan kelurahan diberlakukan sama
pada saat di daftar sebagai pemilih. Berilah
ruang yang luas kepada penduduk pemilih desa
tanpa ada pembatasan dan pengaturan untuk
memilih. Pemilihan secara demokratis tentunya
harus memiliki ruang partisipasi politik yang
memadai.




KESIMPULAN

Demokrasi dalam pilkada secara moral
dan etika bertujuan untuk menjaga stabilitas
perilaku politik yang normatif oleh calon
pejabat politik. Dalam kampanye calon pejabat
politik lebih dominan mengemukakan dan
mengkampanyekan pernyataan politik normatif
dan moralis sebagai seorang calon pejabat politik
yang demokratis. Pernyataan politik seperti ini
membangun daya tarik pemilih dan sejumlah
pimpinan partai politik untuk menggerakkan
mesin partai politik dari calon pejabat politik
yang diusung. Gerakan partai politik ini
dilakukan untuk membangun partisipasi politik
dari pemilih untuk mendukung calon pejabat
politik yang diusung oleh partai bersangkutan.

Selanjutnya, sistem politik dengan
sistem demokrasi dijalankan untuk memastikan
rakyat sebagai pemilik kedaulatan atau hak
politik memilih calon pejabat politik. Dalam
pemilihan calon pejabat politik, rakyat pemilik
kedaulatan membutuhkan kebebasan pribadi
untuk memilih dan dijamin oleh pemerintah
sesuai aturan yang diberlakukan dalam Pilkada.
Secara politik, demokrasi menjamin partisipasi
rakyat untuk mememilih serta harus memiliki
kebebasan pribadi. Hal ini merupakan budaya
politik yang harus dijaga untuk menopang
pelaksanaan Pilkada serentak.

Terakhir, partisipasi politik juga
perlu mendapat dukungan budaya politik
rasional dan demokratis. Jika mekanisme
ini diimplementasikan dengan baik, maka
kepercayaan  polittk  masyarakat  untuk
berpartisipasi dalam pilkada semakin tinggi.

Jika kepercayaan politik masyarakat (pemilih)
terhadap mekanisme pilkada dan prosesnya,
maka pilkada dapat dinyatakan melindungi
demokrasi dalam pemilihan pejabat politik.
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DAMPAK POLITIK SEBELUM PILKADA
DI KABUPATEN JENEPONTO

Armin!

ABSTRAK

Tulisan berfokus pada dampak politik sebelum pemilukada di Kabupaten Jeneponto. Ada 2 aspek yang
diuraikan yaitu, Pertama, dampak positif sebelum pemilukada. Kedua, dampak negative sebelum pemilukada.
Dampak positif sebelum pemilukada dirasakan oleh birokrat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang
mendukung kepemimpinan Bupati Radjamilo. Selama 10 tahun Radjamilo memimpin Birokrasi dan SKPD
sehingga para pejabat yang loyal kepadanya dimanfaatkan untuk mensukseskan anaknya menjadi Bupati
Jeneponto menggantikan dirinya. Para Birokrat itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan konsolidasi,
dan penggalangan massa persiapan kemenangan pasangan Mantap pada pemilu kada 2013. Demikian juga
tokoh masyarakat yang mendukung Radjamilo dan anaknya mendapat kemudahan menyalurkan aspirasi dan
kepentingan politiknya. Tokoh masyarakat itu dimanfaatkan untuk menggalang massa di masyarakat. Tokoh
masyarakat juga bekerja sama dengan SKPD melakukan penggalangan melalui program yang pro rakyat.
Masyarakat yang mendukung pasangan Mantap mendapat prioritas untuk memperoleh jatah dalam pembagian
pupuk, bibit jagung, benih udang, bandeng, traktor dan berbagai program kerakyatan lainnya. Dampak negatif
sebelum pemilukada dirasakan oleh birokrat yang dinilai tidak loyal oleh Radjamilo, dimutasi pada jabatan
yang kurang disenangi, bahkan tidak sedikit diantaranya nonjob. Tokoh masyarakat yang tidak dekat dengan
Radjamilo juga aspirasinya sulit tersalurkan. Hal itu disebabkan oleh kurang dekatnya sang tokoh kepada
Bupati dan anaknya, juga diperparah oleh kebijakan dan program yang dijalankan oleh SKPD yang dinilai
diskriminatif oleh tokoh masyarakat dan masyarakat yang tidak mendapat bagian dari program pro rakyat
yang dijalankan oleh SKPD. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Pasangan Siap yang berusaha merangkul birokrasi,
tokoh masyarakat, dan masyarakat yang kecewa pada kepemimpinan Radjamilo yang mengusung anaknya
untuk menggantikan dirinya. Kelompok birokrasi yang dikecewakan oleh bersatu merapatkan barisan dengan
tokoh masyarakat, yang juga tidak dekat dengan Radjamilo serta masyarakat yang kecewa dengan kebijakan
dan program yang dilancarkan SKPD menjelang pemilkuada berangsung. Tokoh masyarakat dan mesyarakat
yang melakhkan perlawanan atau tidak mendukung kurang mendapat kue pembangunan. Kondisi itulah yang
melahirkan akumulasi kekecewaan sehingga melahirkan soliditas yang tinggi dan partisipasi politik otonom
dalam pemilukada. Banyak relawan yang membeli atribut sendiri, membeli makan sendiri, bahkan membangun
posko sendiri, guna membéngﬁn kekompakan diantara mereka. Kelompok itu merapatkan barisan untuk
menggalang massa memenangkan pasangan Siap pada pemilukada 2013.

Kata Kunci: Dampak Politik, Pilkada, Kabupaten Jeneponto

A. Pendahuluan secara eksplisit pemilihan pemimipin secara
langsung sebagai wujud dari pelaksanaan
kedaulatan rakyat. Pemilihan umum merupakan
wujud partisipasi aktif masyarakat menentukan
pemimpin atau wakilnya di parlemen. Salah satu
pemilihan pemimpin adalah pemilihan Kepala
Daerah secara langsung.

Partisipasi aktif masyarakat dalam

Salah satu tuntutan yang bergulir
pada era reformasi adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis, pada semua
tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat
sampai tingkat daerah. Wujud dari tuntutan
itu sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) mengakomodasi melalui amandemen

UUD 1945. Dalam amandemen itu disebutkan pemilihan kepala daerah secara langsung dan
munculnya beberapa calon kepala daerah akan

" Prof., Dr., M.Si. Program Studi [lmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar.




membawa berbagai dampak, baik dalam bidang
politik, ekonomi, sosial dan hukum. Dampak
yang akan diuraikan lebih jauh adalah dampak
politik dari pemilihan umum kepala daerah.
Dampak politik ini menarik dikaji karena hampir
semua pemilukada di Indonesia melahirkan
dampak politik yang sangat dahsat. Dampak itu
sangat dirasakan oleh aparatur birokrasi yang
bekerja dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD).

SKPD banyak menerima dampak karena
lembaga tersebut suka tidak suka dilibatkan oleh
aktor politik yang bertarung dalam pemilihan
umum kepala daerah. Politisasi birokrasi itu
hampir terjadi di semua daerah kabupaten/Kota
di Indonesia termasuk di Kabupaten Jeneponto.

Pemilukada di Kabupaten Jeneponto
yang berlangsung tahun 2013 telah membawa
implikasi politik yang tidak sedikit baik bagi
aparatur Pemerintah Daerah, maupun kehidupan
social politk dalam masyarakat. Pasalnya
aktor politik yang bertarung melibatkan secara
langsung atau tidak langsung para birokrat yang
ada di Kabuaten Jeneponto. ’

Aktor politik yang bertarung ada 3
pasangan calon. Calon Nomor Urut satu,
Iksan Iskandar, berpasangan dengan Mulyadi
Mustamu. Calon Nomor Urut Dua Syuaib
Mallombasang berpasangan Andi Mappatunru,
dan calon nomor urut tiga Ashari Fakshirie
Radjamilo berpasangan dengan Mahlil Sikki.
Ketiga pasangan calon tersebut secara langsung
maupun  tidak langsung  memanfaatkan
para birokrat untuk meraih suara sebanyak-
banyaknya dalam masyarakat.

Dari 3 pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati tersebut hanya dua pasangan yang
bersaing ketat. Pasangat nomor urt 1 bersaing
ketat dengan pasangan nomor urut tiga. Kedua
pasangan calon tersebut berkompetisi sangat
ketat. Masing-masing pasangan calon berupaya
memanfaatkan  Birokrasi sebagai mesin
politiknya di samping mesin partai politik
pengusung masing masing pasangan calon.

Ashari Fakshirie Radjamilo memanfaat-
kan peranan dan kekuasaan Bapaknya sebagi
Incumbent Bupati Jeneponto. Radjamilo

dapat memanfaatkan dengan mudah SKPD
yang sudah hampir 10 tahun berada dalam
genggaman kekuasaannya. Hampir semua
SKPD beserta UPTD, bahkan kepala Sekolah
terlibat langsung maupun tidak langsung dalam
upaya memenangkan pasangan Ashari Fakhsirie
Radjamilo-Mahlil Sikki (Mantap).

Pasangan lksan Iskandar- Mulyadi
Mustamu, tidak tinggal diam berpangku tangan.
Pasangan ini berupaya merangkul kelompok
birokrasi yang merupakan korban mutasi Bupati
Incumbent Radjamilo. Setiap terjadi mutasi
yang dilakukan oleh Radjamilo yang dimotori
oleh Ashari Fakhsirie Radjamilo, dimanfaatkan
sebaik-baiknya oleh pasangan Iksan Iskandar-
Mulyadi Mustamu.

Iksan dan Pasangannya Mu;yadi dengan
penuh kesabaran meirintis barisan birokrasi
yang kecewa terhadap sepak terjang yang
dilakukan oleh Bupati Radjamilo. Kelompok
kecewa itu baik secara terbuka maupun secara
sembunyi-sembunyi membangun hubungan
baik dengan Pasangan Iksan-Mulyadi.

Tarik menarik kepentingan dalam
tubuh SKPD tidak dapat dihindari. Pasalnya
masing-masing pasangan calon berupaya
memanfaatkan secara optimal para birokrat
yang tergabung pada salah satu SKPD dan/
atau UPTD. Kelompok yang berafiliasi pada
salah satu pasangan calon berupaya menggarap
konstituen untuk memenangkan pemilukada di
kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan uraian tersebut tulisan
ini berfokus pada dampak politik sebelum
pemilukada di Kabupaten Jeneponto. Hal itu
menarik dikaji karena tarik menarik kepentingan
dan intrik banyak terjadi sebelum pemilukada
berlangsung. Ada dua aspek yang menarik
diuraikan . Pertama dampak positif sebelum
pemilukada. Kedua, dampak negative sebelum
pemilukada. Kedua aspek ini akan diuraikan
lebih lanjut.

A. Dampak Positif Sebelum Pemilukada

Dalam Pembahasan ini akan diuraikan
3 aspek. Pertama, dampak positif bagi birokrat.
Kedua, pembangunan daerah. Ketiga, sumber




daya ekonomi. Ketiga aspek ini akan diuraikan
lebih lanjut.

1. Dampak Positif Bagi Birokrat

Dampak positif yang diterima oleh
Birokrat pendukung Radjamilo ada 3 tipelogi.
Pertama, para pendukung yang loyal mendapat
promosi jabatan. Promosi jabatan yang
diperoleh  birokrat pendukung Radjamilo
umumnya jabatan yang basah. Jabtan basah
ada 2 tipelogi. Pertama, jabatan yang diemban
mengelola sumber-sumber pendapatan daerah,
seperti Badan Pengelola keuangan dan asset
daerah (BPKAD). Jabatan ini diberi istilah
basah karena sumber pendapatan asli daerah
dikelolah oleh Badan itu.

Kedua, jabatan basah yang diukur dari
besarnya pagu anggaran yang dialokasikan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan.
SKPD yang memiliki pagu anggaran besar
seiring dengan banyaknya kegiatan yang
dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh
SKPD dengan pagu anggaran yang memadai
memungkinkan oknum pejabat yang mengelola
kegiatan itu mendapat bagian diluar honor yang
ditetapkan untuknya. Pasalnya kalau kegiatan
itu dipihak ketigakan, maka pihak ketiga
yang mendapat proyek tersebut akan merasa
berutang budi atau tidak enak kepada pengelola.
Akibatnya ada beberapa oknum yang ditengarai
memberikan nilai tukar kepada petugas yang
bersinggungan dengan proyek itu.

Demikian  juga kalau  kegiatan
itu dilakukan langsung oleh aparat yang
bersangkutan. Masih banyak wilayah yang
rawan dilakukan manipulasi. Barang yang
paling rawan dimanipulasi adalah barang habis
pakai.

Tipelogi yang kedua, pejabat yang
mendapat promosi pada jabatan yang lebih
tinggi. Pejabat yang mendapat posisi yang lebih
tinggi biasanya diikuti oleh prestasi kerja yang
dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan.
Promosi itu dilakukan dengan 3 pertimbangan.
Pertama, memiliki prestasi kerja dalam bidang

tugasnya. Kedua, loyal kepada atasan utamanya
Bupati. Ketiga, tidak tersangkut pada kasus
korupsi atau pelanggaran etika jabatan.

Promosi seperti itu sangat wajar
diterima oleh seorang aparatur birokrasi,
karena berdasarkan analisis jabatan memang
seseorang telah pantas menduduki jabatan itu.
Akan tetapi bagi aparatur yang lain meskipun
memiliki prestasi kerja yang memadai, tidak
tersangkut korupsi, akan tetapi dinilai kurang
loyal pada atasan apalagi pada Bupati, maka
yang bersangkutan sangat sulit mendapat
promosi jabatan. Menurut informan yang
tak mau disebutkan namanya Bapak Bupati
Rajamilo berkata bahwa saya tahu ada beberapa
pegawai yang memiliki prestasi kerja yang
baik akan tetapi kurang loyal sehingga belum
dipromosikan, alias promosinya ditunda.

Aparat seperti itu kalau tidak pandai
melakukan manuver akan tetap tidak mendapat
promosi jabatan. Manuver ada dua macam.
Pertama, menciptakan hubungan baik dengan
Bupati dan orang kepercayaan Bupati. Kedua,
membuat prestasi yang gemilang schingga
sulit bagi Bupati untuk tidak mempromosikan
pejabat yang seperti itu.

Tipelogi ketiga aparat tidak mendapat
promosi jabatan, akan tetapi senantiasa
dilibatkan dalam kegiatan, atau ditempatkan
sebagai staf yang banyak kegiatannya. Aparat
yang membantu pejabat yang sibuk dengan
kegiatan tertentu seperti staf pada dinas
pekerjaan umum akan melahirkan banyak
implikasi pendapatan tambahan. Aparat ini
biasanya banyak membantu pemenang tender.
Aparat itu tentu akan mendapat nilai tukar dari
bantuan yang diberikan kepada pihak ketiga
yang memenangkan proyek tertentu.

Jumlah yang diberikan memang tidak
terlalu banyak, akan tetapi setidaknya ada
pendapatan tambahan yang diterima oleh aparat
yang bersangkutan. Pendapatan tambahan
di luar gaji resminya membuat aparat yang
bersangkutan semakin antusias  bekerja.
Disamping itu aparat yang bersangkutan
semakin loyal kepada atasan.

Hal lain yang diberikan kepada staf yang

loyal adalah mereka dilibatkan dalam setiap
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kepanitiaan atau kegiatan. Keterlibatan mereka
dalam setiap kepanitiaan secara otomatis
menambah pundi-pundi pendapatan mereka.
Penambahan pendapatan diluar gaji resminya
memberikan motivasi kepada aparatur untuk
semakin meningkatkan kinerja dan loyalitasnya
kepada atasan.

Staf seperti itu biasa juga diberi
tugas-tugas tambahan oleh atasannya di luar
tupoksinya. Biasanya aparatur itu melaksanakan
tugas yang diberikan kepadanya. Tugas
tambahan yang bernilai tinggi apabila yang
bersangkutan membantu dalam pemenangan
Bupati Radjamilo pada periode kedua.

Tugas tambahan itu terus berlanjut pada
upaya pemenangan anak Radjamilo Askhari
Fakhsirie Radjamilo yang berpasangan dengan
Mahlil Sikki. Tugas tambahan itu dilakukan
secara rapi, terselubung dan hati-hati sehingga
tidak terlalu kentara dalam melakukan tugasnya.

Tipelogi keempat adalah aparat birokrasi
mendapat promosi adalah mereka yang terlihat
netral saja, tidak berkeringat akan tetapi
diperjuangkan oleh tokoh masyarakat yang
berpengaruh dan mendukung Radjamilo. Tokoh
ini berupaya memperjuangkan aparat birokrasi
tertentu untuk mengisi jabatan yang lowong.

Jabatan yang diberikan tidak terlalu
strategis, akan tetapi aparat yang bersangkutan
senang menerima promosi itu karena mereka
jugatidak terlalu berjasa dalam memperjuangkan
Radjamilo sebagai pemenang pemilukada.
Tokoh masyarakat yang memperjuangkan
aparatur tertentu biasanya memiliki hubungan
kekerabatan yang dekat dengannya.

2. Tokoh Masyarakat

Dampak positif yang diperoleh tokoh
masyarakat yang mendukung Bupati Radjamilo
sebelum pemilukada digelar ada 3. Pertama,
merecka bangga karena dihargai Bupati.
Kedua, mereka mudah menyampaikan aspirasi
masyarakat. Ketiga, ketokohan mereka semakin
kukuh.

Tokoh yang mendukung Radjamilo yang
akan mengusung anaknya Ashari Fakhsirie
Radjamilo menggantikan dirinya bangga, karena
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mereka dihargai oleh Bupati. Penghargaan
yang diterima merupakan suatu kebanggan
tersendiri. Betapa tidak tokoh masyarakat
yang disapa oleh Bupati setiap bertemu merasa
bahwa mereka dihargai oleh Bupati pemimpin
tertinggi di Kabupaten jeneponto. Penghargaan
yang diterima dirasakan oleh sang tokoh, juga
keluarga sang tokoh.

Penghargaan Bupati Radjamilo terhadap
sang tokoh semakin memperkukuh posisinya
di mata masyarakat. Tokoh tampil sebagai
public opinion (opini publik). Pendapat dan
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat
dengan mudah ditangkap dan disampaikan
kepada Bupati Radjamilo untuk selanjutnya
disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang terkait untuk ditindaka lanjuti.

Anggota masyarakat yang menjadikan
panutan sang tokoh semakin yakin bahwa
kalau aspirasi dan kepentingan masyarakat
disamapaikan atau diperjuangkan oleh sang
tokoh mudah didengar dan dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah. Sebagai nilai tukar
yang diperoleh sang tokoh, maka masyarakat
cenderung mendengar dan memperhatikan
himbauan, dan pandangan sang tokoh.

Wajar  apabila  Radjamilo  yang
mempersiapkan anaknya menggantikannya
pada periode 2013-2018 menaruh harapan pada
sang tokoh. Harapan itu sebagai nilai tukar yang
diperoleh Radjamilo agar anaknya mendapat
dukungan dari pengikut sang tokoh.

Proyek pembangunan akan dialokasikan
pada daerah-daerah yang merupakan basis
pendukung Radjamilo. Hal itu merupakan nilai
tukar yang diperoleh atas dukungannya terhadap
Radjamilo. Dukungan itu diharapkan masih
tetap berlangsung ketika Radjamilo mengusung
anaknya untuk menggantikannya kelak.

Tak pelak lagi Radjamilo dan para SKPD
pendukungnya berupaya melakukan mobilisasi
massa. Mobilisasi massa dilakukan untuk
mempersiapkan anaknya mendapat dukungan
dari massa yang telah dimobilisasi.

Asharie Fakhshirie Radjamilo (AFR)
berusaha memanfaatkan posisi Bapaknya untuk
mendapat dukungan SKPD dan masyarakat.
Pimpinan SKPD yang loyal dimanfaatkan
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untuk menggarap konstituen dalam ranah tugas
masing-masing SKPD.

SKPD didorong untuk membuat
program pro rakyat. Program itu dijadikan
sebagai pemicu munculnya dukungan dari
masyarakat. Tokoh masyarakat dan pengikutnya
berupaya bergabung untuk mendapat pembagian
dari program pro rakyat itu.

Anggota masyarakat diidentifikasi
oleh oknum aparat SKPD tertentu. Oknum
aparat dibantu oleh tokoh masyarakat untuk
mengidentifikasi orang-orang yang mendapat
pembagian kue dari program pro rakyat itu.
Banyak kalangan dalam masyarakat yang
tersentuh program pro rakyat memberikan
dukungannya kepada Radjamilo  yang
mengusung anaknya AFR.

Hampir semua SKPD bergerak untuk
melakukan hal yang sama. Bagian Kesra diberi
pagu anggaran yang relatif tinggi. Pagu anggaran
yang tinggi sebagian besar dikembalikan kepada
rakyat dalam bentuk sumbangan ke mesjid-
mesjid atau program’ pro . rakyat. Radjamilo
senantiasa mengikutkan AFR dalam kegiatan
Shalat Jumat ke berbagai mesjid mulai dari kota
sampai pelosok. ‘

Untuk membangun kesan positif, maka
Radjamilo memberikan sumbangan Mesjid
ke pada panitia mesjid untuk perbaikan dan
pembangunan mesjid. Tindakan Radjamilo
sangat disukai jamaah mesjid, karena dua
pertimbangan. Pertama, mesjidnya mendapat
bantuan pembangunan. Bantuan itu membawa
keberuntungan bagi jamaah dan mesjid yang
mendapat bantuan. Kedua, jamaah mesjid
bangga, senang  dikunjungi dan mendapat
perhatian dari Bupatinya.

Dalam kunjungan itu Radajamilo berusa-
ha melakukan pembicaraan atau dialog singkat
dengan jamaah beserta tokoh masyarakat di
daerah itu. Dalam dialog itu tokoh masyarakat
dan jamaah mengajukan aspirasi kepada Bupati.
Aspirasi itu dicatat oleh SKPD terkait untuk
selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan aturan
yang berlaku.

Aspirasi masyarakat yang urgen dicatat
oleh SKPD terkait. Aspirasi yang sesuai dengan

rencanasegeraditindaklanjuti oleh SKPD terkait.
Akantetapi aspirasi yang urgen akan tetapi belum
ada dalam rencana pembangunan berusaha
dimasukkan dalam rencana pembangunan tahun
yang akan datang. Sedangkan aspirasi yang
sangat mendesak berupaya dimasukkan dalam
perubahan anggaran.

Kondisi itu diciptakan secara kontinyu
oleh tim sukses terselubung dari SKPD
pendukung Radjamilo. Secara berkala AFR
melakukan pertemuan dengan tim suksesnya.
Konsolidasi yang dilakukan oleh AFR dilakukan
dalam berbagai bentuk.

Setidaknya ada 3 macam konsolidasi
yang dilakukan oleh tim AFR. Pertama,
pertemuan secara berkala. Pertemuan itu
membahas peningkatan pendukung di wilayah
masing-masing tim sukses. Kalau meningkat
dukungan diminta kepada tim untuk menjaga
dan mempertahankan pendukung. Sebaliknya
kalau menurun dibahas secara intensif faktor-
faktor penyebabnya. Tim sukses mendiskusikan
secara intensif solusi yang tepat untuk mengatasi
masalah itu.

Kedua, konsolidasi dalam bentuk sepeda
keliling pada wilayah tertentu yang disepakati.
Para pendukung berupaya melakukan fun bike
pada daerah yang ditentukan. Fun bike itu
mempunyai 2 tujuan. Pertama, melakukan show
force atau unjuk kekuatan kepada masyarakat.
Show force itu dimaksudkan untuk meyakinkan
anggota masyarakat yang belum bergabung
agar segera bergabung dengan tim AFR.
Kedua, mengajak anggota masyarakat lain yang
belum bergabung, supaya turut bersama-sama
memperbesar kekuatan.

Ketiga membuat branding AFR. Salah
satu branding AFR yang cukup popular adalah
147. Maknanya 1 visi 4 misi 7 kebijakan
pokok. Hal itu disosialisasikan kepada anggota
masyarakat. 147 juga dikaitkan dengan tanggal
kelahiran AFR yang kebetulan lahir pada
tanggal 14 bulan 7. Branding itu kurang jelas
apakah dibuat sesuai dengan tanggal lahir AFR,
atau kebetulan tanggal lahirnya sama dengan
visi misi dan kebijakan pokok yang akan
dilaksanakannya kelak kalau terpilih menjadi
Bupati menggantikan Bapaknya.
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3. Pembangunan Daerah.

Daerah yang memberikan dukungan
besar terhadap kepemimpinan Radjamilo yang
sebentar lagi akan mengusung anaknya dalam
pemilukada mendapat imbalan yang pantas.
Setidaknya ada 3 bentuk imbalan yang diperoleh
daerah atau wilayah yang memberikan dukungan
kepada Radjamilo. Pertama, memperoleh kue
pembangunan. Kedua, aspirasi masyarakatnya
terutama tokoh masyarakatnya diperhatikan.
Ketiga, birokrat yang berasal dari daerah itu
yang mendukung Radjamilo mendapat posisi
yang strategis dalam tubuh birokrasi pimpinan
Radjamilo.

Aparat yang mendapat posisi strategis
pada kepemimpinan Radjamilo semakin
berupaya memperkukuh posisinya. Setidaknya
ada 3 upaya sang birokrat mempertahankan
posisi strategisnya. Pertama, menggalang massa
untuk pemenangan AFR kelak. Kedua, berupaya
melibatkan pengikut sang birokrat yang sudah
digalang setiap AFR melakukan konsolidasi.
Ketiga, menjaga loyalitasnya kepada Radjamilo.

Penggalangan massa yang dilakukan
oleh birokrat pendukung AFR bertujuan untuk
memperkukuh posisinya dalam birokrasi. Sebab
birokrat yang tidak berupaya menunjukkan
loyalitasnya dalam arti tidak berupaya
menggalang massa bisa menggoyahkan
posisinya. Oleh karena itu para birokrat
yang memegang posisi strategis melakukan
konsolidasi untuk memanfaatkan posisinya
menjalankan program SKPD yang dipimpinnya
untuk menggalang massa.

Program yang pro rakyat sangat menarik
untuk dijadikan ajang melakukan konsolidasi
dan penggalangan massa. Pengadaan perahu,
pengadaan alat tangkap, pengadaan bibit
udang dan semacamnya sangat menarik untuk
dijadikan sebagai alat untuk menggalang massa.

Oknum aparat yang dilibatkan juga
memanfaatkan tokoh masyarakat pendukung
untuk mendata orang-orangnya dimasukkan
dalam daftar yang bakal menerima pembagian.
Dalam proses pendataan oknum aparat biasanya
melakukan upaya persuasi menggalang
konstituen yang akan menerima pembagian.
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Cara penggalangan seperti itu cukup
efektif berpengaruh di daerah daerah pesisir
yang membutuhkan alat penangkapan dan/
atau bibit udang, bandeng yang dibagi oleh
Pemerintah Daerah. Idealnya pembagian itu
berlaku untuk semua masyarakat pesisir atau
yang membutuhkan. Sebab program itu untuk
memberdayakan masyarakat pesisir. Akan tetapi
program itu dimanipulasi oleh oknum aparat
untuk memasukkan kampanye terselubung
dalam pembagian itu.

Hal yang sama dilakukan oleh SKPD
yang programnya beroperasi pada petani sawah
atau ladang. Sebelum dilakukan pembagian bibit
jagung terlebih dahulu dilakukan pendataan.
Dalam proses pendataan dilakukan upaya
persuasi oleh oknum aparat agar memberikan
dukungannya pada AFR. Orang-orang
memberikan dukungan akan didaftar menjadi
calon penerima. Sebaliknya petani yang tidak
mau terpengaruh apalagi menolak bergabung
dengan AFR akan kesulitan memperoleh bibit
yang akan dibagi.

Mobilisasi itu yang  melahirkan
dukungan semu dalam 'masyarakat. Artinya
secara kasat mata jauh sebelum pemilukada
pendukung AFR cukup memadai dibanding
dengan lawan-lawannya. Pasalnya lawan AFR
tidak menguasai birokrasi. Akibatnya mereka
hanya memanfaatkan birokrat yang kecewa atas
sepak terjang yang dilakukan oleh AFR beserta
kroni-kroninya. Rakyat yang diam atau tidak pro
aktif, seringkali terabaikan dalam pembagian
program pro rakyat yang dilkukan oleh SKPD.

4. Sumber daya ekonomi

Perebutan sumber daya ekonomi
merupakan salah satu aspek yang menarik
sebelum pemilukada2013. Betapatidak ekonomi
adalah sumber material yang diinginkan oleh
banyak kalangan. Wajar apabila banyak pihak
berupaya mendapatkan sumber daya ekonomi.

Para pendukung Radjamilo yang
sebagian besar dikendalikan AFR berupaya
mencari simpati dan mendapat sumber ekonomi
yang memadai. Salah satu sumber daya
ekonomi adalah tender proyek yang tersebar
dalam SKPD. Tender itu berusaha dimenangkan




oleh para kontraktor dengan berbagai cara yang
sesuai aturan..

Setidakanya ada 3 cara yang digunakan
oleh para kontraktor untuk memenangkan
tender. Pertama, memenuhi semua persyaratan
yang dibutuhkan sesuai aturan main yang
berlaku. Kedua, melakukan pendekatan dengan
panitia tender. Ketiga, berusaha mendapat
informasi yang memadai tentang tender yang
sedang berlangsung.

Pemenuhan syarat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan adalah hal
yang paling urgen. Tanpa melengkapi semua
syarat yang dibutuhkan, maka peserta tender
dipastikan gugur.

Untuk mendapatkan informasi yang
akurat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi,
maka peserta tender hendaknya mengenal
dengan akrab panitia tender. Kedekatan
dengan ‘panitia tender memudahkan seseorang
berkomunikasi dan menanyakan informasi yang
berkaitan dengan tender. Informasi yang lengkap
dan memadai memungkinkan bagi peserta
tender memenuhi semua syarat dan memenuhi
ketentuan teknis yang dipersyaratkan, sehingga
dapat memenangkan tender..

B. DAMPAK NEGATIF
PEMILUKADA

Dalam pembahasan ini akan diuraikan 5
aspek. Pertama, dampak negative bagi birokrat.
Kedua, pembangunan daerah. Ketiga, sumber
daya ekonomi. Keempat konflik. Kelima,
dampak psikologi poitik. Kelima aspek ini akan
diuraikan lebih lanjut.

SEBELUM

1. Dampak Negatif Bagi Birokrat

Dampak negatif yang diterima birokrat
sebelum pemilukada 2013 adalah mereka yang
dianggap kurang loyal pada Radjamilo. Birokrat
yang dianggap tidak loyal memiliki karakteristik
tertentu. Setidaknya ada 3 karakteristik yang
terdapat pada birokrat itu. Pertama, dianggap
tidak mendukung atau setidaknya tidak
berkeringat pada pemilukada, ketika Radjamilo
bertarung pada periode kedua. Kedua, tidak
berprestasi pada bidang tugasnya. Ketiga,

dianggap kurang loyal kepada AFR menjelang
pemilukada.

Karakteristik pertama itu terjadi
merupakan bias langsung pada pemilukada
tahun 2008 ketika Radjamilo bertarung pada
periode kedua. Banyak birokrat yang salah
mendukung calon Bupati kala itu.

Setidaknya ada 3 dampak negatif yang
diperoleh birokrat yang tidak loyal kepada
Radjamilo. Pertama, mendapat demosi dalam
bentuk tidak mendapat jabatan. Kedua, dimutasi
pada jabatan yang sama tetapi dinilai kurang
baik. Ketiga, tidak diberi peran dalam kegiatan
pemerintahan, pembangunan, dan layanan
kepada masyarakat.

Dampak pertama mendapat demosi,
birokrat yang seperti itu dianggap tidak loyal
kepada Radjamilo baik pada saat pemilukada
2008 maupun menjelang pemilukada 2013.
Birokrat yang mendapat demosi pasca
pemilukada 2008 adalah mereka yang secara
terang-terangan mendukung calon lainutamanya
mendukung rival utamanya

Dalam  perkembangannya  birokrat
seperti itu mendapat demosi yaitu tidak
mendapat jabatan yang tadinya mendapat
jabatan. Birokrat seperti itu biasanya diperparah
oleh kurang profesionalnya yang bersangkutan
dalam jabatan yang diembannya, sehingga
ada alasan pembenar bagi Radjamilo untuk
mengganti yang bersangkutan pada jabatannya,
selanjutnya yang bersangkutan ditempatkan
pada posisi staf dalam tubuh birokrasi.

Birokrat yang mendapat demosi
oleh Radjamilo tidak tinggal diam, Mereka
membangun kekuatan tersendiri yang dalam
perkembangannya dimanfaatkan oleh lawan
AFR dalam pemilukada 2013 lalu.

Kedua, birokrat yang dimutasi pada
eselon yang sama akan tetapi bukan pada
jabatan yang diinginkan. Birokrat seperti itu
dianggap kurang loyal pada Radjamilo, akan
tetapi menjalankan tugasnya dengan baik.
Mutasi itu dilakukan sebagai sok terapi pada
yang bersangkutan supaya mereka menyadari
kesalahannya. Birokrat yang seperti itu terbagi
dua tipelogi. Pertama, mereka menyadari
kesalahan yang dilakukan sehingga mereka
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mengubah haluan melakukan pendekatan pada
Radjamilo atau anaknya AFR agar mereka
dipromosikan kembali pada jabatan yang sesuai
atau yang diinginkan. Kedua, mereka tidak
menyadari kesalahannya sehingga ia tetap pada
posisinya, bahkan ditingkatkan menjadi non
job dikemudian hari. Kelompok kedua itu yag
mengumpul barisan secara diam-diam untuk
melawan AFR pada pemilukada 2013.

Ketiga, staf yang tidak loyal tidak diberi
peran baik dalam pemerintahan, pembangunan,
maupun layan kepada masyarakat. Ketiadaan
peran mereka pada layanan strategis sehingga
yang bersangkutan kehilangan kesempatan
untuk mendapat tambahan pendapatan di luar
gaji resminya.

Staf yang tidak diberi peranan, hanya
melaksanakan tugas pokonya saja, bahkan
dalam banyak hal tugas pokoknya juga
diabaikan. Kealpaan mereka pada tugas pokok
berdampak negatif terhadap kinerja birokrasi.
Sebab bagaimanapun juga setiap birokrat harus
mengemban tugas pokok dan fungsi masing-
masing sehingga tercapai efektifitas kerja
organisasi. Kalau ada beberapa oknum birokrat
yang lalai tidak menjalankan tupoksinya, maka
dapat diapstikan kinerja organsiasi SKPD
dimana birokrat itu ditempatkan akan kurang
optimal. ‘

Kondisi itu semakin diperparah oleh
AFR yang turut berperan aktif melakukan
konsolidasi dalam tubuh birokrasi. Kondolidasi
yang dilakukan AFR menjelang pemilukada
2013 melibatkan banyak oknum birokrasi.
Oknum itulah yang diperalat untuk mendapat
dukungan dalam masyarakat.

Kondisi itu melahirkan banyak intrik
dikalangan birokrat. Intrik itu dilakukan dalam
rapat konsolidasi yang dilakukan oleh AFR,
ataupun di luar rapat. Bentuk intrik adalah
melaporkan birokrat yang tidak loyal kepada
AFR menjelang pemilukada. Kalau laporan itu
dipercaya, berakibat pada mutasi dalam bentuk
demosi birokrat yang dinilai tidak loyal itu.

Mutasi yang dilakukan oleh Radjamilo
tetap diproses oleh Baperjakat. Baperjakat
tetap dihargai sebagai pejabat yang berwenang
untuk turut memparaf proses mutasi. Akan
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tetapi dalam mutasi menjelang pemilukada
2013 terdapat kejanggalan, karena apa yang
diparaf ketua Baperjat (Sekda) ketika dibacakan
kesokan harinya, ternyata lain yang diparaf oleh
Sekda (Ketua Baperjakat), lain yang dibacakan.!
Perubahanantaraapayangdiparafdengan
yang dibacakan ditengarai dilakukan oleh AFR
atau orang dekatnya untuk memasukkan nama
orang-orang yang dinilai loyal kepada AFR. Hal
itu tampaknya ditoleir oleh Radjamilo sebagai
Bupati yang menandatangani Surat Keputusan.

2. Pembangunan Daerah

Dampak negatif pembangunan daerah
sebelum pemilukada. Ada 2 dampak negatif
pada pembangunan daerah sebelum pemilukada.
Pertama, daerah yang masyarakatnya kurang
loyal pada Radjamilo atau AFR kurang mendapat
bagian pembangunan. Kedua, tokoh masyarakat
yang kurang loyal kepada Radjamilo daerahnya
kurang diperhatikan dalam pembangunan infra
struktur. _

Masyarakat yang dinilai oleh Radjamilo
dan AFR kurang loyal kepadanya berimplikasi
pada pembangunan daerahnya. Aspirasi
yang berkembang dari daerah atau wilayah
yang kurang memberikan dukungan kepada
Radjamilo atau AFR juga kurang diperhatikan
dalam pembangunan infra struktur.

Menurut Nur Alam  Karaeng Beso
di desa tempatnya bermukim selama kurang
lebih 10 tahun kepemimpinan Radjamilo
kurang mendapat alokasi pembangunan.”? Kue
pembangunan yang tidak diperoleh daerahnya
sangat kurang, Salah satu factor penyebabnya
adalah masyarakat didaerahnya kurang
memberikan dukungan kepada Radjamilo dan
AFR.

Hal yang samaterjadi pada pembangunan
jalan menuju desa Bonto Jai Kecamatan
Tamalatea, tidak mendapat perbaikan atau
pembangunan jalan yang sangat dibutuhkan
masyarakat Bonto Jai dan desa sekitarnya.

| Wawancara dengan lksan Iskandar Bupati
Jeneponto 2013-2018, sekda Jeneponto Ketika Radjamilo
menjabat Bupati, Di Rujab Juli 2015.

2 Wawancara dengan Drs. Nur Alam MSi, Ketua
Bappeda Kab. Jeneponto, Juli 2015.




Pembangunan jalan yang kurang memadai
menyebabkan arus lalulintas dari dan ke Bonto
Jai mengalami hambatan. Hanya mobil yang
tinggi bisa lewat di Bonto Jai. Mobil sedan
atau sejenisnya kesulitan melewati jalan itu.
Akibatnya secara langsung atau tidak langsung
mengaganggu roda perekonomian masyarakat
Bonto Jai dan desa lain di sekitarnya yang
memanfaatkan jalan itu.

3. Sumber Daya Ekonomi.

Dampak negatif yang diperoleh
sebelum pemilukada adalah masyarakat atau
tokoh masyarakat yang tidak memberikan
dukungannya kepada Radjamilo dalam hal
tertentu akan kesulitan memperoleh sumber
daya ekonomi. Setidaknya ada 3 macam sumber
daya ekonomi yang sulit diakses. Pertama, tender
proyek pembangunan di SKPD sulit diperoleh.
Kedua, pembagian program yang berorientasi
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga,
lobi politik tokoh masyarakat untuk memperoleh
pembagian sumber daya ekonomi susah.

Aspek = pertama, tender proyek
pembangunan “oleh pengusaha yang kurang
mendukung Reidjamilo periode kedua, maupun
ketika AFR melakukan konsolidasi berpotensi
menghadapi kesulitan dalam memenangkan
tender. Pasalnya akses informasi tidak semudah
yang diperoleh pengusaha pendukung,

Pengusaha yang bukan pendukung
biasanya tidak fokus memburu proyek tender
pemerintah. Karena disamping sulit memperoleh
akses, panitia tender tidak mendapat arahan dari
Bupati agar CV tertentu memenangkan tender.
Tender berjalan sesuai aturan dan mekanisme
yang ada. Jadi pada dasarnya CV yang tidak
loyalpun bisa ikut tender. Hanya saja akses
informasi kurang diperoleh.

Oleh karena itu pengusaha yang
kurang baik hubungannya dengan Bupati ada
tiga tipelogi. Pertama, pengusaha yang tidak
berusaha memperbaiki komunikasi politiknya
dengan Bupati. Mereka itu hanya berfokus untuk
mengembangkan usahanya yang tidak berkaitan
dengan tender SKPD. Pengusaha seperti itu akan
kesulitan apabila dalam menjalankan bisnisnya
melakukan kesalahan prosedur bisa mendapat

hambatan dari pihak pemerintah Daerah.

Sebagai contoh ada pengusaha real
estate di Kecamatan Binamu, yang membangun
infra struktur jalan tanpa berkoordinasi dengan
instansi terkait. Ketika ditegur oleh pihak SKPD
yang terkait bahwa pembangunan real estate
tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan,
mereka mengalami hambatan. Izin susah
diperoleh, akibatnya pembangunan perumahan
susah dilaksanakan.?

Implikasi selanjutnya perumahan itu
sulit laku karena tidak sesuai antara informasi
pemasaran dengan realitas yang sesungguhnya.
Akibat lebih lanjut pengusaha tersebut
mengalami kerugian. Seandainya pengusaha
tersebut kooperatif, mungkin saja masalah yang
dihadapi dapat diselesaikan melalui kompromi
politik antara pengusaha dengan SKPD terkait.

Aspek yang kedua pembagian program
yang berorientasi pemberdayaan ekonomi
rakyat, akan sulit diperoleh masyarakat yang
tidak memberikan dukungannya kepada AFR.
Untuk mendeteksi masyarakat yang tidak
mendukung AFR, ketika tim sukses terselubung
dari SKPD terkait melakukan penggalangan di
tingkat masyarakat bawah mengalami kesulitan.

Penggalangan yang dilakukan oleh tim
sukses diikuti oleh pemberian fasilitas berupa,
pembagian Kuda, bibit, pupuk, dan traktor
kepada masyarakat oleh masing-masing SKPD
terkait. Tim sukses yang dibantu oleh tokoh
masyarakat pendukung membuat daftar, siapa
yang akan diberikan dan tidak diberikan.

Anggota masyarakat yang setia
memberikan dukungannya akan mendapat
pembagian yang layak. Sebaliknya yang
memberikan perlawanan akan tercoret dalam
daftar pembagian itu. Kondisi itu di satu sisi
memperkuat dukungan kepada AFR utamanya
yang mendapat pembagian. Akan tetapi disisi
lain melahirkan anti pati masyarakat kepada
AFR.

Pasalnya banyak anggota masyarakat
lebih berhak memperoleh tidak mendapat
pembagian, karena tidak masuk daftar

3 Wawancara dengan Yusuf Pakihi, Inspektorat,
Kabupaten Jeneponto, Juli 2015.




penerima. Salah satu faktor anggota masyarakat
tidak dimasukkan dalam daftar penerima
karena yang bersangkutan tidak memberikan
atau ada indikasi tidak mendukung AFR pada
pemilukada yang akan digelar 2013. Kondisi itu
melahirkan anti pati kepada AFR dan merambat
pada kerabatnya yang lain.

Aspek yang ketigajtokoh masyarakat
yang tidak mendukung kesulitan akses untuk
mengartikulasikan kepentingan rakyat.
Kesulitan itu muncul karena dua faktor. Pertama,
tokoh masyarakat malu mengartikulasikan
kepentingan rakyat di daerahnya untuk
diakomodasi dalam bentuk program nyata
oleh SKPD terkait. Kedua, kalaupun ada
tokoh masyarakat yang menyampaikan dalam
pertemuan dengan Bupati atau pejabat terkait,
kurang mendapat respon. Wajar kalau aspirasi
tetap menjadi aspirasi, hanya ditampung akan
tetapi tindak lanjutnya kurang memadai.

4. Konflik Dalam Masyarakat.

Dinamika politik menjelang pemilukada
tidak dapat dihindari. Kasak kusuk antara
calon dan tim sukses calon sangat tinggi.
Mereka semua berupaya merebut hati rakyat.
Rakyat yang sudah dikapling dijaga oleh
tim suksesnya, sementara tim sukses yang
lain berusah mempengaruhi dengan harapan
dapat berubah haluan mendukung calon yang
didukung. Samuel P Huntingtong berpendapat
bahwa dinamika politik yang tinggi harus
diikuti oleh kemantapan kelembagaan. Sebab
kalau dinamika yang tinggi tidak diikuti oleh
kemantapan kelembagaan akan melahirkan
instabilitas politik.

Pendapat Samuel P Huntington sebagian
terbukti dalam pemilukada di Kabupaten
Jeneponto. Intrik, persinggungan kepentingan,
bahkan konflik tak dapat dihindari menjelang
pemilukada. Berbagai macam tipelogi konflik
bermunculan dalam masyarakat menjelang
pemilukada di Kabupaten Jeneponto. Setidaknya
ada 7 macam konflik yang terjadi. Pertama,
bermusuhan antara keluarga yang berbeda
pilihan. Konflik itu terjadi karena masing-
masing pihak memiliki pilihan yang berbeda.
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Pilihan itu mereka pertahankan. Sebagai orang
yang memiliki hubungan keluarga mereka
berupaya saling mempengaruhi.

Dalam upaya saling mempengaruhi
itulah serng terjadi gesekan keluarga yang
merasa statusnya lebih tinggi seperti paman,
tante, kakak, atau memiliki sumber daya material
memadai berusaha mempengaruhi keluarganya
seperti kemenakan, dan selalu diberi bantuan
material.

Dalam proses pengaruh mempengaruhi
itu ada sebagian yang ikut terpengaruh oleh
paman, tante, kakak, atau keluargayang memiliki
sumber daya ekonomi yang memadai. Akan
tetapi tidak sedikit diantaranya yang bertahan
pada pilihannya. Keteguhan pada prinsip itulah
melahirkan ketersinggungan paman, tante,
kakak atau keluarga yang sering memberikan
bantuan ekonomi kepada keluarganya yang
tidak mau terpengaruh dengan pilihannya.

Bentuk konflik yang terjadi pada
tipelogi pertama itu ada 3. Pertama, tidak
saling sapa antara keluarga. Kedua, tidak saling
mengunjungi antara sesama kerabat keluarga.
Ketiga, bantuan ekonomi dihentikan. =

Bantuan ekonomi yang diberikan kepada
keluarganya ada 3 macam. Pertama, bantuan
uang belanja. Kedua, bantuan, beras, gabah
dan semacamnya. Ketiga, bantuan pinjaman
tak berbunga. Ketika terjadi perbedaan pilihan
diantara mereka secara otomatis bantuan
ekonomi itu dihentikan. Sadar dengan pilihannya
yang betul ditambah dengan keteguhan dalam
memegang prinsip sehingga mereka memilih
menananggung resiko yang diterimanya berupa
pemutusan bantuan.

Kedua, terjadi intimidasi kedua tim.
Kalau di desa itu kuat mantap, maka tim SIAP
datang menakut nakuti. Demikian sebaliknya
kalau Tim SIAP yang kuat maka Tim MANTAP
datang menakut nakuti. seperti rawa ngasekko
tinro ribiseannu lanilukkaki lanra’nu. Artinya
kalian semua harus tidur diperahu masing-
masing, karena sebentar pukatmu atau alat
tangkap kalian akan dicuri.*

Bentuk lain dari intimidasi adalah saling

* Wawancara dengan Arrahman, Mei 2015.




kapling jalanan. Kalau Tim SIAP masuk di
wilayah MANTAP ditutup portal. Demikian
sebaliknya kalau Tim MANTAP masuk Tim
SIAP diikuti atau tutup portal juga. Tim SIAP
mengikuti Tim MANTAP untuk mencegah
adanya politik uang menjelang pemilukada.
Politik uang itu sangat dikhawatirkan oleh
Tim SIAP. Saling mengawasi itu terjadi
sebenarnya lebih merupakan bentuk partisipasi
polittk  masyarakat dalam  membantu
Panwas Pemilukada, sehingga tidak terjadi
penyimpangan dalam bentuk politik uang atau
pelanggaran lainnya.

Dalam proses saling mengawasi itujarang
terjadi konflik terbuka. Pasalnya mereka yang
saling mengawasi adalah sahabat, kerabat, atau
keluarga mereka sendiri. Hanya mereka berada
pada tim yang berbeda sehingga sering terlihat
konflik permukaan. Disebut konflik permukaan
karena kedua belah pihak kadang bersitegang
kalau mendiskusikan calon yang didukung,
akan tetapi setalah selesai bersitegang, kadang-
kadang mereka main bola lagi bersama-sama.

Ketiga, konflik antara tim sukses. ada
yang terbuka. Seperti di Taroang daeng Gassing
pendukung MANTAP dengan Daeng Bali
pendukung SIAP bertengkar mulut. Contoh lain
di Allu Taroang berkelahi antara pendukung
SIAP dengan MANTAP tangan kosong, Konflik
dilaporkan sampai pada Panwas.

Konflik terbuka yang lain terjadi di
Kelurahan Pabbiringa Kecamatan Binamu.
Kejadiannya - dr Safaruddin  pendukung
SIAP didorong oleh Tim MANTAP. Dalam
proses dorong mendorong ada pihak yang
tidak menghendaki konflik terbuka meluas.
Anggota Tim yang berkepala dingin berusaha
menghentikan kasus dorong mendorong itu
sehingga tidak terjadi konflik terbuka secara
luas. Dr. Syaripuddin juga menahan diri
sehingga tidak terlalu menanggapi dorongan
Tim MANTAP kala itu.

Keempat, bentuk konflik yang lain
adalah pengrusakan posko tim sukses. Hal itu
terjadi didesa Balang Baru posko MANTAP
dirusak oleh pendukung SIAP. Tim SIAP juga
merusak posko induk MANTAP Kecamatan
Taroang. Penyebabnya pada saat kampanye

Tim SIAP yang melewati posko Tim MANTAP
diposko induk kecamatan mengacungkan kedua
jempolnya kemudian membalikkan kedua
jempolnya ke bawah. Simbol yang dikirim oleh
Tim MANTAP dianggap sebagai penghinaan
bagi Tim SIAP. Akibatnya Tim SIAPtersinggung
dan langsung menyerbu. Dalam penyerbuan
itu Tim SIAP merusak motor dan kendaraan
yang ada dalam posko, sementara orang yang
mengacungkan jempol sudah lari meninggalkan
Posko sebelum penyerang datang.

Kelima, Tim SIAP memukul Tim
MANTAP. Pemukulan itu terjadi di Kecamatan
Bangkala. Pemukulan itu terjadi karena Tim
SIAP sangat kuat di Kecamatan Bangkala. Hal
itu terbukti Suara SIAP lebih banyak 4000 suara
dari suara MANTAP.

5. Psikologi Politik

Dampak  psikologi politk yang
diarasakan masyarakat Jeneponto sebelum
pemilukada. Setidaknya ada 5 dampak psikologi
politik pemilukada. Pertama, psikologi politik
pendukung AFR. Kedua, psikologi politik
pendukung siap. Ketiga, psikologi politik
masyarakat dan tokoh masyarakat. Ketiga aspek
ini akan diuraikan lebih lanjut.

1. Psikologi Politik Pendukung AFR

Psikologi pendukung AFR sebelum
pemilukada begitu antusias. Antuasisme
pendukung AFR terlihat dari sikap dan

perilakunya  sehari-hari. = Tampak  dari
penampilannya yang selalu yakin akan
kemenangan calon yang diusung pada

pemilukada nanti. Keyakinan itu muncul dari
besarnya dukungan yang diperoleh dari hasil
survey yang dilakukan.

Survey dilakukan oleh tim yang berasal
dari berbagai latar belakang. Survey dilakukan
oleh permintaan partai, ada juga survey yang
dilakukan secara indenpenden. Hasil survey
menunjukkan secara persentase lebih banyak
diunggulkan AFR.

Meskipun hasil Survey menunjukkan
angka yang cukup tinggi bagi AFR atan
MANTAP. Akan tetapi persentase yang belum
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menunjukkan kecenderungan memilih siapa
cukup besar, sehingga masih sangat rawan
apabila pemilih yang belum bersikap memilih
melawan MANTAP.

Persentase yang cukup tinggi itu
membawa psikologi positif bagi para
pendukung. Wajar apabila banyak pendukung
MANTARP sangat yakin bahwa calonyalah yang
akan menang dalam pemilukada kelak.

2. Psikologi Pendukung SIAP

Psikologi pendukung SIAP juga sangat
antusias menghadapi pemilukada. Pasalnya
calon yang diunggulkan juga diyakini menang
pada pemilukada yang sebentar lagi akan digelar.
Keyakinan itu muncul dari jumlah pendukung
yang semakin hari semakin meningkat.
Meskipun persentasenya tidak pernah melebihi
MANTAP, akan tetapi peningkatannya cukup
konsisten dan relatif stabil.

Kondisi itu diperkuat oleh adanya reaksi
sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa
apakah yang mengganti Radjamilo anaknya
lagi. Bagi-bagi itu kenikmatan kepada orang
lain.? :

Pendukung Siap juga semakin hari
semakin banyak, hal yang lebih penting lagi
banyak dukungan partisipasi politik otonom.
Dukungan partisipasi politik otonom tergambar
bahwa banyak tim sukses SIAP bekerja tanpa
Pamrih. Mereka menunjukkan keikhlasan yang
tinggi dalam bekerja.

Keikhlasan itu  ditunjukkan dari
banyaknya relawan yang memfasilitasi dirinya
sendiri. Para pendukung mebuat posko sendiri,
membeli atribut sendiri, dan kalau kumpul-
kumpul biayanya dari mereka sendiri. Hal itu
mendorong ikatan solidaritas yang semakin
tinggi diantara sesama pendukung.

3. Psikologi Masyarakat dan
Masyarakat

Tokoh

Dampak negatif secara psikologis
diraskan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat
bervariasi. Setidaknya ada 3 varisai dampak

> Wawancara dengan Yusuf Pakihi Kepala

Inspektorat Kabupaten Jeneponto, Juli 2015.
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negatif secara psikologis. Pertama, masyarakat
dan atau tokoh masyarakat malu menyampaikan
aspirasinya kepada Radjamilo sebagai Bupati
Jeneponto. Rasa malu muncul karena mereka
tidak memberikan dukungan kepada calon
Bupati yang didukung oleh Radjamilo..

Kedua, masyarakat atau tokoh
masyarakat kurang diperhatikan oleh Radjamilo.
Merasa kurang diperhatikan sehingga sebagian
tokoh masyarakatmemilih tokohlain mengambil
jarak dengan sang Bupati. Sang tokoh berusaha
menjaga jarak karena ia juga membangun harga
dirinya sebagai tokoh. Kondisi itu mendorong
sang tokoh masyarakat mencari cantolan baru
sebagai sandaran politiknya dimasa yang akan
datang.

Sang tokoh berusaha mencari tokoh lain
yang menurutnya pantas memimpin Jeneponto 5
tahun kedepan. Mereka membangun hubungan
psikologis yang dalam melalui persahabatan
yang dibangun diantara keduanya

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik
2 simpulan pokok sebagai berikut:

1. Dampak positif sebelum pemilukada

dirasakan  oleh  birokrat,  tokoh
masyarakat, dan masyarakat yang
mendukung  kepemimpinan  Bupati

Radjamilo. Selama 10 tahun Radjamilo
memimpin  Birokrasi dan SKPD
sehingga para pejabat yang loyal
kepadanya dimanfaatkan untuk
mensukseskan anaknya menjadi Bupati
Jeneponto menggantikan dirinya. Para
Birokrat itu dimanfaatkan sebaik-
baiknya untuk melakukan konsolidasi,
dan penggalangan massa persiapan
kemenangan pasangan Mantap pada
pemilukada 2013. Demikian juga tokoh
masyarakat yang mendukung Radjamilo
dan anaknya mendapat kemudahan
menyalurkan aspirasi dan kepentingan
politiknya. Tokoh masyarakat bekerja
sama dengan SKPD dimanfaatkan
untuk menggalang massa di masyarakat.
SKPD melakukan penggalangan melalui




program yang pro rakyat. Masyarakat
yang mendukung pasangan Mantap
mendapat prioritas untuk memperoleh
jatah dalam pembagian pupuk, bibit
jagung, benih udang, bandeng, traktor
dan berbagai program kerakyatan
lainnya. Praktis dukungan kepada
Mantap selalu lebih tinggi disbanding
dengan pasangan lainnya.

. Dampak negatif sebelum pemilukada
dirasakan oleh birokrat yang dinilai
tidak loyal oleh Radjamilo, dimutasi
pada jabatan yang kurang disenangi,
bahkan tidak sedikit diantaranya nonjob.
Tokoh masyarakat yang tidak dekat
dengan Radjamilo juga aspirasinya sulit
tersalurkan. Hal itu disebabkan oleh
kurang dekatnya sang tokoh kepada
Bupati dan anaknya, juga diperparah oleh
kebijakan dan program yang dijalankan
oleh SKPD yang dinilai diskriminatif
oleh tokoh masyarakat dan masyarakat
yang tidak mendapat bagian dari program
pro rakyat yang dijalankan oleh SKPD.
Kondisi itu dimanfaatkan oleh Pasangan
Siap yang berusaha merangkul birokrasi,
tokoh masyarakat, dan masyarakat
yang kecewa pada kepemimpinan
Radjamilo yang mengusung anaknya
untuk menggantikan dirinya. Kelompok
birokrasi yang dikecewakan oleh
bersatu merapatkan barisan dengan
tokoh masyarakat, yang juga tidak dekat
dengan Radjamilo serta masyarakat
yang kecewa dengan kebijakan dan
program yang dilancarkan SKPD
menjelang pemilkuada berangsung.
Tokoh masyarakat dan mesyarakat
yang melakukan perlawanan atau tidak
mendukung kurang mendapat kue
pembangunan. Kondisi itulah yang
melahirkan  akumulasi  kekecewaan
sechingga melahirkan soliditas yang
tinggi dan partisipasi politik otonom
dalam pemilukada. Banyak relawan yang
membeli atribut sendiri, membeli makan
sendiri, bahkan membangun posko
sendiri, guna membangun kekompakan

diantara mereka. Kelompok itu
merapatkan barisan untuk menggalang
massa memenangkan pasangan Siap
pada pemilukada 2013.
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MENEMU-KENALI PROBLEM PEMILUKADA SERENTAK
DAN KANALISASINYA

Muhadam Labolo!

Abstract

Schedule changes of General Election of Regional Heads which is conducted in unison after setting in Law
No. 8/2015 raises to various implications.The problems of General Elction of Regional Heads in unison
when identified can be divided into three main stages, i.e input, process and output. In the input stages, the
recruitment of candidate pairs for regional heads dealing with the issue of tightness of the system settings a
minimum of two candidates pairs.This conditions created a stagnation for a single candidate pairs without
competitors like Blitar, Tasikmalaya and Timor Tengah Utara (TTU).The issue is beyond the enrollment
technical mechanisms in some cases creating local scale tensions. In the process stages, potency of problem
was detected varies starting from mobilization to the massive effort for the vote in order to create a width gap
as a juridical foundation for the process of the justice searching by a candidate pairs who felt “tricked” or
even lose out in real. While in output stages, risk to low of electors acceptability for the candidate pairs so that
could potentially degrade the legitimacy of the elected pairs.With the argument that the General Election of
Regional Heads in unison built on the principles of efficiency and effectiveness, it seems in addition to snatch
half the quality of democracy, also showed a paradox tendency with the main of efficiency and effectiveness.

These symptoms may require a number of strategies as canalization of the various issues that arise in half the
time ‘match’, so even though the efficiency and effectiveness of the regional head elections is not revealing the
results, but the quality of democracy is not entirely lost useless. This paper will identified a number of major
problems in General Election of Regional Heads in unison and at the same time trying to throw some ideas for
canalization effort to save democracy at grass root level while controlling expenses as much as possible for the
purpose of being more principals. o

Kéywords: General Election of Regional Heads in unison, Issues of Input, Process, and Output

Abstrak
Perubahan jadwal Pemilukada yang dilakukan serentak pasca pengaturan dalam UU Nomor 8/2015
menimbulkan berbagai implikasi. Problem Pemilukada serentak jika ditemu-kenali dapat dibagi dalam tiga
tahapan pokok yaitu, tahapan input, proses dan output. Pada tahapan imput, rekrutmen pasangan kandidat
kepala daerah berhadapan dengan persoalan ketatnya pengaturan sistem terhadap minimal dua pasangan calon.
Kondisi ini melahirkan stagnasi bagi pasangan tunggal tanpa kompetitor seperti Kabupaten Blitar, Tasikmalaya
dan Timor Tengah Utara (TTU). Persoalan tersebut diluar mekanisme teknis pendaftaran yang dalam beberapa
kasus menciptakan ketegangan berskala lokal. Pada tahapan proses, potensi masalah terdeteksi bervariasi
mulai dari mobilisasi hingga upaya masif bagi perolehan suara agar tercipta kesenjangan lebar sebagai dasar
pijakan yuridis bagi proses pencarian keadilan oleh pasangan yang merasa “diakali” atau bahkan kalah yang
sesungguhnya. Sedangkan tahapan output beresiko pada rendahnya akseptabilitas pemilih terhadap pasangan
sehingga berpotensi mendegradasi legitimasi pasangan terpilih. Dengan argumentasi bahwa Pemilukada
serentak dibangun diatas prinsip efisiensi dan efektivitas, tampaknya selain dapat merenggut separuh
kualitas demokrasi, juga memeperlihatkan kecendrungan paradoks dengan prinsip efisiensi dan
efektivitas itu sendiri. Gejala ini kiranya membutuhkan sejumlah strategi sebagai kanalisasi terhadap
berbagai persoalan yang muncul di separuh waktu ‘pertandingan’, sehingga sungguhpun efisiensi
dan efektivitas Pemilukada tak begitu menampakkan hasil, namun kualitas demokrasi tak seluruhnya
hilang percuma. Tulisan ini akan menemu-kenali sejumlah problem utama dalam Pemilukada serentak
sekaligus meraba implikasi umum terhadap nasib demokrasi di level grass root seraya mengendalikan

pengeluaran semaksimal mungkin bagi tujuan yang lebih pokok.
Kata Kunci: Pemilukada Serentak, Problem Input, Proses dan Ouput.

! Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Jakarta. Email: muhadamlabolo@
gmail.com
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Pendahuluan

Apabila kita menengok kembali
Pemilukada dimasa lalu sebelum dilaksanakan
serentak, terdapat sejumlah catatan kritis
misalnya oleh Surbakti (2005) tentang keajegan
sistem Pemilukada.! Sejauh ini beberapa catatan
dimaksud telah terjawab lewat perubahan sistem
dan aturan pelaksanaannya hingga pelaksanaan
Pemilukada serentak saat ini.  Sedangkan
catatan Haris (2005) tentang lima potensi konflik
dalam Pemilukada pada pokoknya relatif dapat
diselesaikan lewat solusi yang ditawarkan
seperti pembangunan konsensus dengan seluruh
stakeholder dan pentingnya menekankan sikap
netralitas pemerintah daerah.? Dua sumber
konflik yang tetap berpotensi hadir misalnya
sumber konflik yang berasal dari mobilisasi
politik atas nama etnik, agama, daerah, pertalian
darah, serta sumber konflik yang bersumber dari
penghitungan akhir surat suara hasil Pemilukada.
Catatan menarik lain adalah apa yang dianalisis
Rowa (2009) tentang deskripsi terkini problem
Pemilukada sehingga mendorong perlunya
revisi sistem dengan mempertimbangkan aspek
efisiens.’* Dilema ongkos demokrasi yang
semakin tinggi mengakibatkan kecenderungan
inefisiensi, sebaliknya pengurangan ongkos
demokrasi setidaknya mendorong terciptanya
efisiensi. Pemilukada demokratis menurutnya
memenuhi syarat legitimasi etis, sedangkan
Pemilukada efisien bermakna keseluruhan
proses Pemilukada berjalan diatas pertimbangan
efisiensi seperti waktu, biaya, tempat dan aspek-
aspek legalitas.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia
merupakan bagian dari mekanisme demokrasi.
Dengan pemahaman itu, Pemilukada memiliki
esensi penting dalam menjawab sejumlah hal

! Ramlan Surbakti, tentang Beberapa Pertanyaan
Tentang Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung (hal.49-63), dalam Jurnal Pamongpraja, Edisi
3 Tahun 2005.

2 Samsuddin Haris, Masalah dan Strategi
Menyukseskan Pilkada Langsung (hal.64-75), dalam
Jurnal Pamongpraja Edisi 3 Tahun 2005.

5 Hyronimus Rowa, Perimbangan Demokrasi
dan Efisiensi dalam Pemilihan Kepala Daerah, (hal.41-
54) dalam Jurnal Pamongpraja, edisi14-2009.
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pasca desentralisasi. * Hadimya Pemilukada
paling tidak di dorong oleh lima alasan penting
yaitu, pertama, respon terhadap tuntutan aspirasi
masyarakat yang semakin luas akibat tingginya
dominasi partai lewat kekuasaan legislatif
lokal. Kedua, lahirnya perubahan pada level
konstitusi mendorong dilakukannya perubahan
secara normatif terhadap semua pengaturan soal
Pemilukada. Ketiga, Pemilukada merupakan
proses pembelajaran demokrasi di tingkat lokal.
Munculnya leadership memberi harapan bagi
lahimya tanggungjawab yang tinggi terhadap
berbagai persoalan melalui kearifan lokal.
Keempat, Pemilukada adalah bagian dari spirit
dalam penyelenggaraan desentralisasi, dimana
esensi otonomi tidak saja berkaitan dengan
tujuan administrasi (mempercepat pelayanan),
demikian pula tujuan politik dimana setiap
warganya dapat mengekspresikan hak memilih
dan dipilih secaralangsung. Kelima, Pemilukada
sebagai momentum pendidikan politik bagi
kepemimpinan bangsa yang dimulai dari strata
terbawah sehingga diharapkan mampu men-
supplay kepemimpinan terbaik di level puncak
kekuasaan. Diluar persoalan apakah realitas
Pemilukada sejauh ini telah merefleksikan
hal dimaksud, tentu saja membutuhkan suatu
pengamatan dan penelitian seksama. Tulisan
ini tentu saja tak akan berupaya menjawab
keseluruhan bangun argumentasi diatas,
kecuali menemu-kenali sejumlah problem
dalam Pemilukada serentak serta berupaya
menyelaraskan pada media yang tersedia
sebagai bentuk kanalisasinya. Kalaupun media
dimaksud dianggap tak cukup tersedia, atau

4 Istilah Pemilukada merupakan konsekuensi
normatif pasca keputusan MK yang mendudukkan rezim
Pilkada sebagai bagian dari Pemilu. Lihat perubahan
kedua UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah
menjadi UU No.12 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan
Pilkada (PP 6/2005 dan perubahan selanjutnya). UU
Nomor 32/2004 kemudian di desain menjadi tiga UU,
dimana salah satunya mengatur soal Pemilukada yaitu
UU Nomor 22/2014 (selain UU Pemda dan Desa). Nasib
UU tersebut tak berlangsung lama, dicabut lewat Perpu
Nomor 1/2014 akibat tingginya resistensi terhadap
mekanisme pemilihan tak langsung oleh DPRD. Dalam
perjalanannya Perpu tersebut dikukuhkan menjadi UU
Nomor 1/2015 dan akhirnya mengalami revisi terakhir
menjadi UU Nomor 8/2015.




bahkan tak cukup berfungsi efektif dan efisien,
kiranya ia sekaligus menjadi catatan khusus bagi
semua pelaksana pesta demokrasi di tingkat
lokal dan pusat.

Tinjauan Teoritik

Tanpa menelurusi demokrasi sebagai
suatu konsep sekaligus sistem yang rumit
dengan seperangkat defenisi yang bergantung
pada realitas dimana ia bersentuhan, kita
hanya akan mengambil bagian terpenting yang
berfungsi menyentuh dasar teoritik demokrasi
dengan segala bentuk dan mekanismenya.
Demokrasi, sebagaimana lazim kita pahami
merujuk pada argument populer Lincoln (1963),
by the people, rule the people and for the
people,” menyisakan perdebatan yang tak habis-
habisnya sejak para filosof sekelas Sokrates,
Plato dan Aristoles mencoba mendiskusikannya
dalam suatu kerangka pikir utama.® Menurut
Hamdi (2002), demokrasi setidaknya menunjuk
pada paling tidak empat pengertian penting
yaitu; pertama, derajat kekuasaan dan pengaruh
terhadap pembuatan keputusan penting bagi
masyarakat disebarkan di seluruh masyarakat
tersebut (Sidney Verba dalam Greenstein
& Polsby, 1975:306). Kedua, demokrasi
merupakan  seperangkat lembaga-lembaga
formal seperti pemilu yang bebas dan umum,
serta pengambilan suara mayoritas di parlemen
(Felix E, Oppenhcim dalam Greenstein &
Polsby, 1975:306). Ketiga, demokrasi selalu
bermakna suatu bentuk partisipasi dalam
kehidupan politik pada suatu masyarakat
(Orlando Patterson dalam Warren, 1999:156).
Terakhir, demokrasi diartikan secara sederhana
sebagai bentuk pemerintahan (Huntington,
1993:5).” Sebagai bentuk pemerintahan,

5 Dielaborasi kembali oleh Ryaas Rasyid dalam
Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan
Kepemimpinan, Yarsif Watampone, 2002, hal.39.

¢ Tentang konsep demokrasi dapat dilihat
kembali dalam elaborasi Dahl, Perihal Demokrasi,
Yayasan Obor Indonesia,2001, bandingkan pada buku
lain seperti Dilema Demokrasi Pluralis, Rajawali
Press,1985, atau Demokrasi dan Para Pengkritiknya,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992 jilid 1 dan 2.

" Muchlis Hamdi, Bunga Rampai Pemerintahan,
Yarsif Watampone, Jakarta, 2002, hal.44-45

demokrasi sebagaimana diingatkan oleh Lipson
(1964), bukanlah sistem pemerintahan yang
dilakukan oleh yang terbaik dan terbijak, tetapi
demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang
paling bijak dan paling baik diantara bentuk-
bentuk pemerintahan yang pernah diterapkan.
Keunikan demokrasi adalah berpadunya antara
tujuan dan cara (Riker,1982). Jadi, bukan hanya
tujuan yang mesti baik, tetapi juga cara untuk
mencapainya. Maknanya, mekanisme demokrasi
menjadi penting untuk memperlihatkan proses
yang baik guna mencapai tujuan idealnya.
Proses yang baik tampaknya perlu dipersiapkan
melalui mekanisme yang memungkinkan setiap
warga dapat mengekspresikan hak politiknya
guna memperoleh kepemimpinan yang handal.
Kepemimpinan yang handal bukan saja dapat
diterima oleh mayoritas, namun diproduk
lewat sejumlah persyaratan sehingga terlahir
pemimpin yang memenuhi standar moral dan
legalitas. Pemimpin politik yang baik menurut
Juergen Habermas, seorang pemikir kondang
madzabh Frankurt, sebaiknya memenuhi
kualifikasi quantity of participation dan quality
of discourse. Dalam konteks pemilihan kepala
daerah misalnya, idealnya kepala daerah terpilih
adalah pemimpin yang memenuhi kualifikasi
jumlah kepala sekaligus isi kepala. Simpelnya,
kepala daerah tidak saja di dukung oleh jumlah
kepala mayoritas yang terdaftar dalam setiap
TPS, tetapi juga memiliki visi, misi, konsepsi
dan skill perihal bagaimana mengurus daerah
dan masyarakatnya. Jumlah kepala pada
dasarnya penting, karena semakin banyak
pemilih tentu saja semakin tinggi tingkat
legitimasi seorang kandidat. ® Legitimasi penting
guna menjustifikasi kebijakan yang dijalankan
oleh kepala daerah. Sementara ibarat kompas,
isi kepala adalah visi dasar yang memandu dan
menentukan arah pemerintahan. Satu hal yang
pasti, kepala daerah dapat saja memperoleh

8 Legitimasi disini tidak saja berkaitan dengan
seberapa besar hasil yang diperoleh, tetapi juga
seberapa sehat suatu proses dapat dilewati dengan baik
oleh setiap kandidat. Tentang konsep legitimasi dapat
dilihat kembali Ridwan Halim, Sendi-Sendi Sosiologi
dan Hukum-Hukum Pragmatisasinya, Puncak Karma,
Jakarta, 2009,hal.57-59.




legitimasi yang kokoh, sebab terpilih karena
di dukung oleh suara mayoritas. Namun harus
disadari bahwa kepala daerah dengan dukungan
mayoritas tidak otomatis sanggup mengemban
aspirasi masyarakat. Karena itu, publik di tuntut
agar memilih pemimpin secara selektif, jika tidak
maka Pemilukada hanya akan sukses melahirkan
pemimpin dengan banyak konstituen, namun
tanpa kompetensi menjalankan amanat rakyat.
Masalahnya, apakah masyarakat di daerah
dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang
rendah cukup selektif untuk memilih kepala
daerah langsung?

Pada hakekatnya tujuan demokrasi
melalui mekanisme Pemilukada adalah
membuka akses seluas mungkin bagi partisipasi
masyarakat dalam menentukan pemimpin
pemerintahan. Berlandaskan pemikiran itu,
melalui sistem yang baik diharapkan lahir
pemimpin yang sesuai dengan harapan
masyarakat. Dengan demikian, Pemilukada
sesungguhnya merupakan langkah antisipatif
guna meminimalisir kemungkinan salah pilih
pemimpin. Maka tak heran jika kemudian
masyarakat banyak berharap pada sistem
demokrasi. Namun demokrasi ternyata tidak
selalu menghadirkan harapan baik tadi, ia
dapat pula mencuatkan kecemasan.” Socrates
bahkan orang pertama yang skeptis pada sistem
demokrasi model demikian. Ia cemas karena
sistem demikian hanya membuka peluang bagi
manusia bebal, dungu dan tolol yang kebetulan
di dukung konstituen mayoritas menjadi
pemimpin. Socrates paham benar bahwa rakyat
tidak selalu mendukung sosok yang dinilai
paling mampu dan cerdas, tetapi lebih sering
sosok yang paling disukai. Dapat dibayangkan,
tanpa kualitas nalar, kompetensi dan pengalaman
politik, kepala daerah cenderung bertindak atas
dasar insting semata. Pengambilan keputusan
dan tindakan bersifat instingtual, terperangkap
pada agenda rutin, prosedur tetap (protap),
business as usual, yang kesemuanya di desain
tanpa pertimbangan kritis rasional. Akibatnya,
setiap kebijakan dalam lingkungan birokrasi

® Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pilkada

Langsung, Problem dan Prospek, Pustaka Pelajar, 2006,
hal.66.
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lebih tampak sebagai tindakan reflex, bukan
produk refleksi yang lahir dari intellectual
discourse. Apabila imaji teoritik itu mendekati
kenyataan, maka apa yang dikatakan Olson
sebagai munculnya gejala roving bandits cukup
beralasan jika dikaitkan dengan semua cita-cita
Pemilukada yang jauh dari harapan semula,
kecuali menyisakan slogan (dalam Agustino,
2010)." Dengan mengambil latar case study di
Provinsi Jambi dan Bengkulu, ia menunjukkan
bahwa demokrasi di aras lokal justru telah
dipenjara oleh kepentingan penguasa lokal.

Metode

Metode penulisan paper ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan
penyajian secara deskriptif pada ruang lingkup
yang telah difokuskan lebih awal yaitu
persoalan-persoalan yang muncul sejak tahapan
pendaftaran hingga proses penyelenggaraan
Pemilukada serentak. Sumber spesifik berasal
dari paper yang beragam, seperti laporan media
massa maupun laporan dan dokumentasi dari
pihak penyelenggara Pemilukada baik di pusat
maupun pada tingkat lokal. ' '

Menemu-Kenali
Serentak :
Problem Pemilukada serentak jika
dikenali lebih dekat dapat dikelompokkan

Problem Pemilukada

19 M.Olson, Dictatorship, Democracy and
Development, The American Political Science Review,
1993. Sekalipun istilah Olson yang dimodifikasi
Agustino tak begitu nyaman untuk menggambarkan
jalinan terbentuknya pola-pola kekuasaan dari tingkat
elit hingga daerah, Namun perlu dipahami bahwa teori
dimaksud hanya untuk menggambarkan kesamaan-
kesamaan yang berlaku dalam realitas sosial. Bisa jadi
penguasa yang terbentuk adalah sekelompok bandit yang
tentu saja dipilih oleh mayoritas bandit, sebagaimana
logika sederhana demokrasi. Stationary bandit dimaknai
sebagai penguasaan sumber daya oleh sekelompok
oligarkhi yang kemudian mendistribusikannya ke
level bawah guna mempertahankan kekuasaan secara
berjenjang. Mereka yang berada di level bawah
disebutnya dengan kelas baru sebagai perpanjangan
tangan pusat (roving bandits), lihat kembali Agustino,
Pilkada dan Redistricting: Dinamika Politik Lokal
dalam Politik Indonesia yang Terdemokrasi, edisi 16-
2010, hal.18-19, Jakarta, Forum Komunikasi Alumni
Institut [lmu Pemerintahan.




menurut siklus sistem yaitu, problem pada
tahapan input, proses dan ouput. Problem pada
tahapan input sekurang-kurangnya meliputi
pertama, masalah yang muncul sebagai
implikasi atas perubahan dan penetapan baik
oleh undang-undang maupun instrumen teknis
pelaksanapemilukada (KPU danKPUD). Seperti
diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota mensyaratkan minimal dua pasangan
calon sebagai peserta Pemilukada.!" Persyaratan
relatif tak dapat dipenuhi oleh sejumlah daerah
hingga menyisakan pasangan tunggal seperti
di Kabupaten Blitar, Tasikmalaya dan Timor
Tengah Utara. > Dengan tenggat waktu yang
pendek pasca putusan MK yang memenangkan
sejumlah penguji atas undang-undang tersebut
maka pemerintah mengeluarkan tiga opsi yaitu,
calon tunggal ikut Pemilukada tahun 2017,
calon tunggal melawan bumbu kosong, atau
pemerintah menerbitkan Perpu tentang calon
tunggal. Ketiga opsi tersebut bukan tanpa
kelemahan. Menunda Pemilukada hingga
jadwal berikutnya sama halnya melanggar
undang-undang yang telah menetapkan jadwal
pelaksanaan Pemilukada. Sementara opsi calon
tunggal melawan bumbu kosong sebagaimana
pernah dipraktekkan pada pemilihan kepala
desa di Jawa dipandang sebagai tidaklah
semudah yang dibayangkan, sebab hal ini selain
dipandang tak demokratis, juga dapat membuka
masalah baru seperti meluasnya money politics
oleh kelompok tertentu. Putusan MK yang
memberi ruang bagi calon tunggal juga bukan
tanpa masalah, prosedur teknis adalah contoh
dimana KPU/KPUD cukup kesulitan dalam
mencerminkan proses Pemilukada agar tetap
demokratis. Kedua, problem mekanisme

' Lihat pasal 7 UU No.8/2015 dan pasal 89, 89A
PKPU Nomor 12/2015.

12 Jika dilihat sampai Agustus 2015 pada 269
daerah yang siap mengadakan perhelatan Pemilukada,
terdapat 146 daerah dengan tiga-empat pasangan calon,
86 daerah dengan dua pasangan calon, 22 daerah dengan
lima-enam pasangan calon, 5 daerah dengan lebih dari
enam pasangan calon, 1 daerah tak ada calon, dan 9
daerah dengan calon tunggal (Republika, 3 Agustus
2015).

pemberhentian Aparat Sipil Negara (ASN),
anggota DPRD maupun DPR RI.  Sesuai
putusan MK, kandidat berstatus pegawai
negeri wajib mundur setelah pasangan calon
ditetapkan oleh KPUD. Putusan ini sebenarnya
hanya menunda jadwal mundur kandidat
berstatus PNS sebagaimana diatur dalam
undang-undang Pemilukada, ASN maupun UU
Pemda. Awalnya, PNS diwajibkan mundur saat
pendaftaran. Lewat pengaturan PKPU nomor
12/2015, proses penerimaan surat keputusan
pengunduran PNS ditentukan sejak 60 hari
pasca ditetapkan oleh KPUD. Problemnya,
proses penyelesain SK pemberhentian ASN oleh
BAKN tidaklah secepat sebagaimana ketentuan
dimaksud. Dalam banyak pengalaman paling
cepat 6 sampai 1 tahun. Hal ini dapat berpotensi
menggugurkan pasangan yang berstatus PNS
sekaligus  beresiko terciptanya pasangan
tunggal dalam tahapan berikutnya.*  Ketiga,
sejak tahapan awal, keterlibatan PNS/ASN
sulit terhindarkan. Kondisi ini semakin tampak
ketika peserta Pemilukada berasal dari kalangan
birokrat maupun Petahana (incumbent).
Realitas paling miris atas ketidaknetralan PNS
ketika sejumlah guru dari tingkat TK, SD, SMP
hingga SMU terlibat langsung sebagai tim
sukses bayangan. Sekalipun terdapat larangan
yang jelas dalam UU Pemilukada, UU ASN dan
UU Pemda, namun dalam faktanya kemauan
untuk terlibat dalam pesta demokrasi lokal
tidaklah atas kemauan semata pasangan calon
dengan iming-iming jabatan, juga didorong
olech kemauan sejumlah PNS khususnya di
level eselon tertentu." Keempat, pasca fatwa
MA yang memberi kewenangan penuh pada
Panwas dan Bawaslu untuk membuat putusan
yang bersifat final and binding terhadap
sejumlah perkara di level terendah, pada satu

B Fakta ini dapat dilihat misalnya dalam
kasus salah satu kandidat Bupati dan Wakil Bupati di
Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku.

" Lihat misalnya kasus Sekda Pemalang yang
dianggap tidak netral dalam Pemilukada, serta sejumlah
pelanggaran PNS dibeberapa kabupaten/kota yang
sedang ditangani oleh KASN dan Menpan, Republika, 3
& 8 Okt. 2015.




sisi dapat mempercepat problem pengambilan
keputusan sehingga Pemilukada dapat berjalan
sesuai jadwal yang telah ditetapkan, namun
pada sisi lain putusan badan pengawas dapat
saja keliru atau bertentangan dengan keputusan
penyelenggara yang lebih tinggi (KPU) sehingga
tertutup kemungkinan untuk melakukan
koreksi. Mengingat sumber daya manusia pada
badan pengawas di level terbawah relatif tidak
sama, maka absolutisme badan pengawas dapat
menjadi satu masalah dalam bentuk putusan
yang bersifat kontraproduktif dengan ketentuan
yang lebih tinggi.'* Kelima, pada tahap
penyiapan surat suara, KPUD sebagai pelaksana
Pemilukada dapat mencetak surat suara sesuai
kebutuhan yang ditetapkan menurut rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional.
Persoalannya, sulit menjamin keamanan surat
suara di tingkat daerah, apalagi wilayah terpencil
seperti Papua. Sentralisasi surat suara selama ini
untuk menjamin keaslian dan kebutuhan sesuai
DPT yang telah ditetapkan. Namun mengingat
efisiensi, KPUD diberi diskresi untuk mencetak
surat suara setelah ditetapkan jumlah pemilih
tetap, namun persoalan yang mungkin dapat
timbul adalah terbukanya potensi manipulasi
surat suara antara peserta dan penyelenggara
Pemilukada. Belum lagi proses rekapitulasi
surat suara pasca Pemilukada serentak, dimana
perpindahan kotak suara dari level terendah
(Desa/Kelurahan/Kecamatan) ke kabupaten/
kota seringkali menimbulkan kesenjangan hasil
yang cukup jauh. Kondisi ini kemungkinan
dapat terjadi mengingat kesenjangan yang lebar
dari hasil penghitungan surat suara dapat menjadi
alasan kuat bagi pasangan calon yang kalah untuk
menjadi objek gugatan ke tingkat Mahkamah
Konstitusi. Keenam, keseluruhan tahapan baik
input, proses maupun output Pemilukada rawan
gangguan keamanan. Sekalipun Kepolisian
akan lebih menitikberatkan tekanan gangguan
keamanan pada tahap pemungutan suara
hingga penghitungan selesai, namun gejala atas
gangguan keamanan pada tahap awal (input)

15 Lihat misalnya kasus di Kabupaten Gunung

Sitoli, Simalungun dan Pematang Siantar, Republika, 3
Okt. 2015.
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sudah memberi warning yang jelas sebagaimana
terjadi di sejumlah daerah seperti pengrusakan
kantor KPU di Kabupaten Manggarai Barat
dan Nabire. Terdapat pula tindakan kriminal
seperti kasus pembacokan calon kepala darah
di Lamongan, penganiayaan Ketua KPUD
Kabupaten Toli-Toli maupun kericuhan massa
di Kantor KPUD Ogan Ilir.'® Catatan diatas
setidaknya menjadi warning serius bagi pihak
keamanan ketika mendekati problem pada
tahapan akhir penghitungan suara (oufput).
Ketujuh, batas waktu pengajuan gugatan yang
sangat terbatas dalam Pemilukada serentak
menyulitkan peserta yang kalah mencari
keadilan. Melalui ambang batas yang hanya
berdurasi 3 hari dapat membuat pasangan yang
kalah sulit mengkoleksi bukti, apalagi orbitasi
daerah penyelenggara Pemilukada dengan
kantor MK relatif jauh. Kondisi ini akan
kembali menjebak MK kedalam kritik yang
sama dimasa lalu, yaitu Mahkamah Kalkulator,
karena hanya mengadili sengketa, namun tak
sempat memeriksa potensi kecurangan yang
berdampak pada hasil Pemilukada secara
langsung.

Kanalisasi

Kanalisasi terhadap sejumlah
persoalan diatas membutuhkan - kesiapan
semua penyelenggara Pemilukada serentak.
Kecuali problem perubahan sistem akibat
sejumlah putusan MK seperti munculnya
calon tunggal, pada tingkat implementasi
KPU dan KPUD harus mampu memastikan
berjalannya Pemilukada serentak lewat aturan
yang jelas sehingga kualitas demokrasi tak
semakin susut akibat berbagai perubahan
yang mempertimbangkan efisiensi biaya dan
waktu. Dalam problem syarat administrasi
bagi pengunduran diri pasangan calon yang
berasal dari PNS semestinya KPU dan KPUD
lebih realistis sehingga tak memaksakan aturan
secara ketat dalam hal SK pengunduran diri

16 Republika, 23 September 2015. Lihat juga
putusan Panwas Kota Bitung terhadap calon independen
(Ridwan & Max) yang membingungkan KPUD Kota
Bitung, Lintas Sindo Manado, 19 Oktober 2015.




PNS yang dapat memakan waktu relatif lama
oleh instansi terkait. Dengan mengasumsikan
bahwa Gubernur adalah Wakil Pemerintah
Pusat (WPP) di daerah, maka surat pengunduran
diri PNS cukup disetujui oleh Gubernur sambil
menunggu proses pemberhentian defenitif oleh
pihak terkait (BAKN). Hal ini untuk mencegah
terjadinya potensi konflik, pengguguran secara
sepihak, serta kerugian hak politik bagi peserta
yang berasal dari PNS. Dalam kasus pelibatan
PNS/ASN termasuk sebagian besar guru dalam
Pemilukada oleh kandidat tertentu (Petahana),
semestinyadibentuk tim gabungan antara Komisi
ASN, Menpan, Kemendagri dan Bawaslu
sehingga persoalan netralitas PNS/ASN lebih
terintegrasi dan fokus. Sejauh ini penanganan
terhadap ketidak-netralan PNS/ASN tak begitu
jelas dilakukan sehingga birokrasi tak merasa
alergi atas kritik masyarakat dan civil society,
demikian pula badan pengawas yang tak
bersikap netral untuk mempersoalkan pasangan
calon yang jelas-jelas melibatkan PNS/ASN
secara masif kedalam pertarungan Pemilukada
serentak.  Berkaitan dengan pencegahan
terhadap munculnya absolutisme badan
pengawas dalam mengeluarkan putusan yang
bersifat kontraproduktif dengan ketentuan yang
lebih tinggi. sebaiknya dibuatkan mekanisme
standar (SOP) sebagai bentuk chek and rechek
agar tak bertentangan dengan ketentuan yang
lebih tinggi. Sementara pola pencetakan surat
suara oleh KPUD mesti diawasi secara ketat
baik percetakan, jumlah, standar dan keaslian
surat suara yang diperlukan sehingga upaya
memanipulasi surat suara dapat diminimalisir
sekecil mungkin khususnya di daerah-daerah
terjauh. Standar keamanan Pemilukada serentak
di dua tahapan yaitu proses penghitungan surat
suara dan pengumuman hasil akhir perolehan
surat suara dapat dilakukan seketat mungkin,
khususnya perpindahan kotak suara dari TPS
terendah (Desa) ke level terakhir (Kabupaten/
Kota). Semestinya KPU/KPUD  dapat
memangkas waktu perhitungan surat suara di
level tengah (Kecamatan), cukup dilakukan di
tingkat Desa langsung ke Kabupaten/Kota. Ini
akan lebih efeisien dan efektif serta memperkecil
potensi gangguan terhadap keamanan surat

suara di setiap perpindahan kotak suara.
Pengalaman dimasa lalu menunjukkan lamanya
proses penghitungan surat suara menciptakan
kesenjangan yang cukup signifikan terhadap
hasil akhir perhitungan surat suara di tingkat
Desa dengan tingkat kecamatan dan kabupaten/
kota. Ini penting untuk memperkecil upaya
memanipulasi surat suara bagi kepentingan
pasangan calon tertentu. Sedangkan masa
gugatan yang pendek perlu diselesaikan dengan
cara menyiapkan aturan yang mengecualikan
dacrah-daerah yang secara geografis sulit
menyiapkan bukti dengan jarak waktu yang
singkat.  Tanpa upaya kearah itu maka
Pemilukada hanya penuh dengan serangkaian
aturan dan ritual formalistik namun nihil kualitas
demokrasi.

Kesimpulan dan Implikasi

Mencermati  sejumlah  problematik
Pemilukada serentak diatas, dapat disimpulkan
bahwamasalahyangdihadapiparapenyelenggara
Pemilukada dari level pusat hingga daerah
membutuhkan upaya untuk mengenal lebih
jauh baik pada tahapan pendaftaran (input),
penyelenggaraan (proses) dan penghitungan
akhir (output). Dengan melakukan rekognisi
terhadap semua masalah yang timbul sejak
awal, maka pelaksana Pemilukada dapat
meraba lebih awal sejumlah instrumen utama
guna mengantisipasi problem yang berpotensi
muncul menurut efek domino. Misalnya,
penyiapan instrumen teknis sebaiknya dapat
dipahami lebih awal oleh para penyelenggara
Pemilukada. Terkadang persepsi pelaksana di
level pusat dan daerah mengalami perbedaan,
akibatnya pengambilan kesimpulan dilevel
bawah beresiko merugikan hak konstitusional
peserta Pemilukada serentak. Dalam relasi ini
diperlukan sejumlah pelatihan cepat (short
courses) guna mengantisipasi perubahan
berbagai putusan yang berakibat negatif di level
terendah. Sejalan dengan upaya meningkatkan
pemahaman para pelaksana Pemilukada di
level terbawah khususnya, juga diperlukan
penguatan kelembagaan pelaksana dari aspek
manajemen logistik agar tanggungjawab yang

29




dibebankan dapat dilaksanakan secara efektif.
Diluar semua itu, keterlibatan civil society
dan institusi pendidikan sangat penting guna
membangun kesadaran masyarakat tentang
perlunya partisipasi politik guna menentukan
masa depan pemerintahan daerah dan negara
secara langsung.

Secara umum Pemilukada kali ini
tampak sarat oleh alasan efisiensi, namun
kenyataan di separuh jalan menunjukkan gejala
inefisiensi terjadi dimana-mana, termasuk biaya
logistik penyelenggara dan keamanan yang
terus bertambah. Atas nama efisiensi itu pula
tampaknya kualitas demokrasi di tingkat lokal
terancam kehilangan mutu, padahal pilihan atas
mekanisme langsung (direct election) justru
disepakati untuk meredam inefisiensi namun
dengan kualitas demokrasi yang memadai
sebagaimana iklan di sebuah rumah makan
terkenal, makan bintang lima, harga kaki lima.
Inilah implikasi logis atas pilihan mekanisme
demokrasi langsung yang justru menyedot biaya
mahal, namun dengan kualitas yang cukup
mencemaskan.
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MEDIA MASSA, PILKADA DAN DEMOKRASI
Andi Alimuddin Unde!

Abstrak

Tulisan ini memaparkan Hubungan antara media massa, pilkada dan demokrasi saat ini. Media massa berperan
melaksanakan fungsinya seperti fungsi informatif, fungsi menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi
dan partisipasi masyarakat serta koreksi yang konstruktif. Media di Indonesia dituntut untuk meningkatkan
sikap yang sehat kepada masyarakat, fair, jujur, dan bertanggung jawab terhadap pemberitaannya terutama
dalam perannya mendemokrasikan pemilihan kepala daerah. Namun, pada kenyataannya, media massa belum
sanggup menggapai kondisi yang demokratis dalam melaksanakan fungsi informasi dan fungsi-fungsi lain
serta hak-haknya. Hal ini dapat dilihat pada meluasnya berbagai protes terhadap hasil pemilihan kepala daerah,
saat media giat memperjuangkan terlaksananya demokratisasi informasi atau transparansi berita. Pelaksanaan
semua fungsi media massa untuk membangun demokrasi memiliki beberapa hambatan. Budaya komunikasi
bangsa yang berciri tertutup terutama di pedesaan yang memberi peluang besar bagi tertutupnya para penguasa
desa dan panitia pendaftaran pemilih serta ketakutan penduduk desa untuk buka mulut. Selain itu, para petugas
pemilu yang melakukan kecurangan belum tentu peka terhadap control dan kritik media massa. Pada akhirnya,
media massa yang tentu ingin berpartisipasi dalam demokrasi tetap perlu memelihara sifat objektif, fair,
independen, taat terhadap kode etik jurnalistik dan hukum media massa yang berlaku.

Kata Kunci: Media Massa, Pilkada, Demokrasi

Pendahuluan dari media massa, harus memperlihatkan
; kebebasan dalam tindakan. Mereka tidak harus

kebebasan media massa bertentangan dengan menghadiahkan teman dengan berita isapan

ajaran dasar pernyataan hak asasi manusia, serta jempo?, menglji a'tau tajuk yang menjilat atau
UUD 45 pasal 28. Kebebasan media massa menerima gajt darl suatu kepentingan kh'usus..

‘ ' Dibalik itu, terdapat peluang bagi media
dan wartawan untuk menentukan pilihan atau
memainkan peranan. Peran serta (partisipan)
aktif yang memihak, atau menjalankan peranan
netral dalam masyarakat.

Cohen (1963) menyebutkan ada

Membatasi kebebasan berbicara atau

merupakan jantung setiap pernyataan kode etik
jurnalistik yang menghormati peranan media
massa.

Peranan media massa melaksanakan
sekian banyak *fungsinya dan hak yang
dimilikinya seperti, fungsi informasi, fungsi
menyalurkan  aspirasi rakyat, meluaskan perbedaan antara pemeran serta dengan peran

komunikasi dan partisipasi masyarakat dan netral dengan mengemukakan dua konsep peran
koreksi yang konstruktif reporter. Pertama konsep reporter netral yang

mengacu pada gagasan media massa sebagai
pemberi berita, penafsir dalam hal ini media
massa menempatkan diri sebagai saluran atau
cermin. Kedua konsep peran pemeran serta
yang dikenal dengan istilah The tradisional
JSourth estate dalam pengertian media massa
sebagai wakil publik, pengkritik pemerintah,
pendukung kebijakan dan pembuat kebijakan.
Dalam kenyataan, peran informatif
yang netral lebih digemari oleh para wartawan,

Ini berarti media massa yang bebas harus
menghormati peranan itu, dengan menolak
semua tekanan dari berbagai aspek baik
pemerintah, pemasang iklan dan kepentingan
kelompok khusus dalam masyarakat atau
memiliki media massa, serta kekuatan partai
politik atau golongan tertentu.

Dalam menjalankan fungsi media massa
tersebut mereka harus bebas. Ini juga berarti
bahwa wartawan sebagai salah satu sub sistem

" Prof., Dr., M.8i. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Email: undealimuddin@yahoo.
co.id
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sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa
pengarang (misalnya Johnstone dkk), peranan
demikian itu juga searah dengan peranan
objektivitas sebagai nilai utama dan unsur
penting profesionalisme baru (Lippman).

Wartawan tidak bisa  dipisahkan
dengan masyarakat dimana mereka hidup dan
tidak bisa melayani dua majikan. Disisi lain,
kepentingan masyarakat sedangkan dilain pihak,
kepentingan kelompok tertentu, partai politik
atau pemerintah. Yang bijak paling tidak akan
sadar terhadap konflik itu dan mempertahankan
tanggungjawab profesionalismenya.

Pemikiran yang mendasari hal ini adalah
bahwa dari pertentangan pendapat dan gagasan
yang disajikan oleh media massa bebas pada
akhirnya akan muncul suatu yang menyerupai
kebenaran.

Dalam hubungan ini media massa
mempunyai tanggung jawab menyajikan
informasi pada masyarakat selaras dengan
tanggung jawab kultural dan sosial terhadap nusa
dan bangsa sebagai penerima informasi. Media
massa seperti surat kabar, televisi haruslah
berdasarkan Pancasila, bersifat terbuka, jujur
dan bertanggung jawab sehingga menjadikan
dirinya media massa yang sehat

MEDIA MASSA DAN DEMOKRASI

Kebebasan  Informasi  sebenarnya
merupakan suatu proliferasi dari hak-hak yang
semula dikenal sebagai hak-hak politik (Locke
abad ke-18) dan hak-hak ekonomi (abad ke-
19). Bersamaan dengan itu, sejak awal dalam
dunia falsafah prinsip, hak kebebasan selalu
berhadapan dengan Hukum Alam (yang
beranggapan bahwa kehidupan di dunia
ditentukan secara sangat pasti dan teratur
sebagaimana tampak dalam gejala-gejala alam).
Sebagaimana diketahui, kepastian gejala-gejala
alam ini kemudian diambil alih oleh Falsafah
hukum dari berbagai zaman, dengan mengalami
banyak pasang surutnya. Salah satu kepastian,
yang hingga sekarang sukar digoyahkan
walaupun sering digugat ialah mengenai
kedaulatan negara. Prinsip kedaulatan negara
ini dalam berbagai abad mempunyai pejuang
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dan musuhnya, sehingga prinsip kedaulatan
negara (yang dalam Hukum-Hukum Adat juga
pada berbagai bangsa di Eropa seperti bangsa
Anglia, Franc, Germania bahkan dalam zaman
kekaisaran Romawi) diletakkan dalam tangan
rakyat. Keruntuhan republik (dan kemudian
kekaisaran) Romawi telah mengakibatkan
bahwa berangsur-angsur terbentuk kerajaan-
kerajaan kecil dan besar dengan lambat-laun
menggeser kedaulatan negara tersebut dari
tangan rakyat ke tangan raja/kaisar.

Dalam abad ke-17 itulah terkenal kata-
kata dari raja Louis XIV dari Perancis, yaitu
letat c’est moi yang merupakan pencerminan
dan kerajaan mutlak tersebut. Sejak itupun
perjuangan akan hak-hak politik berkembang
(lagi). Kemudian perkembangan ekonomi
lebih menekankan hak-hak ekonomi dan
menjadikannya  hak-hak  individu, yang

' mana terutama disebarluaskan oleh aliran

Humanisme. Untuk waktu yang cukup panjang
aliran Humanisme dan aliran Historisme saling
berdebat, sehingga akhirnya pada akhir abad
ke-19 dan awal abad ke-20 melalui pendekatan
sosiologi dicapai tahap keseimbangan antara
hak individu dan kewenangan komunitas/
negara. Sedikit banyaknya dan secara tersirat
pikiran terakhir ini masih paling banyak dianut
(terutama di Indonesia dalam pikiran Pancasila),
sehingga hak-hak politik warga (dalam pasal 28
UUD-1945 dan terutama dalam UU no. 39/1999
tentang Hak Asasi Manusia dan UU no. 26/2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)
menyebutkan bahwa hak-hak individu tersebut
terbatas pada penghormatan hak-hak asasi orang
lain. Hak-hak politik (sosial dan ekonomi),
tersebut berkembang/mengalami  proliferasi
menjadi hak-hak individu, hak-hak gender,
dengan pengendapan dan proliferasi lebih lanjut
dalam hak akan kebebasan memperoleh dan
menerima informasi.

Kebebasan Informasi memang makin
dituntut oleh masyarakat, sebagai proses
perkembangan lebih lanjut setelah berbagai
jaminan hukum — mulai dari UUD-1945 dalam
Pembukaannya — hingga ke Amendemen
terhadap Pasal 28 dari UUD-1945 yang semula
hanya berbunyi :




“Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
Undang-undang”.

—

informasi, kebebasan menyatakan pendapat dan
kebebasan memiliki pendapat sebagai berikut
(Jim Richstad, 1977 ) :

HAK UNTUK BERKOMUNIKASI

—

KEBEBASAN
KEBEBASAN KEBEBASAN MEMILIKI
MEMPEROLEH MENYATAKAN PENDAPAT
INFORMASI PENDAPAT (BERBEDA)

—  akses terhadap informasi

kebebasan berbicara -

undang-undang

autoritas /publik —  kebebasan pers anti-oligopoli pers
- E{a)lin government —  kebebasan siaran —  hak mengeritik
- wartawan —  kehadiran siaran luar —  hak berusaha
"— hak berpropaganda negeri berpersuasi
Amendemen tahun 2000 akhirnya PILKADA DAN DEMOKRASI

nﬂengenal tambahan sub-sub pasal 28a sampai
dengan 28], yang praktis mencakup hak-hak
individu yang diambil dari UN — Charter on
Human Rights (1948) yang kemudian juga
secara harfiah diketemukan dalam UUD-1950
(sebelum Amendemen, 2001). Amendemen
ditunjang oleh UU no. 39/1999 tentang Hak
Asasi Manusia dan UU no. 26/2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Di samping itu, peran dari informasi
sepanjang zaman — tetapi terutama setelah
kehadiran Homo Sapiens — merupakan bagian
dan inti dari setiap kegiatan komunikasi oleh
manusia sebagai sarana sosial dan sarana
sosialisasi (karena manusia adalah selalu suatu
mahluk sosial/homo socialis). Oleh karena itu
semua pembahasan tentang unsur informasi
tidak dapat dilepaskan dari unsur kegiatan
komunikasi maupun kemajuan yang dicapainya.

Sehubungan dengan itu, maka Desmond
Fisher membuat bagan interaksi antara empat
kebebasan yang penting (yaitu kebebasan
berkomunikasi,  kebebasan = memperoleh

Demikian juga halnya dengan media
massa di Indonesia, harus membuka dirinya
terhadap khalayak, berani berdialog dengan
masyarakat dan selalu berani dan memperhatikan
usul, saran, kritik dan pendapat dari masyarakat
atau khalayak. Dengan demikian media massa
di Indonesia dituntut untuk meningkatkan sikap
yang sehat kepada masyarakat, fair, jujur dan
bertanggung jawab terhadap pemberitaannya.

Media massa dalam mendemokrasikan
pemilihankepaladaerah, padahakekatnyaadalah
masalah sejauh mana peranan media massa
dalam mendemokrasikan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah. Peranan media massa berarti
pelaksanaan sekian banyak fungsi dan hak yang
dimilikinya sehingga mempunyai dampak yang
diharapkan (role expectation). Misalnya media
massa (media massa, televisi), seberapa jauh
lembaga media massa jenis ini melaksanakan
fungsi informasi, fungsi menyalurkan aspirasi
rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi
masyarakat, hak kontrol sosial, kritik dan koreksi
yang konstruktif, sehingga bisa berdampak
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mendemokrasikan pemilihan kepala daerah.

Lagi pula yang namanya komunikasi
antara manusia dan media massa memang tidak
bisa dipisahkan dari fungsi atau hak kontrol
dan kritik yang konstruktif (fair comment and
criticism). Tujuannya adalah untuk memelihara
kehidupan bersama yang harmonis, tak saling
merugikan. Juga semua orang atau lembaga
yang berkarya untuk kepentingan umum harus
terbuka untuk menerima penilaian dari lembaga
lain termasuk media massa yang paling luas
jangkauannya. Yang perlu ialah penilaian (kritik,
kontrol sosial) itu harus konstruktif. Artinya fair
atau beritikad baik, jujur, benar (ada faktanya)
dan akurat.

Perlu dipahami, bahwa peranan media
massa untuk mendemokrasikan lembaga lain
seperti pemilihan kepala daerah berarti kita
berhadapan dengan dampak pelaksanaan fungsi-
fungsi dan hak-hak media tersebut terhadap
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ada
atau tidak ada dampaknya.

Sementara itu perlu pula dipahami,
bahwa saat ini justru media massa terutama
media cetak dan media elektronik sedang giat
memperjuangkan terlaksananya demokratisasi
informasi atau transparansi berita. Hal itu dapat
dilihat pada meluasnya berbagai protes terhadap
hasil pemilihan kepala daerah. Berarti media
massa itu sendiri belum sanggup menggapai
kondisi yang demokratis dalam melaksanakan
fungsi informasi dan fungi-fungsi lain serta hak-
haknya.

Keberadaan sebuah lembaga demokrasi
(das sollen) memang tidaklah secara otomatis
sanggup mewujudkan kehidupan politik yang
demokratis (das sein).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah
berjalan secara demokratis manakala peranan
media massa yang juga memiliki kondisi
serupa, bisa transparan, tentu tidak mudah
mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala
daerah agar berlangsung lebih demokratis.
Media massa sebagai sebuah lembaga demokrasi
yang masih lemah sulit mendemokrasikan
(menguatkan  sifat demokratis) lembaga
demokratis lainnya yang juga masih sama-sama
lemah kondisi demokrasinya. Karena itulah
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patut diragukan kuatnya dampak pemberitaan
dan kontrol media massa terhadap pelaksanaan
pemilu.

Paling sedikit dalam beberapa pemilihan
kepala daerah terakhir selalu muncul berita di
media massa terutama media massa, bahwa
kualitas pemilu belum sebagaimana yang
diharapkan. Kualitasnya masih rendah. Dengan
kata lain, pelaksanaan pemilihan kepala daerah
belum sesuai dengan asas luber (langsung,
umum, bebas dan rahasia) dan karena itu juga
belum terlaksana secara jujur dan adil (jurdil).
Banyak terjadi kecurangan menurut berita-berita
media massa. Hal itu dapat dibaca di hampir
disemua media massa cetak dan elektronik
selama pasca pemilihan kepala daerah. Berita-
berita media massa, pernyataan—pernyataan
beberapa tokoh Organisasi Partai Politik (OPP)
dan desas-desus yang beredar dalam masyarakat
terutama di pedesaan. Kecurangan itu terjadi
mulai dari cara melaksanakan kampanye
pemilu hingga pelaksanan pemungutan dan
penghitungan suara. Desas-desus dalam
masyarakat luas menyatakan, para pemilu
tidak dapat melaksanakan hak kebebasan dan
kerahasiaannya. ' ,

Informasi tersebut mungkin tidak
sepenuhnya benar. Berarti tidak pula sepenuhnya
salah ataupun mungkin banyak benarnya.

Dengan memberitakan banyak masalah
tentang penyelengaraaan pemilihan kepala
daerah, berarti media massa sedikitnya telah

berpartisipasi (mempunyai peranan) dalam

mendemokrasikan pemilihan kepala daerah.
Masalahnya adalah, seberapa besar dampak
pemberitaan itu terhadap perilaku para petugas
pemilihan kepala daerah. Jika digunakan
istilah lain yang lebih releven dengan fungsi
media massa, maka pertanyaannya, sejauh
mana media massa sanggup melaksanakan
fungsi dan haknya untuk tujuan tersebut?.
Peranan diartikan sebagai kemampuan suatu
lembaga melaksanakan fungsinya sebagaimana
ditetapkan oleh komunitas yang bersangkutan
(relo expectation).

Secara umum media massa mempunyai
potensi (kemungkinan) mewujudkan demokrasi
dalam kehidupan bernegara atau berpolitik




melalui pelaksanaan sejumlah fungsinya(melalui
peranannya). Ambil contoh, pelaksanaan fungsi
informasi media cetak, media elektronik dan
film dan fungsi kritik, control dan koreksi yang
konstruktif. Namun, di sisi lain ada beberapa
kendala yang di hadapi seperti yang masyarakat
alami selama ini, media massa selalu takut
memberitakan masalah-masalah  pemilihan
kepala daerah mulai dari masa kampanye hingga
perhitungan suara. Banyak masalah kelemahan
yang diutarakan (misalnya kebebasan dan
kerahasiaan pemilih belum terjamin, pelaksaaan
kampaye yang curi start, masyarakat yang
tidak mendapatkan undangan, atau memiliki
dua undangan dan perhitungan suara belum
meyakinkan kebenarannya).

Tetapi pelaksanaan semua fungsi media
massa untuk membangun demokrasi bukannya
tidak bermasalah. Pertama, budaya komunikasi
bangsa kita yang masih berciri tertutup terutama
di pedesaan masih dominan. Hal itu memberi
peluang yang cukup besar bagi tertutupnya
para penguasa desa dan pantarlih (Panitia
Pendaftaran Pemilih) dan ketakutan penduduk
desa untuk buka mulut.

Di lain pihak, pemberitaan media
juga sulit untuk lebih transparan dalam
melaksanakan fungsi informasi. Misalnya untuk
merinci kecurangan "dalam penyelenggaraan
pemilu. Kecuali mengutip para tokoh OPP
yang berani bicara tentang adanya tindakan
pelanggaran HAM dalam pemungutan suara
atau pencoblosan peserta pemilu.

Masalah kedua, para petugas pemilu
yang melakukan kecurangan belum tentu peka
terhadap kontrol dan kritik media massa. Anjing
menggonggong kafilah lalu.

KESIMPULAN

Dengan keberadaan lembaga pengawas
pemilu, LSM, lembaga-lembaga penelitian
ilmiah, organisasi-organisasi pemuda/
mahasiswa dan Komite Independen Pemantau
Pemilu, maka media massa yang independen,
dapat lebih mudah memperoleh data yang
akurat tentang cara pelaksanaan demokrasi
mendatang.

Media massa yang tentu ingin
berpartisipasi ~ dalam  demokrasi  perlu
memelihara sifat objektif, fair, independent, taat
terhadap kode etik jurnalistik dan hukum media
massa yang berlaku.
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MEMAHAMI SISTEM PILKADA DALAM PENGUATAN DEMOKRASI

Gustiana A. Kambo!

Abstrak
Tulisan ini menggambarkan pemahaman tentang plkada langsung dan serentak dengan segala ke-
lamahan dan kelebihannya. Sistem yang ada ini tidak hanya diperuntukkan pada efisiensi anggaran dan
waktu, tetapi juga dalam penyiapan budaya politik yang memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas
penyelenggara negara yang di dukung oleh rakyat dalam menjamin pemerintahan yang demokratis.

Kata kunci: Pilkada Serentak, Sistem Pilkada, Legitimasi, Demokrasi

PENDAHULUAN

Dalam pandangan politik, untuk
mengukur seberapa besar negara menjujung
demokrasi dapat dilihat dari penyelenggaraan
Pemilihan umum, yang terkait pada seberapa
besar perwaakilan rakyat terakomodasi
dalam sistem pemilihan umum. (Surbakti,
1992, 176). Tolak ukur itu dilihat dari hasil
pemilu yang diselenggarakan dalam suasana
keterbukaan dengan kebebasan berpendapat
dan berserikat, hal ini menjadi cerminan akan
kuatnya partisipasi serta aspirasi masyarakat.
Walaupun demikian, sebagian masyarakat
memahami bahwa pemilihan umum tidak
merupakan satu satunya tolak ukur , akan
tetapi penguatannya dapat dilengkapai dengan
pengukuran berbagai kegiatan lain yang lebih
bersifat kesinambungan seperti partisipasi
dalam partai, ataupun partisipasi masyarakat
pada umumnya.

Pemilihan umum secara berkala
merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai
sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan
rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara
sekaligus memberikan legitimasi, legalitas, dan
kredibilitas pemerintahan dari rakyat, dengan
demikian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat
danuntuk rakyat akan melahirkan pemerintahan
yang demokratis. Dalam ilmu Politik dikenal
bermacam-macam sistem pemilihan umum
dengan berbgai variannya.Pemilihan umum
adalah proses substansial dalam penyegaran

suatu pemerintahan bahkan merupakan metode
yang di dalamnya, suara-suara yang diperoleh
dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-
kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh
partai-partai dan para kandidat. Pemilihan
umum merupakan sarana penting untuk
memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar
akan bekerja mewakili mereka dalam proses
pembuatan kebijakan negara.

Pelaksanaan pemilihan umum dalam
hal ini pemilihan kepala daerah atau disingkat
PILKADA tentunya tidak lepas dari adanya
terobosan politik dalam pemberian otonomi
kepada daerah berdasarkan UU No. 32 tahun
2004.Pemberian otonomi ini memiliki korelasi
perspektif dengan teori-teori dasar tentang
desentralisasi dan politik lokal.Desentralisasi
secara umum dapat dilihat dalam dua perspektif
yaitu administratif dan politik.

Berdasarkan perspektif administratif,
desentralisasi didefinisikan sebagai the transfer
of administrative responsibilitiy from central
to local government.Artinya dalam perspektif
otonomi daerah yang berlaku di Indonesia,
desentralisasi administratif ini diartikan
sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah.Sedangkan dalam
perspektif politik, desentralisasi merupakan
transfer kekuasaan, dari tingkat atas ke tingkat
yang lebih rendah, dalam hirarkhi territorial
merupakan salah satu wujud pemerintahan di
dalam Negara. Dalam pandangan yang lain,

' Dr, S.IP, M.Si., Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Email: gustianakam-
bo@yahoo.com




desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan
dari pemerintah pusat ke pemerintahan
daerah yang terkait pada esensi dasar otonomi
yaitu kebebasan pemerintah daerah dalam
pembuatan dan pelaksanaan keputusan sendiri.

Dalamkonteksnegarakesatuan,otonomi
yang diberikan oleh daerah bukanlah suatu
bentuk kebebasan yang bersifat asli, melainkan
merupakan pemberian dari pemerintah pusat.
Konteks pemberian otonomi oleh pemerintah
pusat ini sangat terkait dengan kontruksi
bentuk Negara dan pembagian kekuasaan yang
ada di dalamnya. Banyak permasalahan baik
dari implikasi politik maupun dampak sosial
ekonomi baik yang menguntungkan maupun
tidak pada penyelenggaraan pilkada baik yang
langsung maupun tidak langsung.

Dalam tulisan ini, akan diulas secara
sederhana tentang penyelenggaraan pilkada
langsung dan pilkada serentak. Tujuannya
untuk melihat seberapa besar mekanisme
pilkada tersebut untuk penguatan demokrasi
di Indonesia. Belajar dari penyelenggaraan
pilkada tersebut, dimungkinkan mendapatkan
kelemahan dan  kelebihannya sebagai
rekomendasi bagi penyelenggara pemilu baik
Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas
Pemilu untuk menjadi input untuk mnyiapkan
peranngkat penting dalam mensukseskan pesta
demokrasi di Indonesia.

PEMBAHASAN
Belajar Dari Pilkada Langsung

Dalamkonteksnegarakesatuan, otonomi
yang diberikan oleh daerah bukanlah suatu
bentuk kebebasan yang bersifat asli, melainkan
merupakan pemberian dari pemerintah pusat.
Konteks pemberian otonomi oleh pemerintah
pusat ini sangat terkait dengan kontruksi
bentuk Negara dan pembagian kekuasaan yang
ada di dalamnya.Banyak permasalahan baik
dari implikasi politik maupun dampak sosial
ekonomi baik yang menguntungkan maupun
tidak pada penyelenggaraan pilkada secara
langsung. Beberapa analisis pelaksanaan
pilkada secara langsung, antara lain:

Pertama; lebih partisipatif; Pilkada

secara langsung memungkinkan proses yang
lebih paartisipatif, membuka akses dan kontrol
masyarakat yang lebih kuat sebagai aktor yang
telibat dalam pilkada. Dalam hal ini, partisipasi
secara langsung merupakan prakondisi untuk
mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat dalam
konteks politik dan pemerintahan.

Kedua, proses pilkada secara langsung
memberikan ruang dan pilihan yang terbuka
bagi masyarakat untuk menentukan calon
pemimpin yang memiliki kapasitas, dan
komitmen yang kuat serta legitimate dimata
masyarakat sehingga pemimpin yang baru
tersebut dapat membuahkan keputusan-
keputusan yang lebih baik dengan dukungan
dan kepercayaan dari masyarakat luas dan
juga diharapkan akan terjadinya rasa tanggung
jawab secara timbal balik. Sang kepala daerah
lebih merasa mendapatkan dukungan dari
masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan
lebih berpihak pada kepentingan dan
kesejahteraan rakyat. Pada saat yang sama,
rakyat juga akan lebih mendukung kebijakan-
kebijakan kepala daerah sebab mereka telah
berperan secara langsung dalam pengangkatan
kepala daerah.

Ketiga, mendekatkan elit politik dengan
konstituen atau masyarakat. Diharapkan
dengan pemilihan seperti ini mayarakat akan
lebih mengenal pemimpin mereka di daerah
sehingga akan memudahkan proses komunikasi
politik di daerah.!

Keempat, lebih  terdesentralisasi.
Berbeda dengan pemilihan kepala daerah
sebelumnya, pemilihan kepala daerah
dilakukan pemerintah pusat dengan cara
menunjuk atau menetapkan aktor politik untuk
menempati jabatan politik di daerah.Kelebihan
diadakannya pilkada langsung adalah kepala
daerah terpilih akan memiliki mandat dan
legitimasi yang samngat kuat, kepala daerah
terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-
partai atau faksi-faksi politik yang telah
mencalonkannya, sistem pilkada langsung lebih
akuntabel karena adanya akuntabilitas politik,
Check and balances antara lembaga legislatif
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dan eksekutif dapat lebih berjalan seimbang,
kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara
langsung oleh rakyat yang akan memberikan
suaranya, pilkada langsung sebagai wadah
pendidikan politik rakyat, kancah pelatihan dan
pengembangan demokrasi, pilkada langsung
sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan,
membangun stabilitas politik dan mencegah
separatisme, kesetaraan politik dan mencegah
konsentrasi di pusat.

Atas kelebihan dari pilkada tersebut,
hal yang patut menjadi perhatian pula juga
terletak pada agenda tentang potensi konflik
yang membarengi pelaksanaannya. Wujud
dari pilkada ataupun pemilihan umum pada
dasarnya adalah kebebasan kepada masyarakat
untuk  merumuskan  preferensi-preferensi
politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan,
informasi dan komunikasi; memberikan ruang
berkompetisi yang sehat dan melalui cara-
cara damai; serta tidak melarang siapapun
berkompetisi untuk jabatan politik.Dalam hal
ini jelas, kompetisi politik yang damai menjadi
prasyarat penting bagi demokrasi.Oleh karena
itu, salah satu agenda terpenting dalam konteks
Pilkada langsung adalah meminimalisasi
potensi-potensi konflik.

Kemungkinan potensi konflik pilkada
langsung dapat diidentifikasi sebagai berikut:
Pertama, terdapatnya peraturan Pilkada
langsung yang menutup munculnya calon
independen.Presedennya sudah dimunculkan
pada Pilpres (Pemilu Presiden) lalu yang tak
memperkenankan calon independen maju
sebagai capres (capres) atau cawapres (calon
wakil presiden).Salah satu kelemahan UU
32/2004 menyangkut Pilkada adalah pemberian
otoritas penuh kepada partai politik sebagai
satu-satunya penjual tiket calon kepala daerah.
Hal ini tentu bisa memicu ketidakpuasan,
karena pada kenyataannya di banyak daerah
terdapat tokoh-tokoh non-partai yang disukai
masyarakat.

Kedua, kuatnya hubungan emosional
antara kandidat dengan konstituen.Hubungan
emosional antara konstituen dengan kepala
daerah jauh lebih dekat dibandingkan dengan
kepala negara atau pemimpin di level nasional.

Hal itu bukan hanya disebabkan kedekatan
fisik, tetapi juga sosial, budaya, geografis dan
sebagainya. Jika tidak ada manajemen konflik
yang baik, terutama terhadap bolong-bolong
yang terdapat pada aturan Pilkada, maka
ketidakpuasan konstituen terhadap konstituen
dan kandidat lain atau proses pemilihan kepala
daerah bisa memicu lahirnya konflik di daerah.
Dengan kata lain, sensitivitas konstituen dalam
pilkada sangat tinggi.

Ketiga, UU 32/2004, seperti disebutkan
di muka, memberi peluang dan dominasi
kepada partai dalam proses pencalonan. Ada
kemungkinan partai-partai besar terobsesi
untuk hanya mencalonkan pasangan dari
partai sendiri tanpa memperhatikan polarisasi
politk  yang ada.Padahal  seharusnya,
proses pencalonan kepala daerah harus
mempertimbangkan kekuatan-kekuatan politik
dan sosial yang terdapat di daerah bersangkutan.
Kita ambil contoh proses pencalonan kepala
daerah di Maluku, seharusnya tidak hanya
mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik
yang ada, tetapi juga dua komunitas agama
vakni Kristen dan Islam. Jika calon kepala
daerahnya berasal dari komunitas Kristen, maka
wakil kepala daerah mestinya dari kalangan
Islam.Begitu pula sebaliknya. Akomodasi
politik yang menjamin stabilitas pemerintahan
lokal harus benar-benar tercermin dalam proses
pencalonan kepala daerah.

Keempat, kerancuan peran DPRD
dalam Pilkada juga dapat memicu konflik.
Pilkada memang sepenuhnya dilaksanakan oleh
KPU Daerah, tetapi pertanggungjawabannya
harus disampaikan kepada DPRD.Dalam hal
ini, kerja KPUD (Komisi Pemilihan Umum
Daerah) berpotensi diintervensi oleh partai
politik yang mempunyai kekuatan di DPRD.
Sebab, sejalan dengan kewenangan yang
besar dalam proses-proses politik lokal, partai
berpotensi membajak fungsi KPUD, jika kerja
KPUD dianggap tidak menguntungkannya.
.(Supriyanto, 2004).

Kerancuan peran DPRD juga terlihat
dalam pasal 82 UU 32/2004 yang mengatakan
bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye
yang terbukti menjanjikan atau memberikan
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uang dan/atau materi untuk mempengaruhi
pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, dikenai sanksi
pembatalan pasangan calon oleh DPRD.
Ketentuan ini terkesan paradoks.Bagaimana
mungkin lembaga legislatif yang notabene
wakil dari partai-partai memainkan peran
pelaksana pemilu.Mestinya pemberian sanksi
dilakukan oleh KPUD sebagai penyelenggara
Pilkada.Peran besar dari legislatif lokal ini jelas
menjadi faktor distortif bagi Pilkada langsung.

Kelima, potensi konflik pasca Pilkada
langsung juga tak kalah krusialnya.Jika potensi-
potensi konflik di atas tak bisa diantisipasi dan
dimenej dengan baik, maka bakal memicu
konflik pasca pelaksanaan Pilkada. Konflik
pasca Pilkada juga dimungkinkan, jika terjadi
kecurangan dalam proses pemilihan tanpa
penyelesaian hukum yang adil, misalnya,
menggunakan politik - uang. Aturan yang
termaktub dalam UU Pilkadal seolah
membuka peluang terjadinya persaingan
politik uang di antara para kontestan.Hal ini
jelas menimbulkan kecemburuan di kalangan
kontestan yang “miskin”.

Belajar dari Pilkada Serentak

Demokrasi di Indonesia diwarnai
dengan pelaksanaan pilkada yang berlangsung
sepanjang tahun, sehingga dapat dikatakan
sebagai penyelenggaraan pilkada terbanyak
di dunia. Pilkada secara langsung dimulai
sejak Juni 2005, dan hingga saat ini telah
terselenggara 852 kali pilkada dari 524 daerah
provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia.
Nantinya, khusus untuk DIY prosesnya
akan ditetapkan melalui DPRD propinsi
sehingga hanya akan ada 523 pelaksaaan
Pilkada di Indonesia. Kondisi tersebut juga
akan mengalami perubahan jika dalam
proses pilkada, pemilu legislative dan pemilu
presiden berlangsung dalam dua putaran. Ini
berarti hampir setiap warga mungkin harus
ke tempat pemungutan suara tujuh kali dalam
lima tahun. Dengan demikian, jika proses
tersebut terus berlangsung pilkada secara
langsung kenyataannya juga menimbulkan
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permasalahan, antara lain: mahalnya biaya
penyelenggaraannya yang membebani APBD.
banyaknya waktu yang tersita untuk pelaksaan
pilkada, penyelesaian perkara  hukum
pascapilkada yang berlarut-larut, ditambah
dengan pesatnya jumlah kepala daerah dan
wakilnya yang tersangkut masalah hukum.

Mencermati  kondisi-kondisi seperti
ini, layaklah jika negara memerlukan
sebuah terobosan yang mendasar untuk
memimimalisasi permasalahan dalam pilkada
dan pemilu. Oleh karena itu, untuk efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan pilkada, serta
harmonisasi dengan pelaksanaan pemilu
nasional,  diambil kebijakan pelaksanaan
pilkada serentak. Dalam rancangan mekanisme
pilkada serentak terdapat tiga opsi, yaitu:
Pertama, pemilahan pilkada, terdiri dari dua
pilihan yaitu pilkada dilaksanakan bersamaan
dengan pemilihan presiden atau memisahkan
jadwal pemilihan nasional (pemilu presiden,
DPR, DPD, DPRD) dengan pemilahan lokal
(pilkada). Kedua, opsi grouping di mana
pilkada tahun 2010 sampai 2015 (sebanyak
279) pilkada dilaksanakan pada 2015 dan
pilkada tahun 2016 sampai 2018 (sebanyak
244 pilkada) dilaksanakan pada 2018. Kefiga,
yaitu percepatan/penundaan pilkada. Pada
opsi ini, pilkada yang berlangsung pada tahun
2014 dipercepat pelaksanaannya pada 2013
(sebanyak 154) atau pilhan lainnya adalah
penundaan pelaksanaan pilkada 2014 menjadi
diselenggarakan pada Maret 2015 (sebanyak
253 pilkada).

Dari ketiga opsi tersebut, yang menjadi
dasar dalam pilkada serentak berorientasi
pada opsi yang kedua (grouping) dengan
pertimbangan yang sifatnya luas yakni
pilkada yang digelar serentak sejatinya akan
sangat menguntungkan kepentingan nasional.
Rentang jabatan yang relatif hampir sama akan
membangun sinergisitas sistem perencanaan
pembangunan antara pusat dan daerah.
Selain itu juga rakyat tidak perlu membuang
waktu harus berkali-kali datang ke tempat
pemungutan suara dalam lima tahun. Pilkada
serentak juga dapat mencegah hadirnya banyak




tim sukses yang akhirnya menjadi beban
tersendiri bagi kepala daerah. Bila terjadi
sengketa pascapilkada, dapat diantisipasi
dengan batasan waktu yang jelas, sehingga
tahapan pilkada tidak akan terganggu. Pilkada
serentak juga memungkinkan pelantikan
kepala daerah terpilih dilakukan serentak oleh
Presiden, Menteri Dalam Negeri, maupun
Gubernur.

Walaupun memungkinkan diminimali-
sasi permaslahan dalam pilkada serentak
namun ada beberapa hal pula yang patut untuk
dicermati sebagai bagian dari kelemahan
pilkada serentak, yakni akan banyak pejabat
kepala daerah yang harus diangkat. Ini
tentunya bisa mempengaruhi legitimasi dan
kinerja pemerintahan daerah untuk jangka
waktu tertentu. Selain itu, jika terjadi ekses
pilkada seperti kerusuhan yang bersamaan
bisa mengganggu stabilitas nasional dan
penanganannya membutuhkan sumberdaya
yang besar termasuk dana dan gelar pasukan
yang belum merata di semua daerah. Jika
muncul masalah pascapilkada yang harus
ditangani secara bersamaan, ini juga bisa
menjadi titik kelemahan mengingat waktu
dan tenaga aparatur hukum yang terbatas.
Di bidang pengawasan juga akan sedikit
mengalami kesulitan jika pilkada digelar
serentak di seluruh Indonesia. Mengingat
dilaksanakan secara bersamaan berarti badan
pengawas penyelanggaran pilkada dituntut
untuk memperluas jajaran pengawasannya
pada setiap tahapan di Pilkada.

Sementara untuk pileg dan pilpres,
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
akan dilaksanakan pada pemilu 2019 dengan
mekanisme sistem yang serentak pula. Hal
ini didasarkan pada amar puttusan MK yang
mengabulkan  uji materi Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres)
yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Pemilu Serentak. Beberapa kelebihan jika
pileg dan pilres dilakukan secara serentak,
antara lain:

Pertama,
mendasar,

terdapat  efisensi yang
tidak hanya pada mekanisme

angggara namun juga pada efisiensi waktu yang
pada akhirnya akan mempengaruhi peta politik
vang dibangun oleh calon. Misalnya untuk
pilpres, tidak dimungkinkan lagi presiden yang
terpilih untuk berada pada posisi terbelenggu
dengan mekanisme koalsi yang biasanya
dibangun oleh partai yang mendukungnya
saat pencalonan. Dengan sistem serentak ini,
dimungkinkan adanya sistem preidensil yang
lebih kuat. Menghindarkan terjadinya negosiasi
atau tawar-menawar politik yang bersifat taktis
demi kepentingan sesaat .Sehingga, di masa
mendatang dapat tercipta negosiasi dan koalisi
strategis partai politik untuk kepentingan
jangka panjang. (Surbakti, 2013)

Kedua, meminimalisasi konflik sosial
politik. Hal ini didasarkan pada kenyamanan
secara psikologis bagi para pemilih, untuk
tidal lagi harus berbeda waktu mengikuti
pemilu, baik- presdisen maupun pileg yang
kecendrungannya menimbulkan dinamika
politik yang menimbulkan kebingungan bagi
para pemilih.

Ketiga, adanya perubahan kultur
demokrasi yang terbangun. Setidaknya, kultur
koalisi parpol yang selama ini didasarkan
terhadap alasan prgamatis dan temporal.
Dengan pemilu serentak, perlahan koalisi akan
menuju ke arah koalisi parmanen. Dengan
demikian, koalisinya akan lebih solid, terarah,
dan tentu sedikit banyak didasarkan pada
pertemuan isu dan kepentingan substansial

Pilkada dalam Penguatan Demokrasi

Penyelenggaraan pemilihan umum
secara berkala merupakan suatu kebutuhan
mutlak sebagai sarana demokrasi yang
menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber
kehidupan bernegara proses kedaulatan
rakyat yang diawali dengan pemilihan umum
akan memberikan legitimasi, legalitas, dan
kredibilitas pemerintahan yang didukung
oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan
pemerintahan yang demokratis.

Diharapkan penyelenggaraan pemilihan
umum baik pilpres, pileg dan pilkada dapat
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berjalan sesuai dengan azas pemilu yaitu
langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur adil
(LUBER dan JURDIL).Serta dengan harapan
pemilihan umum dapat terlaksana secara
berkualitas dan bersih. Namun demikian pada
nyatanya penyelenggaraan pemilihan umum
seringkali tidak sebagaimana yang diharapkan,
seringkali pada setiap penyelenggaraan
pemilihan umum ditemui kendala dan
tantangan yang cukup rumit dan pelik.

Permasalahan-permasalahan yang
seringkali muncul pada setiap penyelenggaraan
pemilihan umum senantiasa dihadapkan pada
permasalahan-permasalahan  yang  hampir
sama. Oleh sebab itu tentunya diharapkan
pada pemilihan umum yang akan datang
pemasalahan-permasalahan  tersebut dapat
diantisipasi dan diminimalisir sebaik mungkin
sehingga tujuan pemilihan umum yang luber
jurdil, berkualitas, dan bersih dapat dicapai
sebaik mungkin.

Demikian pula dengan pelaksanaan
pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal
9 Desember 2015. Pemerintah bersama KPU
dan Bawaslu sudah siap untuk melaksanakan
pilkada serentak.Meski demikian, potensi
konflik selama pelaksanaan pilkada yang
tinggal satu bulan lagi jangan diabaikan.
Setiap lembaga yang berwenang dalam
mengatasi konflik dan sengketa pilkada, baik
penyelenggara maupun penegakan hukum,
harus benar-benar menyiapkan diri.Jika tidak,
ratusan pilkada yang melibatkan lebih dari
780 pasangan calon kepala daerah dan jutaan
pendukungnya, bisa menimbulkan gangguan
keamanan dalam skala nasional.

Potensi konflik dalam Pilkada langsung
jelas sangat menganggu proses penguatan
demokrasi, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi
juga nasional. Potensi konflik itu bukan karena
ketidaksiapan masyarakat, tetapi lantaran tidak
utuhnya penerapan sistem demokrasi terutama
pada tingkat 1 lokal, yang sebagian besar dipicu
oleh kurang pahamnya pada rule of the game
(aturan main). Untuk mengantisipasinya,
adalah bijak jika setiap elemen dapat
meminimalisasi permasalahan dalam pilkada
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agar tidak memperlambat proses demokrasi
yang sedang di bangun.

Oleh karena itu, salah satu agenda
terpenting dalam konteks Pilkada langsung dan
serentak adalah meminimalisir permasalahan
terutama potensi konflik yang terkandung
dalam aturan main yang telah diterakan dalam
Undang —undang dan Peraturan pemerintah.
Agenda ini diharapkan mampu membangun
proses politik yyang tercermin dari budaya
politik, agar masyarakat tetap optimis dalam
menciptakan sistem politik yang terinternalisasi
dalam kehidupan demokrasinya.

Intinya secara makro, dengan pilkada
serentak pemerintahan akan lebih efektif
karena perencanaan pembangunan, lebih
sinergis antara pusat dan daerah. Dengan
berbagai pertimbangan di atas tentunya akan
terus dilakukan pengkajian terhadap berbagai
alternatif penyelenggaraan pilkad serentak,
terutama melalui penyempurnaan RUU
Pilkada. Dengan demikian pilkada serentak
akan hadir sebagai jawaban atas dinamika
demokrasi sesuai dengan harapan masyarakat.
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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PILKADA
Adi Suryadi Culla!

Abstrak
Pemilihan yang demokratis merupakan prasyarat negara demokrasi. Indonesia telah melalui berbagai
pemilihan umum di masa orde lama, orde baru hingga reformasi. Saat ini, Indonesia telah melangkah pada
tahapan yang lebih tinggi yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Salah satu aspek yang menarik
dikadi dari proses pilkada ini yakni aspek pengawasan. Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh lembaga
yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pemilu, yakni BAWASLU di tingkat pusat dan provinsi,
sedangkan Panwaslu di tingkat Kabupaten/Kota dianggap belum mampu untuk mengawasi secara detil proses
penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi BAWASLU dengan masyarakat dalam bentuk
pengawasan partisipatif. Di samping itu, perlu juga dilakukan pemetaan titik rawan pengawasan pemilu/
pilkada agar dapat pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat dapat berjalan

dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Demokrasi, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, Pilkada

PENDAHULUAN

Indonesia tergolong negara demokrasi,
hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar. Hal ini menunjukkan kesamaan jargon
demokrasi yakni dari rakyat, oleh Rakyat, dan
untuk Rakyat. Sehingga pemilik kedaulatan
adalah rakyat. Pelaksanaan demokrasi identik
dengan penyelenggaraan pemilihan umum
(Pemilu). Walaupun semua negara demokrasi
pasti menyelenggarakan Pemiu, tetapi tidak
semua Pemilu berlangsung demokratis.
Di Indonesia pemilihan umum memiliki
dinamika demokratisnya masing-masing.
Mulai dari orde lama, orde baru hingga
reformasi. Pelaksanaan pemilihan pejabat
politik tidak hanya sebatas memilih Presiden
dan Wakil Presiden maupun anggota DPRD
tetapi sudah berada pada level pemerintahan
di tingkat provinsi dan kabupaten, bahkan
sudah melangkah pada tahapan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan
dilaksanakan di 269 daerah di Indonesia pada
akhir tahun 2015.

Pelaksanaan  pemilihan  pejabat
politik ini tentunya bukan tanpa tujuan,

melainkan ada fungsi dan tujuan Pemilw/
Pilkada yang diemban sebagai berikut: (1)
instrumen pergantian kepemimpinan politik
secara reguler, damai, dan partisipatif; (2)
instrumen partisipasi rakyat dalam politik
dan pemerintahan (melalui fungsi partisipasi
rakyat dalam pemilihan kepemimpinan
politik); dan instrumen partisipasi rakyat
dalam mengevaluasi kinerja kepemimpinan
politik (reward and punishment).

Dalam penyelenggaraan pemilihan di
tingkat pusat (Pemilu) dan daerah (Pilkada),
salah satu aspek yang menarik dikaji yakni
sisi pengawasan. Fungsi ini dijalankan untuk
menjamin agar pemilu/pilkada dapat berjalan
sesuai dehgan ketentuan dan prinsip: langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber
jurdil). Mengapa pengawasan dibutuhkan?
Hal ini dikarenakan penyelenggara maupun
peserta pemilu selalu mencari celah agar
calon yang didukungnya memenangkan
pertandingan meskipun dengan cara-cara
yang tidak sportif dan elegan. Sebagaimana
dikatakan Lord Acton, “Power tend to corrupt,
but absolut power corrupt absolutely”. Selain
itu, sikap ambigu dari masyarakat yang tidak
mau melaporkan terjadinya pelanggaran
pemilu.

' Dr, M.A. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin; Dosen Pascasarjana [lmu

Politik; Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan.
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Dalam menjalankan fungsi pengawasan
juga harus dipahami tujuan dilaksanakannya
pengawasan, selain memastikan Pemilu
berjalan Luber dan Jurdil, pengawasan
juga diperlukan sebagai sarana penyadaran
tentang pentingnya pendidikan pemilih (voter
education), serta mendorong partisipasi
pemilih  dalam  mewujudkan  Pilkada
berkualitas. Selanjutnya dalam menjalankan
fungsi pengawasan pemilu, ada beberapa
kegiatan yang dilakukan mencakup: (1)
mengamati (melihat, mencatat hasil amatan);
(2) mengkaji (melakukan sistematisasi /
analisa hasil pengamatan, misalnya dalam
format SW+1H); (3) memeriksa (kesesuaian
aturan); dan (4) menilai (benar atau salah
serta konsekuensinya).

Dalam tulisan ini akan diuraikan
mengenai partisipasi masyarakat dalam
pengawasan  pemilu/pilkada dan  titik
rawan pengawasan pilkada. Informasi yang
dipaparkan dalam tulisan ini dapat menjadi
catatan untuk memperkuat pengawasan dalam
pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember
2015 yang akan datang.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan
Pemilu/Pilkada

Pengawasan seringkali hanya dikaitkan
dengan tanggung jawab penyelenggara
pemilu di bidang pengawasan, dalam hal
ini BAWASLU RI, BAWASLU Provinsi
hingga PANWASLU Kabupaten/Kota, tetapi
pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai
tugas dan tanggung jawab yang dimandatkan
kepada Bawaslu, tetapi juga didalamnya
melingkupi atau mencakup pemantauan/
pengawasan oleh masyarakat sebagai warga
negara yang bertanggung jawab. Sehingga,
semua pihak memiliki tanggung jawab
terhadap proses pengawasan jalannya seluruh
tahapan pemilu/pilkada.

Kemudian mengapa masyarakat harus
terlibat dalam pengawasan pemilu/pilkada,
motivasinya sebagai berikut: (1) memastikan
terlindunginya hak politik warga masyarakat;
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(2) memastikan terwujudnya pemilu yang
bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi
penyelenggara dan penyelenggaraannya;
(3) mendorong terwujudnya pemilu sebagai
instrumen penentuan kepemimpinan politik
dan evaluasi kepemimpinan politik; dan (4)
mendorong munculnya kepemimpinan politik
yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat.

Partisipasi  aktif seluruh elemen
masyarakat dalam pengawasan Pemilu/
Pilkada tergolong ke dalam istilah pengawasan
partisipatif. Pengawasan partisipatif
merupakan bentuk pelibatan aktif masyarakat
dengan sadar dalam proses pengawasan,
sebagai bentuk tanggungjawab untuk menjaga
agar suara mereka tidak diselewengkan dalam
proses pemilu/pilkada. Mengapa pengawasan
partisipasif ini penting, dikarenakan: (1)
Panwas memiliki keterbatasan personil (35, 3,
3, 3, 1 - 5); (2) Panwas memiliki keterbatasan
waktu; (3) Objektif: luasnya wilayah tidak
dan banyaknya jumlah TPS; (4) meningkatkan
kualitas Pemilu. Selain itu, masyarakat
memiliki jangkauan yang lebih luas, dan akan
menjadi kekuatan Panwas untuk mengawasi
pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala
daerah, rasionalisasinya = sebagai berikut:
(1) jumlah pengawas terbatas, cakupannya
juga tidak seluas masyarakat sehingga
peran masyarakat dalam - pengawasan
menjadi penting. Mata publik lebih luas
daripada Bawaslu dan Panwas; (2) penting
mendorong berbagai kalangan masyarakat
untuk berpartisipasi secara aktif dalam
pengawasan pelaksanaan tahapan pilkada;
dan (3) sukses atau tidak pelaksanaan pilkada
menjadi tanggung jawab bersama antara
penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu
dengan jajarannya, peserta pemilihan,
yakni partai politik dan perseorangan, serta
masyarakat. '

Adapun bentuk partisipasi masyarakat
dalam pengawasan dapat dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut: (1) ikut memantau
pelaksanaan pemilu untuk memastikan
pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan
perundang- undangan; (2) melakukan kajian




terhadap persoalan-persoalan kepemiluan; (3)
ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu
sesuai dengan peran sosialnya masing-masing;
(4) menyampaikan laporan pelanggaran
pemilu; (5) menyampaikan informasi
dugaan pelanggaran pemilu; (6) mendukung
terciptanya ketaataan peserta pemilu maupun
penyelenggara pemilu terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Titik Rawan Pengawasan Pemilu/Pilkada

- Wilayah titik rawan pengawasan
Pemilu/Pilkada terutama ada pada 3
tahapan sebagai berikut: (1) pendataan dan
pemutakhiran data pemilih; (2) kampanye,
dan (3) pemungutan dan penghitungan suara.
Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemilih

(1) Pemilih Belum Cukup Umur

Kecurangan ini terjadi dengan cara
memasukkan data pemilih yang belum berusia
17 tahun atau sudah kawin dengan tujuan
memperbesar perolehan suara pasangan
tertentu. Kegiatan ini bisa dilakukan pada
level desa maupun KPUD, atau bisa juga
karena data yang dikirim BPS (Badan Pusat
Statistik) tidak akurat. Antisipasi pengawasan
yg perlu dilakukan adalah mengecek data
kelompok umur ini dengan seksama pada
DPT.

(2) Pemilih Meninggal Dunia

Ada kecenderungan pemilih yang
sudah meninggal dunia secara sengaja tidak di
hapus agar surat suaranya bisa dipergunakan
oleh orang lain, baik diberikan pada pemilih
fiktif dari daerah lain maupun pemilih
yang tidak terdaftar. Antisipasi yang perlu
dilakukan adalah ikuti terus perkembangan
data kematian pada tiap-tiap desa dan segera
laporkan pada PPS.

(3) Pemilih Ganda

Duplikasi pemilih sering dilakukan baik
dengan menuliskannya secara ganda persis
atau dengan cara mengubah identitasnya. Hal
ini dimaksudkan agar terjadi pembengkakan
Jumlah pemilih dan surat undangannya

dapat dimanfaatkan bisa dipergunakan oleh
orang lain, baik diberikan pada pemilih fiktif
dari daerah lain maupun pemilih yang tidak
terdaftar. Antisipasi yang perlu kita lakukan
adalah sekali mencermati data tiap RT/RW
bahkan disinkronkan dengan tingkat desa.

(4) Pemilih Fiktif

Pemilih fiktif adalah pemilih siluman;
masuk dalam daftar pemilih tetapi orangnya
tidak ada. Pemiih yang sbnrnya tdk ada dalam
DPT tapi dapat secara legal menggunakan
hak pilih. Atau bisa juga ada nama pemilih
yang terdaftar tetapi sejatinya orang tersebut
tidak pernah atau bertempat tinggal disitu.
Pemilih siluman ini muncul boleh terjadi
karena kerjasama dgn penyelenggara utk
memenangkan calon, lalu menggunakan
KTP Aspal, menggunakan daftar pemilih
ganda atau meninggal, atau surat undangan
yang tidak terpakai. Antisipasinya lakukan
pengecekan daftar pemilih sampai tingkat RT/
RW setempat. Laporkan sebagai temuan.

Masa Kampanye

(1) Black campaign & Negative Campaign

Black /negative campaign : penyebaran
statement untuk menarik simpati pemilih atau
untuk menjatuhkn kandidat lainnya. Misalnya,
dengan isu SARA, dan serangan pribadi.
Jangan lengah, karena dalam beberapa kasus
pemilu membuktikan bahwa justru pembuat
black campaigne adalah tim sukses pihak
kandidat korban sendiri dengan tujuan agar
masyarakat lebih merasa iba karena calonnya
telah dianaiaya, meskipun memang ada black
campaigne yang dibuat oleh kubu lawan.
Antisipasi yang perlu dilakukan adalah segera
tarik selebaran black campaigne ini sebelum
menyebar kemana-mana, jika perlu tangkap
pelakunya dan dipidanakan.

(2)Pemasangan Alat Peraga dan Bahan
Kampanye

Pada masa kampanye pemasangan

alat peraga kampanye dan bahan kampanye

menjadi wajib bagi calon Bupati/Wali Kota

dalam rangka mempromosikan visi, misi, dan
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program kerja calon Bupati/Wali Kota. Justru
yang terjadi adalah masing-masing calon akan
berlomba dan “perang” alat peraga dengan
tidak mengindahkan aturan pemasangan alat
peraga kampanye dan zonasinya. Hal ini
terjadi karena memang pemasanga APK tidak
memahami aturannya (karena tidak diberitahu
oleh tim sukses) atau memang disengaja.
“Perang APK“ ini seringkali menimbulkan
berbagai benturan. Antisipasi yang bisa
dilakukan adalah segera tegakkan aturan
pemasangan APK dan zonasinya. Segera
tidak tegas pihak-pihak melanggarnya tanpa
pandang bulu.

(3) Netralitas PNS, TNI, POLRI, dan
Kepala Desa '

Tidak dipungkiri lagi netralitas
PNS, TNI, POLRI, dan Kepala Desa patut
dipertanyakan dalam Pilkada. Baik caranya
dengan terselubung mapupun terbuka.
Cara terselubung misalnya ikut menjadi
penyandang dana untuk calon Bupati/
Walikota tertentu dengan imbalan jika calon
Bupati/ Wali Kota yang didukung nantinya
menang akan mendapat jabatan tertentu atau
proyek tertentu. Ada pula dengan cara terang-
terangan ikut kampanye dan mengerahkan
massa. Biasanya para pejabat menggunakan
“taring” kekuasannya dengan mengarahkan
atau mengintervensi bawahannya untuk
mendukung calon Bupati/ Wali Kota tertentu.
Antisipasinya awasi dan minta masukkan dari
PNS pejabat mana dan mendukung siapa.
Lakukan tindakan tegas jika ada pejabat yang
ikut kampanye dengan aturan netralitas bagi
PNS termasuk Kepala Desa.

(4) Potensi Benturan Fisik
Pengkotak-kotakan dukungan terhadap
calon Bupati/Wali Kota akan terjadi baik
yang berskala kecil dalam satu rumah tangga,
satu desa sampai satu kecamatan. Lebih
parahnya adalah terjadi benturan fisik akibat
pancingan-pancingan emosi yang dilakukan
salah satu kubu pada saat masa kampanye
yang menjurus pada tindakan pidana Pemilu.
Ini berkaitan pongawasan terhadap semua
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tindak pidana pemilu yang diatur didalam UU
Pemilu maupun UU Tindak Pidana Pemilu.
Antisipasi dilakukan mulai dari penyadaran
kepada para pemilih bahwa pesta demokrasi
bukan ajang mencari musuh tetapi lebih
menghargai perbedaan pilihan dan hal yang
tidak kalah penting adalah menunjukkan sikap
tegas tanpa pandang terhadap pelaku tindakan
pidana pemilu / pilkada

Proses Pemungutan Suara

(1) Surat Undangan Tidak Dibagikan

Ketika penyelenggara pemilu atau
panitia pemilu sudah tidak netral maka yang
terjadi adalah surat undangan bagi pemilih
yang jelas-jelas berseberangan dengan
pilihannya cenderung untuk tidak dibagikan.
Antisipasinya lakukan pengecekan ke rumah-
rumah apakah maksimal 1 hari sebelum hari
pemungutan suara surat undangan sudah
dibagikan apa belum, jika belum suruh
yang bersangkutan meminta kepada KPPS
setempat.

(2) Politik Uang

Politik uang (money politic) merupakan
tindakan memberikan sesuatu baik berupa
uang atau barang untuk mempengaruhi
pemilih.  Polittk uang tidak  hanya
menekankan pada transaksional saja namun
juga bermakna fungsional dengan bervariasi
fungsi sebagai: (1) modal politik, (2) biaya
politik, (3) mendapatkan simpati dan (4)
alat tukar transaksional untuk mendapatkan
suara pemilih. Antisipasi dapat yang perlu
dilakukan adalah mengawasi kegiatan posko-
posko pendukung dan tim sukses; laporkan
dan segera tangkap pelakunya beserta barang
buktinya. -

(3) Pemilih Siluman

Pemilih fiktif atau siluman adalah
pemilih yang sebenarnya tidak tercantum
dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tetapi
dapat secara legal menggunakan hak pilih. Hal
ini terjadi karena adanya kerja sama dengan
penyelenggara pemilu untuk memenangkan
calon Bupati/Wali Kota tertentu. Caranya




beragam mulai dari pembuatan KTP Aspal
(asli tapi palsu), menggunakan daftar pemilih
ganda atau meninggal, sampai menggunakan
surat undangan atau surat suara yang tidak
terpakai. Biasanya terjadi pada daerah-daerah
dengan pengawasan yang kurang. Antisipasi
yang harus dilakukan adalah mengawasi
secara ketat daerah-daerah perbatasan dengan
kabupaten/kota lain, serta TPS terisolir dan
jangan lupa kerjasama dengan para saksi
pasangan calon Bupati/Wali Kota.

(4) Pembelian / Transaksi Kartu pemilih

Cara arogan yang sering dilakukan
oleh tim sukses atau oknum tertentu adalah
membeli/membayar surat undangan pemilih.
Caranya membeli/membayar surat undangan
pemilih dengan sejumlah uang agar pemilih
lawan tidak menggunakan hak pilihnya. Hal
ini biasanya dilakukan didaerah basis calon
dukungannya tetapi ada beberapa pemilih
yang beda pilihannya. Antisipasinya lakukan
pengawasan pada daerah rawan ini, suruh
laporkan jika ada oknum yang melakukan hal
ini. :

(5) Surat Suara Ilegal

Dilakukan dengan cara menggandakan
surat suara sebelum hari pemungutan suara
atau KPPS sengaja memberikan surat suara
lebih dari satu kepada pemilih. Antisipasinya
selalu awasi KPPS pada saat memberi surat
suara.

Penghitungan Suara

(1) Suara Sah dan Tidak Sah

Ada surat suara yang tidak sah tetapi
dihitung sah atau sebaliknya. Ada pula surat
suara sah tetapi dirusak agar tidak sah.
Oknum pelaku yang memiliki kesempatan ini
adalah penyelenggara pemilu. Dalam hal ini
antisipasi yang dapat dilakukan adalah kejelian
pengawasan yang dilakukan pengawas pemilu
dan saksi sangat dibutuhkan.

(2) Beda Jumlah Pemilih dan Surat Suara
Sering kali terjadi jumlah pemilih

yang hadir dan jumlah suara yang diperoleh

berbeda. Hal ini terjadi karena penyelenggara

pemilu tidak menghitung terlebih dahulu
jumlah surat suara yang telah dicoblos oleh
pemilih sehingga hasilnya bisa berlebih atau
berkurang. Ketika terjadi perbedaan jumlah
biasanya penyelenggara pemilu melakukan
jalan pintas dengan cara mengurangi surat
suara dan jika terjadi kekurangan biasanya
penyelenggara menambahkan pada suara
rusak. Ini sangat merugikan salah satu
calon. Langkah krusial antisipasi yang
harus dilakukan pengawas adalah meminta
KPPS menghitung surat suara dan hasilnya
harus sesuai dengan pemilih yang hadir
menggunakan hak pilihnya.

(3) Manipulasi Perolehan Suara

Manipulasi perolehan suara biasanya
terjadi karena ketidakjelian saksi dan
pengawas. Apalagi biasanya saksi disuruh
terlebih dahulu menandatangi lembara berita
acara dan sertifikat penghitungan suara.
Jika ini terjadi maka sangatlah mudah bagi
penyelenggara pemilu untuk melakukan
manipulasi perolehan suara. Antisipasi yang
harus dilakukanadalah Saksi/Pengawasjangan
menandatangani dulu hasil pemungutan suara
sebelum proses penghitungan suara selesai.
Kawal hasilnya sampai tingkat di atasnya,
misal dari KPPS hingga ke PPK.

PENUTUP
Pengawas  Pemilu/Pilkada  harus
memahami dan memetakan titik rawan

pelanggaran Pilkada dan segera melakukan
langkah-langkah antisipatif; Kkhususnya di
tiga tahapan: (1) pendataan pemilih; (2)
kampanye; (3) pemungutan dan penghitungan
suara. Selain itu, pengawas Pemilu harus
membangun kerjasama dengan Tim sukses
kandidat kepala daerah dan saksi, media
massa, organisasi masyarakat/LSM, tokoh
masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait
agar dapat menghasilkan pengawasan yang
efektif.
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IMPLIKASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
SECARA SERENTAK TERHADAP ASPEK SOSIAL,
POLITIK, DAN EKONOMI

Achmad Zulfikar! dan Baharuddin Nur®

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah antitesa dari pengangkatan kepala daerah yang telah
berlangsung cukup lama, setidaknya hampir seusia dengan orde lama ditambah orde baru atau sekitar
50 tahun dari 70 tahun usia pemerintahan kita. Diangkat dan dipilih adalah dua hal yang berbeda.
Dipilih tentu saja lebih demokratis daripada diangkat. Dipilih merupakan hasil dari sejumlah alternatif,
sementara diangkat lebih terkesan suatu pilihan yang datang dari atas (top down). Pilkada merupakan
sistem yang dibangun oleh pemerintah untuk memastikan Kepala Daerah berasal dari pilihan rakyat,
bukan penunjukan dari pejabat atau kekuasaan diatasnya. Lazimnya, Pilkada berlangsung sesuai
dengan penanggalan kegiatan politik setiap daerah, dimana batas masa tugas lima tahun dijadikan
sebagai patokan untuk dilaksanakannya Pilkada lagi. Namun pada 9 Desember 2015 ini penanggalan
itu mengalami perubahan atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pilkada ke
depan. Oleh karenanya, Pilkada yang akan berlangsungi di Indonesia ini merupakan pesta demokrasi
terbesar yang pernah dilakukan di negeri ini, bahkan di dunia. Dalam makalah ini, penulis tertantang
untuk menelaah bagaimana kemungkinan yang akan timbul sebagai implikasi Pilkada serentak ini
terhadap aspek sosial, politik dan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci: Implikasi, Pilkada Serentak, Sosial, Politik, Ekonomi

Pendahuluan

Dirilis dalam situs Komisi Pemilihan
Umum (KPU) (http://'www.kpu.go.id/)
secara resmi terdaftar 810 pasangan cal'on
(paslon) kepala daerah yang terdiri atas calon
Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan
berkompetisi merebut suara pemilih pada 9
Desember mendatang. Diantara 810 pasangan
tersebut, terdapat 654 paslon melalui jalur
partai politik, sementara sisanya (156 paslon)
melalui jalur perseorangan (independen). Di
antara keseluruhan paslon tersebut terdapat 164
petahana (incumbent).

Data yang dirilis oleh KPU di atas
sepintas  hanyalah angka-angka tabulatif
yang bisa dilihat sebagai indikator daya tarik
posisi kepala daerah, baik Gubernur, Bupati
maupun walikota bagi masyarakat Indonesia.
Setidaknya ada 810 pasangan (1620 orang)

yang memperebutkan 268 kursi (Gubernur,
Bupati dan Walikota). Rasio yang relatif kecil
dimana secara kalkulasi satu berbanding sekitar
3,5. Bandingkan dengan rasio perebutan rata-
rata kursi legislatif yang mencapai 1:12. Berapa
jumlah orang yang kemungkinan frustrasi,
depresi, mengalami gangguan jiwa akibat
kehilangan peluang, harta benda, harga diri dan
lain-lain akibat gagal men dapatkan kursi yang
diimpikan? Belum ada data resmi, tetapi dapat
diyakini bahwa keadaan itu ada dengan kadar
yang berbeda-beda.

Itulah bentuk implikasi yang penulis
maksudkan, namun dalam tulisan ini
implikasi yang penulis maksud adalah akibat
penyelenggaraan Pilkada Serentak dibanding
dengan Pilkada yang tidak serentak. Yang
terpapar saat ini adalah bahwa perhatian dan
perbincangan masyarakat tentang Pilkada
yang terpantau melalui media sosial tidak

' S.IP.,, Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Email: apa@kabarfikar.com
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setajam pada pilkada tunggal. Asumsi yang
dapat dikemukakan adalah, pertama, bahwa
tidak tajamnya perbedaan atau konfrontasi
antar pendudkung di media sosial dikarenakan
terpecahanya focus pada berbagai isu pilkada di
tempat lain. Kedua, kemungkinan dikarenakan
masyarakat mengalami keterkejutan (shock)
akibat pertama kali menghadapi suasana dan
situasi pilkada yang tidak biasa.

Keterlibatan masyarakat dalam memilih
pemimpin di daerah masing-masing berawal di
tahun 2005 ketika bangsa Indonesia memulai era
baru dalam penyelenggaraan tata pemerintahan
di tingkat lokal. Kepala daerah, baik bupati/
walikota maupun gubernur yang sebelumnya
dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, sejak
Juni 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui proses pemilihan kepala daerah yang
sering disingkat dengan Pilkada.Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung diatur dalam undang-undang nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
yang lebih spesifik di atur dalam bagian tata
cara pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

Pilkada langsung merupakan koreksi
atas pilkada terdahulu yang menggunakan
sistem perwakilan oleh DPRD (Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah). Digunakannya
sistem pemilihan langsung menunjukkan
perkembangan demokrasi yang semakin matang
di tingkat daerah. Pilkada langsung dinilai
sebagai perwujudan pengembalian hak-hak
dasar masyarakat di daerah dengan memberikan
kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen
pimpinan daerah sehingga mendorong dinamika
dalam kehidupan demokrasi di tingkat
lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk
melahirkan pemimpin daerah yang demokratis,
sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat
bergantung pada daya kritis dan rasionalitas
pemilih/rakyat itu sendiri.

Selanjutnya, sejak Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum berlaku pilkada dimasukkan
dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi
bernama Pemilihan umum Kepala Daerah
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dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat
Pemilukada. Pemilukada pertama yang
diselenggarakan berdasarkan undang-undang
ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Kemudian,
pada tahun 2011, terbit undang-undang baru
mengenai penyelenggaraan pemilihan umum
yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
Di dalam undang-undang ini, istilah yang
digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota.

Pada tahun 2014, Pilkada secara
langsung sempat mengalami kegentingan.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) mengangkat isu krusial terkait Pilkada
secara langsung. Sidang Paripurna DPR RI
pada tanggal 24 September 2014 memutuskan
bahwa Pilkada dikembalikan secara tidak
langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD.
Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung
didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri
Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55
orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra
berjumlah 32 orang. »

Keputusan ini telah =~ menyebabkan
beberapa pihak = kecewa. Keputusan ini
dinilai sebagai langkah mundur di bidang
“pembangunan”. demokrasi, sehingga masih
dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan
itu melalui uji materi ke MK (Mahkamah
Konstitusi). Pro dan kontra terkait Pilkada
langsung maupun tidak langsung menyebabkan
Presiden Republik Indonesia saat itu Susilo
Bambang Yudhoyono mengambil langkah
penyelamatan setelah mendapatkan desakan
dari rakyat dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 1 Tahun 2014. Peraturan ini menjadi
landasan yuridis untuk mengembalikan hak
pilih ke tangan rakyat.

Pengesahan Perpu ini juga berimplikasi
terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang
telah bergulir sebelum aturan ini disahkan dan
semakin menguat. Maka, Perpu ini menjadi
landasan hukum (yuridis) bagi pelaksanaan
Pilkada serentak. Perpu No. 1 Tahun 2014
ini kemudian disahkan oleh DPR RI dengan




menerbitkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang.

Dalam UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 201
ayat 1 jelas menyebutkan bahwa pemungutan
suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan
Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016
dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama
pada bulan Desember tahun 2015.

Dalam draft Rancangan UU No. 8 tahun
2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota dinyatakan bahwa Pilkada serentak
dijadwalkan tiga gelombang pada 2015 dan
2018 untuk kepala daerah yang habis masa
jabatannya pada kurun waktu itu, kemudian
pilkada nasional serentak pada 2020.

Namun saat pembahasan RUU No. 8
Tahun 2015 tersebut disepakati gelombang
pelaksanaan Pilkada serentak menjadi tujuh
gelombang yakni: (1) gelombang pertama
dilaksanakan pada Desember 2015 untuk
kepala daerah yang masa jabatannya berakhir
pada 2015 serta pada semester pertama 2016;
(2) gelombang kedua akan dilaksanakan pada
Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa
jabatannya berakhir pada semester kedua
2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya
berakhir pada 2017.

Selanjutnya, (3) gelombang ketiga akan
dilaksanakan pada Juni 2018 untuk kepala
daerah yang masa jabatannya berakhir pada
2018 dan 2019; (4) gelombang keempat akan
dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daerah
hasil pemilihan Desember 2015; (5) gelombang
kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk
kepala daerah hasil pemilihan pada Februari
2017; (6) gelombang keenam akan dilaksanakan
pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan
2018. Kemudian, (7) gelombang ketujuh
dilakukan pilkada serentak secara nasional pada

2027. Jadi mulai 2027, pilkada dilakukan secara
serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan
kota di Indonesia, untuk seterusnya dilakukan
kembali tiap lima tahun sekali. Pilkada tujuh
gelombang inilah yang disepakati dan disahkan
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Pembahasan
Implikasi Sosial

Menurut catatan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), sejak pilkada langsung
digelar pertama kali pada 2005 hingga Agustus
2013, tercatat 75 orang meninggal dan 256
lainnya cedera sebagai akibat ekses langsung
dari sejumlah bentrokan yang mengiringi
penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah.
Kerugian fisik dalam bentuk kerusakan
infrastruktur dan sarana umum juga tak kalah
banyaknya, termasuk harta benda individu
yang rusak saat terjadinya bentrokan antar
pendukung.

Keadaan yang meresahkan seperti
disebutkan di atas terasa makin sering terjadi
di sekitar kita akibat pemberitaan yang tidak
putus dari waktu ke waktu. Dengan waktu
pelaksanaan yang berbeda-beda tersebut
berpotensi menciptakan keresahan sosial yang
berantai yang akan mengganggu kenyamanan
hidup rakyat yang terpapar Dberita-berita
kekerasan yang menyertai pelaksanaan Pilkada
di sejumlah daerah yang diselenggarakan dalam
waktu yang berbeda-beda.

Bayangkan, dengan 33 provinsi dan
492 kabupaten/kota yang harus melaksanakan
pilkada setiap lima tahun untuk memilih
kepala daerah masing-masing, seberapa sering
peristiwa Pilkada yang harus terjadi di negeri
ini dalam setahun. Jika dihitung kasar dengan
mengesampingkan Provinsi DI Yogyakarta yang
tidak melaksanakan pemilihan gubernur, maka
setiap lima tahun ada 525 pelaksanaan Pilkada.
Artinya, dalam setahun ada sedikitnya 130
peristiwa Pilkada atau setiap empat hari digelar
Pilkada di Tanah Air. Setiap peristiwa Pilkada
pasti menyita perhatian media nasional apalagi
media daerah, baik cetak, elektronik maupun
online.Pemberitaan dimulai dari penjaringan
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bakal calon, pendaftaran, kampanye tertutup,
kampanye terbuka, hari pemungutan suara,
perhitungan suara, sengketa, penyelesaian
sengketa hingga pelantikan. Pada setiap tahap
berpotensi menimbulkan pergesekan bahkan
bentrok diantara masyarakat yang loyal kepada
kandidat yang didukungnya.

Peristiwa Pilkada memang berbeda
dengan peristiwa yang lain seperti seminar,
pameran, gelar budaya dan semacamnya,
seberapapun besarnya. Tetapi pemilihan yang
bernuansa politis pasti memiliki potensi konflik
yang tinggi. Tanpa bermaksud membandingkan,
pemilihan kepala desa patut dijadikan contoh
bagaimana konflik antar pendukung kandidat di
dalam suatu desa bisa memicu tindakan kriminal
dan perbuatan melawan hukum lainnya apalagi
Pilkada yang skalanya lebih besar. Pilkada pasti
sarat dengan beragam kepentingan yang tentu
saja potensi konfliknya, baik horizontal maupun
konflik vertikal lebih besar potensinya untuk
terjadi.

Berita kekerasan akibat bentrok antar
pendukung, money politic, korupsi, fitnah
dari kampanye gelap, pembodohan, umbar
janji bohong dan sebagainya adalah peristiwa
yang diberitakan secara intensif yang bahkan
memaksa anak didik yang terpapar berita seperti
itu tanpa sengaja melalui televisi harus bertanya
mengenai arti semua itu kepada orangtua
mereka. Pemberitaan negatif yang terus
menerus dikonsumsi masyarakat cenderung
akan membuat mereka kebal alias permisif dan
menganggap sogokan, korupsi, saling fitnah dan
semacamnya sebagai hal yang biasa dan tidak
perlu dipermasalahkan.

Implikasi Politik

Implikasi  politik  penyelenggaraan
Pilkada serentak setidaknya akan mengurangi
dominasipartaipolitik besardalammelaksanakan
kampanye di daerah. Jika sebelumnya pentolan
partai suka melakukan kampanye keroyokan
di daerah untuk mendukung kandidat dari
partainya, maka dengan Pilkada serentak mereka
harus berhitung logistik dan tentu saja harus
lebih arif mempertimbangkan mitra koalisinya
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agar tidak mengesankan inkonsistensi yang
akan menurunkan elektabilitas kandidat yang
didukungnya.

Penjelasannya, bahwa tidak selalu partai
politik berkoalisi permanen dengan sejumlah
partai tertentu dalam mendukung kandidat di
setiap propinsi, bahkan nasional. Bisa jadi Partai
Politik A berkoalisi dengan Parpol B dan C untuk
mendukung calon yang sama di Kabupaten Y,
tetapi di Kabupaten W Parpol A berseberangan
dukungan dengan Parpol B atau C sehingga bila
Parpol A mencederai Parpol lainnya di suatu
Kabupaten bisa berimplikasi buruk terhadap
soloditas Parpol mereka di Kabupaten lainnya.

Oleh karenanya, konstelasi pilihan
kendaraan parpol setiap kandidat Kepala
Daerah di setiap daerah tidak bisa lagi seperti
sebelumnya dimana selalu mempertimbangkan
kebesarannamapartainyakarenadenganPilka_da
serentak mesin politik besar sekalipun tidak
bisa maksimal diarahkan ke satu titik melainkan
harus melayani sejumlah titik lainnya dalam
waktu yang bersamaan. Kondisi seperti ini tentu
saja akan menguntungkan calon kepala daerah
dari jalur independen karena akan menghadapi
kandidat yang didukung parpol yang makin
lemah dukungannya karena harus menyebarkan
sumberdaya mereka di Pilkada serentak ini.
Sejumlah pengamat meramalkan bahwa Pilkada
serentak akan banyak dimenangkan oleh calon
independen karena lebih solid dibanding calon
dari parpol. )

Setelah Pilkada serentak tahap pertama
ini, dipastikan akan terjadi perubahan konstelasi
politik dalamurusandukunganterhadapkandidat.
Sekali suatu parpol menurun elektabilitasnya
secara nasional akibat satu dan lain hal termasuk
perilaku pengurusnya, maka dapat dipastikan
parpol tersebut juga akan berkurang manfaatnya
dalam memberikan dukungan bagi kandidat
yang didukungnya dan mereka tidak memiliki
cukup waktu untuk melakukan pemulihan
atau recovery kecuali harus menunggu Pilkada
serentak berikutnya. Kondisi ini yang akan
mendorong setiap calon pada Pilkada serentak
berikutnya lebih memperkuat ketokohan dan
popularitasnya di tingkat wilayah masing-
masing daripada mengharapkan keuntungan




dengan mencantolkan diri kepada partai besar.
Bila ketokohan dianggap lebih menguntungkan
untuk dikedepankan dalam Pilkada serentak
maka dapat dipastikan bahwa tokoh-tokoh
terbaik di daerah akan semakin banyak yang
meminati jalur independen, apalagi tidak perlu
menyiapkan biaya “kendaraan” kepada partai
yang ditumpangi.

Analisis di atas sekaligus menjelaskan
bahwa kalaupun tokoh-tokoh terbaik di daerah
yang akan bertarung dalam Pilkada serentak
memilih partai politik sebagai kendaraan, bisa
dipastikan mereka akan bernegosiasi untuk
tidak membayar biaya “kendaraan”. Bagi partai
politik yang bersedia menampung kandidat
calon kepala daerah tanpa bayaran dapat
diasumsikan bahwa parpol yang demikian itu
lebih baik integritasnya dibanding parpol yang
masih mengandalkan biaya ‘“kendaraan” untuk
mengisi pundi-pundi partainya. dipilih menjadi
modal untuk maju sebagai kandidat dibayangkan
Akibat banyaknya pemberitaan peristiwa yang
menyertai penyelenggaraan Pilkada selama ini,
boleh dikatakan wajar jika ada kalangan yang
mendesak agar sistem pilkada di Indonesia
dikaji ulang dengan tetap mempertahankan
azas-azas berdemokrasi yang baik yang telah
diterima baik oleh masyarakat selama ini.

Implikasi Ekonomi

Secara matematis bisa dirumuskan
bahwa biaya bisa berbanding lurus dengan
intensitas belanja, dengan asumsi nilai belanja
relatif sama pada setiap kesempatan berbelanja.
Artinya bahwa semakin sering melakukan
Pilkada dengan biaya yang sama pada setiap
penyelenggaraan maka akan semakin tinggi
biayanya dibanding melakukannya sekaligus
meskipun dengan  konsekuensi  volume
meningkat. Penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah yang begitu sering di Indonesia dinilai
sejumlah pengamat sangat memboroskan
anggaran daerah. Akibat harus membiayai
Pilkada yang anggarannya dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) masing-masing pada akhimya akan
mengurangi kemampuan pembiayaan daerah

untuk sektor lain yang boleh jadi lebih penting
dari Pilkada itu sendiri.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia
Untuk Transparansi mengemukakan selisih
7 trilliun bila Pilkada dilakukan serentak
dibanding secara parsial. Asumsinya, bila
biaya Pilkada untuk Kabupaten/ Kota rata-
rata sebesar Rp. 25 milliar dan untuk Propinsi
Rp. 100 milliar, maka secara keseluruhan
totalnya Rp. 17 trilliun. Dengan mengeluarkan
semua biaya yang berulang dan berhimpit bila
Pilkada dilakukan serentak, diperoleh angka
Rp. 10 trilliun, artinya bisa dihemat sekitar
Rp. 7 trilliun. Dengan besaran biaya tersebut
dibanding ketersediaan APBN yang sekitar Rp.
2.039 trilliun, maka tentunya akan lebih baik
bila pemerintah memikul beban biaya Pilkada
tersebut ke dalam APBN sebagai bagian dari
biaya pelaksanaan tanggungjawab negara
menyelenggarakan kehidupan berdemokrasi
yang lebih baik.

Contoh tentang bagaimana biaya bisa
dihemat adalah melalui percetakan foto pasangan
calon di dalam suatu wilayah Propinsi. Bila
penyelenggaraan sendiri-sendiri, maka kertas
pencoblosan hanya akan berisi beberapa pasang
foto kandidat. Biaya kertas adalah komponen
terbesar dalam Pilkada. Bila serentak secara
propinsi, maka satu kertas suara bisa berisi
sejumlah pasang foto kandidat bupati/ walikota
dan calon gubernur. Cara ini sangat menghemat
penggunaan kertas, apalagi bila teknologi
elektronik layar sentuh bisa diterapkan, pasti
akan jauh lebih hemat lagi.

Pada sisi lain implikasi ekonomi
dapat dicermati dari perspektif pengusaha
pemasok logistik Pilkada. Bila semakin sering
Pilkada diselenggarakan maka pengusaha
yang berhubungan dengan penyediaan logistik
pemilu akan semakin banyak mendapatkan
pekerjaan yang tentu saja akan mendapatkan
keuntungan yang lebih besar. Ini tentu saja
beraku bagi pengusaha yang berada di level yang
lebih tinggi misalnya yang berada di propinsi
yang dapat mencakup pasokan ke sejumlah
Kabupaten/ Kota atau pengusaha nasional
yang mencakup pasokan logistik pilkada ke
sejumlah provinsi. Efek berganda (Multiplier
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effect) yang ditimbulkan oleh banyaknya uang
beredar untuk menunjang Pilkada merupakan
implikasi positif dimana belanja masyarakat
yang mendapatkan upah dari pekerjaan
penyediaan logistik atau mendapatkan bayaran
jasa sebagai penunjang Pilkada akan meningkat.
Peningkatan pendapatan masyarakat akan
memicu peningkatan daya beli mereka terhadap
komoditas lainnya seperti kebutuhan dapur,
transportasi dan lain-lain.

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan
bahwa  pelaksanaan  Pilkada  serentak
diasumsikan akan membawa implikasi positif
dan negatif terhadap aspek sosial, politik dan
ekonomi para pelaku politik dan masyarakat
pada umumnya. Asumsi ini dapat dibuktikan
melalui riset setelah pelaksanaan pilkada
serentak nanti dengan mengambil perbandingan
keadaan sosial politik dan ekonomi para pelaku
politik dan masyarakat pada Pilkada yang tidak
serentak.

Implikasi sosial dari adanya Pilkada
serentak ini diasumsikan akan lebih baik
dibanding Pilkada sendiri-sendiri. Asumsi
ini didasarkan atas kalkulasi kemungkinan
menurunnya intensitas pemberitaan Pilkada
yang selama ini muatannya relatif banyak yang
negatif terutaa berkaitan dengan bentrokan
sosial antar warga, politik uang, sengketa
Pilkada dan lain-lain yang menyita perhatian
warga terlalu banyak dan terlalu sering. Pilkada
serentak setiaknya akan menurunkan intensitas
pelaksanaan pilkada dan pada akahirnya tentu
aja akan mengurangi intensitas pemberitaannya.

Secara politis, perubahan sistem Pilkada
dari yang sebelumnya dilakukan secara parsial
menjadi serentak tentu saja akan membawa
dampak terutama pada bagaimana konstelasi
politik yang dibangun oleh parpol dalam rangka
memenangkan sebanyak mungkin kandidatanya
di setiap daerah pemilihan. Dampak yang paling
nyata adalah bahwa parpol besar sekalipun tidak

~ karena bagaimanapun di

bisa lagi mengerahkan seluruh kemampuannya
untuk mendukung kemenangan kandidatnya
di semua daerah pemilihan melalui dukungan
kader-kader unggulan yang biasanya dikirimkan
dari kantor pusat ke daerah. Masing-masing
kandidat harus lebih banyak mengandalkan diri
sendiri terutama ketokohannya untuk meraih
simpati calon pemilih dibanding mengharapkan
dukungan mesin-mesin partai pendukungnya.
Oleh karena itu, diasumsikan Pilkada serentak
ini akan lebih banyak memberi peluang kandidat
jalur independen untuk menang dibanding yang
melalui jalur partai politik.

Bahwa implikasi ekonomi pelaksanaan
Pilkada serentak secara kalkulatif menunjukkan
kondisi yang postitif dimana terlihat adanya
penghematan yang signifikan antara biaya yang
harus dikeluarkan negara untuk membayan
Pilkada yang sendiri-sendiri dengan Pilkada
serentak. Meskipun secara mikro masih harus
diteliti dampak Pilkada serentak ini bagi
perekonorﬁian masyarakat di tingkat daerah
dalam Pilkada
ada belanja barang dan jasa ang berarti ada
perputaran uang di dalam masyarakat oleh

- karena adanya Pilkada yang dilakukan secara

serentak. ' -
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PERGESERAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MENJAGA DEMOKRASI LOKAL

Bisariyadi!

Abstrak

Peranan yang dimainkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga demokrasi lokal tidaklah ajek.
Dinamika perubahan peran dilakoni MK secara strategis. Diawali dari pemberian mandat oleh pembentuk
Undang-Undang melalui perumusan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengalihkan
kewenangan mengadili sengketa pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah konstitusi. Kemudian, pasca
putusan sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur tahun 2008, peranan MK dalam menangani sengketa
hasil pemilu tidak berkutat pada permasalahan selisih perolehan suara semata. MK juga menerobos wilayah
baku yang ditentukan pembentuk Undang-Undang dengan mempertimbangkan adanya pelanggaran pemilu
bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Dalam perkembangan
selanjutnya, MK menarik diri dari kewenangan menangani perkara sengketa hasil pemilukada melalui
putusan nomor 97/PUU-X1/2013. Tak berselang lama, terdapat perubahan kebijakan pembentuk Undang-
Undang yang memutuskan untuk menyelenggarakan pemilukada secara serentak dengan mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Terdapat tarik-ulur dalam penentuan lembaga yang berwenang
untuk menangani hasil sengketa pemilukada. Pada akhirnya, hasil kompromi politik menentukan bahwa
MK memegang mandat untuk tetap menangani sengketa pilkada sebagai kewenangan transisional sebelum
dibentuknya badan peradilan khusus. Tulisan ini bermaksud untuk melihat kewenangan MK dalam mengadili
sengketa hasil pilkada dari waktu ke waktu. Tulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
yang komprehensif bahwa terdapat perbedaan antara penanganan sengketa pilkada antara periode 2008-
2013 dengan periode transisional. Titik perhatian utama tulisan ini hendak menyatakan bahwa MK perlu
melakukan pergeseran peran dalam pola penanganan sengketa pilkada. Sebagai kewenangan yang bersifat
transisi ini MK tidak lagi perlu mempertimbangkan pelanggaran pilkada tetapi cukup pada pertimbangan
penyelesaian selisih perolehan suara. Argumentasi ini ditunjang oleh desain aturan sebagaimana dirumuskan
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Meskipun demikian, pergeseran peran ini tidak mengubah
hakikat MK sebagai penjaga demokrasi lokal.

Kata Kunci : Demokrasi, Sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi.

1. PENDAHULUAN dalam proses pemilihan kepala daerah di DPRD
seperti adanya money politic atau jual-beli
suara.! Atas dasar permasalahan ini, pembentuk
UU memutuskan untuk mengubah mekanisme
pemilihan dengan melaksanakan pemilihan
secara langsung. Pembentuk UU menerbitkan
UU nomor 32 tahun 2004 yang menetapkan
bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dipilih langsung dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat di daerah yang
bersangkutan”.?

Salah satu  permasalahan  dalam
pemilihan secara langsung adalah berkaitan
dengan sengketa hasil penghitungan suara. Pada

awalnya, pembentuk UU memberi kewenangan

Dalam hal pengisian jabatan kepala
daerah, Konstitusi menandaskan prasyarat
bahwa kepala daerah haruslah “dipilih secara
demokratis”. (Pasal 18 ayat 4 UUD 1945) Pada
prakteknya, pengisian jabatan tersebut dilakukan
dengan beragam mekanisme yang masuk dalam
lingkup demokratis. Pengisian jabatan kepala
daerah pernah dilakukan melalui mekanisme
pemilihan oleh DPRD yang dilakukan
sebelum tahun 2004. Namun, mekanisme ini
memunculkan beberapa permasalahan mendasar
antara lain menimbulkan terjadinya ketegangan
antara kepala daerah dengan DPRD. Selain
itu, tidak jarang pula terjadi penyelewenangan

! Huda, Ni’matul. 2005. Pemilihan Kepala Daer-
ah Secara Langsung dalam Perspektif Yuridis. Jurnal

! Peneliti pada Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia

Hukum Respublica 4(2) 131-157
2 Pasal 24 ayat (5) UU 32 tahun 2004




untuk menyelesaikan sengketa ini kepada
Mahkamah Agung (MA) dimana MA dapat
mendelegasikan kewenangannya itu kepada
Pengadilan Tinggi* Namun, penyelesaian
perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah
memiliki masalah yang mendasar dalam hal
landasan hukum konstitusional hingga serta
persoalan teknis penyelenggaraan beracara yang
memakan waktu lama.*

Persoalan  landasan  konstitusional
penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah,
pada intinya mempertanyakan apakah pemilihan
kepala daerah itu masuk dalam rezim pemilihan
umum ataukah dalam rezim pemerintahan
daerah. Terhadap persoalan ini, beberapa
LSM mengambil inisiatif untuk mengajukan
permohonan judicial review. Menjawab
persoalan yang diajukan pemohon, mayoritas
majelis hakim konstitusi dalam putusan nomor
073/PUU-I1/2004° berpendapat

“... secara konstitusional, pembuat
undang-undang dapat saja memastikan bahwa
Pilkada langsung itu merupakan perluasan
pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena
itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi
bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi
dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
Namun pembentuk undang-undang juga dapat
menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan

3 Pasal 106 UU nomor 32 tahun 2004 yang
ditindaklanjuti oleh MA dengan menyusun PERMA
nomor 2 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan
Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil
Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD
Kabupaten/Kota

4 Bisariyadi, Penegakan Electoral Justice pada
sengketa Hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah di Mahkamah Konstitusi, Karya Tulis Ilmiah
pada DikLat Peneliti LIPI (tidak diterbitkan). Lihat
juga Wahyono, Heru. 2006. Kewenangan Lembaga
Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Pikada (Studi
Kasus Sengketa Pilkada di Kota Depok Jawa Barat dan
Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan). Tesis. Fakultas
Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

> Pada Putusan Nomor 073/PUU-II/2004
terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang berbeda
pendapat (dissenting opinion), yaitu Maruarar Siahaan,
Laica Marzuki dan Abdul Mukthie Fadjar dimana
ketiganya berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah
adalah termasuk dalam rezim pemilihan umum.
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Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam
Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan
hasilnya  ditentukan  sebagai  tambahan
kewenangan Mahkamah Agung™®

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan
kepala daerah merupakan pilihan kebijakan
yang menjadi ranah kewenangan pembentuk
UU untuk dapat memberikannya kepada MA
maupun MK. Pasca putusan, pembentuk UU
mengubah pilihan kebijakannya. Kewenangan
penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan
kepaladaerah dialihkan dari Mahkamah Agung
ke Mahkamah Konstitusi.” Secara resmi,
peralihan kewenangan ini dilakukan oleh
Ketua MA dan Ketua MK pada tanggal 29
Oktober 2008 melalui acara penandatanganan
berita acara pengalihan wewenang mengadili
perselisihan hasil pemilukada.

II. PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAMPENYELESAIAN SENGKETA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAE-
RAH PERIODE 2008-2014

Sejak tahun 2008, MK sudah memutus
698 perkara sengketa hasil pemilihan kepala
daerah.  Diantara putusan tersebut, MK
mengabulkan sejumlah 56 perkara. Hal ini
berarti hanya 8% dari keseluruhan perkara
hasil akhir penghitungan pemilihan kepala
daerah yang diubah oleh MK (tabel .1). Data
ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu
telah menjalankan tugas dengan baik sehingga
meminimalisir terjadinya kekeliruan hasil
penghitungan suara.

Namun demikian, dalam memeriksa
sengketa hasil pemilu, MK tidak membatasi
diri hanya memeriksa hasil penghitungan suara
tapi juga mempertimbangkan bilamana ada
pelanggaran berat atas asas-asas pemilu dalam
penyelenggaran pemilukada. Putusan MK yang
menjadi titik tolak pertimbangan bahwa MK
tidak hanya mempertimbangkan persoalan
koreksi penghitungan suara adalah putusan
nomor 41/PHPU.D-VI/2008. MK keluar dari
belenggu kewenangan yang diatur dalam UU

¢ Putusan Nomor 073/PUU-I1/2004, h. 115
7 Lihat Pasal 236C UU nomor 12 tahun 2008




Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada,

Tahun 2008 s.d 2014
PUTUS KETETAPAN
NOIT TRRIMA KABUL | TOLAK TIDAK GUGUR TARIK
DITERIMA KEMBALI

1 2008 27 3 12 3 0 0

2 2009 3 10 1 0 0

3 2010 230 26 149 45 0 4

4 2011 132 13 87 29 0 2

5 2012 105 I1 57 27 0 9

6 2013 192 2 132 42 2 6

7 2014 9 0 9 4 0 0
Jumlah 698 56 456 151 2 21

untuk tidak hanya menghitung hasil akhir
penghitungan suara. MK berpendapat bahwa
pelanggaran pemilu menciderai asas demokrasi,
sehingga rakyat sebagai pemangku kepentingan
(stakeholder) harus diberi kesempatan kedua
untuk mengembalikan kemurnian pilihan
politiknya. ' '

“... Mahkamah ‘berwenang juga untuk
mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur
di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal
tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan
memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi,
termasuk penyelenggaraan Pemilukada”®

. Adapunmekanismeuntukmenyelesaikan
persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran
dalam proses pemilihan kepala daerah, terutama
yang terjadi di pemilu Provinsi Jawa Timur
adalah menjatuhkan sanksi. Pertimbangan
majelis hakim menyatakan

“... pada kabupaten tertentu nyata-nyata
terjadi pelanggaran serius yang dilakukan secara
sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga
diperlukan upaya perbaikan melalui putusan
Mahkamah, yakni pembatalan seluruh hasil

# Mahkamah Konstitusi. 2008. Perkara nomor 41/
PHPU.D-VI/2008 tentang Permohonan Keberatan atas
Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun
2008 tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008. Jakarta: MKRI. Paragraf[3.29]

pemungutan suara di wilayah-wilayah yang
akan ditentukan. ...demi tegaknya demokrasi
yang berkeadilan dan berdasar hukum,
Mahkamah berpendapat, yang harus dilakukan
adalah melakukan pemungutan suara ulang
untuk daerah atau bagian daerah tertentu dan
melakukan penghitungan suara ulang untuk
daerah tertentu lainnya.”

MK sebagai peradilan konstitusi tidak
memiliki kewenangan untuk menjatuhkan
sanksi pidana bilamana terjadi pelanggaran
yang dilakukan oleh peserta pemilu. Sanksi
konstitusional yang dapat dijatuhkan oleh
MK dengan memerintahkan untuk melakukan
pemungutan atau penghitungan suara ulang.
Putusan MK ini mencerminkan perwujudan
electoral justice yang menekankan adanya
mekanisme penegakan assi atas pelanggaran-
pelanggaran  pemilu.!®  Electoral  justice
yang ditegakkan oleh putusan MK bersifat
corrective, yang berarti memperbaiki kesalahan
penghitungan hasil suara yang dilakukan oleh
penyelenggara pemilu. Selain itu, putusan MK
juga ass bersifat punitive, yaitu assif sanksi atas
terjadinya pelanggaran pemilukada yang masuk
dalam kategori sistematis, terstruktur dan assif
schingga secara signifikan mempengaruhi

® Ibid, Paragraf [3.33]

' International Institute for Democracy

and Electoral Assistance. 2010. Electoral Justice:
The International IDEA Handbook. Swedia: IDEA
International.




perolehan suara pasangan calon untuk
memenangkan pemilu."

Dalam putusan MK, tidak dijumpai
batasan definitif mengenai apa yang dimaksud
dengan pelanggaran yang sistematis, terstruktur,
dan masif. Putusan-putusan MK yang memuat
pertimbangan adanya pelanggaran pemilu
yang terjadi berisikan indikasi-indikasi bahwa
pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur,
sistematis dan masif. Misalnya, adanya
keterlibatan pejabat dan PNS dalam Pemilukada
untuk memenangkan salah satu pasangan calon,'
adanya ketidaknetralan penyelenggara pemilu,"
serta adanya money politic yang dilakukan tidak
secara sporadis dan signifikan.* Begitu pula
halnya dengan jenis putusan yang dijatuhkan oleh
MK. Setidaknya ada beberapa jenis amar putusan
yang pernah dijatuhkan oleh MK tergantung pada
pelanggaran yang terjadi yaitu memerintahkan
untuk melakukan (1) pemungutan suara ulang,"’
(2) penghitungan suaraulang,'® (3) verifikasi ulang

1 1bid. Diskusi mengenai karakteristik putusan
peradilan yang bersifat melakukan koreksi (corrective)
maupun menjatuhkan sanksi (punitive) dapat dilihat
pada laporan dimaksud, terutama pada bab 7.

2 Contohnya, terjadi dalam pemilihan Kep-
la daerah di Kabupaten Gresik (Putusan Nomor 23/
PHPU.D-VII1/2010), Kota Surabaya (Putusan Nomor
31/PHPU.D-VIII/2010), Kota Manado (putusan Nomor
144/PHPU.D-VIII/2010), Kabupaten Pandeglang (190/
PHPU.D-VIII/2010), Kota Tangerang Selatan (Putusan
Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010), dan Kabupaten Tebo
(Putusan Nomor 33/PHPU.D-1X/2011)

15 Misalnya, terjadi di Sumatera selatan, Nusa
Tenggara Timur, Maluku Utara, Gorontalo, Maluku,
Lampung dan Jawa Timur berdasarkan penelitian Sah-
dan, Gregorius dan Muhtar Haboddin. 2009. Evaluasi
Kritis Penyelenggaraan Pemilukada di Indonesia se-
bagaimana dikutip oleh Yogi Setya Permana. 2009.
Pemilukada dan Problema Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik. Jurnal Penelitian Politik. 1(5)

4 Sebagaimana terjadi di Kabupaten Kotawar-
ingin Barat (Putusan nomor 45/PHPU.D-VIII/2010)

15 Misalnya terjadi di Kabupaten Bangli (Putusan
Nomor 9/PHPU.D-VII1/2010), Kota Tangerang Selatan
(Putusan Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010), Kabupat-
en Kepulauan Yapen (Putusan Nomor 218/PHPU.D-
VI111/2010), Kabupaten Buru Selatan (Putusan Nomor
51/PHPU.D-IX/2011), Kabupaten Cianjur (Putusan
Nomor 1—12/PHPU.D-1X/2011), dan Provinsi Papua
Barat (Putusan Nomor 84/PHPU.D-I1X/2011).

6 Misalnya pada Putusan Nomor 27/PHPU.D-
VIII/2010 untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten
Lamongan
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peserta pemilukada'’ atau (4) mendiskualifikasi
peserta pemilihan.'® Terkadang MK menjatuhkan
putusan untuk memutus pemungutan suara
ulang sekaligus mendiskualifikasi pasangan
calon peserta pemilihan. Sebagai contoh, pada
putusan nomor 57/PHPU.D-VII/2008, MK
memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu
Selatan untuk melakukan pemungutan suara
ulang yang diikuti oleh semua pasangan calon
bupati dan wakil bupati, kecuali Dirwan Mahmud
dan pasangannya. Artinya, MK mendiskualifikasi
pasangan calon atas nama Dirwan Mahmud. Hal
ini disebabkan KPU secara sengaja dan melawan
hukum telah meloloskan Dirwan Mahmud
(calon Bupati) sebagai peserta pemilu Kabupaten
Bengkulu Selatan. Padahal, Dirwan Mahmud
terbukti pernah menjalani hukuman penjara
sekitar 7 tahun di Lembaga Pemasyarakatan (LP)
Cipinang yang berarti tidak memenuhi syarat
sebagai calon peserta pemilukada.

Pada akhir tahun 2013, terdapat 2
peristiwa yang berkaitan dengan penyelesaian
sengketa . pemilihan kepala daerah - yang
menggunjangkan posisi dan kedudukan MK.
Peristiwa pertama adalah tertangkap tangannya
Akil Mochtar, Ketua MK saat itu, atas dugaan
suap berkaitan dengan penyelesaian sengketa
pemilihan Bupati Gunung Mas.”” Dalam
perkembangannya, = Akil Mochtar terbukti
bersalah atas dugaan suap terkait dengan
pemilihan di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi
Kalimantan Tengah, Kabupaten Empat Lawang,
dan Kota Palembang.?® Peristiwa kedua adalah

17 Misalnya pada pemilihan kepala daerah Ka-
bupaten Buton berdasakan Putusan Nomor 91-92/
PHPU.D-1X/2011

'8 Misalnya terjadi di Kabupaten Manokwari
(169/PHPU.D-VIII/2010), Kabupaten Supiori (Putusan
Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010), Kabupaten Kotawar-
ingin Barat (Putusan nomor 45/PHPU.D-VIII/2010),
dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/
PHPU.D-VII1/2008).

19 «Akil Mochtar Tertangkap Tangan KPK”,
Kamis 3 Oktober 2013, http://www.tempo.co/read/
fokus/2013/10/03/2845/Akil-Mochtar-Tertangkap-
Tangan-KPK diunduh pada tanggal 19 Oktober 2015

20 “MA Tolak Kasasi, Vonis Akil Mochtar tetap
Seumur Hidup” Senin 2 November 2015 http://nasional.
kompas.com/read/2015/02/23/17445991/MA.Tolak.
Kasasi. Vonis.Akil. Mochtar. Tetap.Seumur.Hidup diunduh
pada tanggal 19 Oktober 2015




adanya peristiwa penghinaan terhadap lembaga
peradilan (contempt of court) yang dilakukan
dengan perusakan pada ruang sidang MK
ketika sedang dilakukan pembacaan putusan
sengketa pemilihan kepala daerah Provinsi
Maluku.? Peristiwa ini mencoreng kewibawaan
MK. Ruang sidang merupakan simbol marwah
kenegaraan yang kemudian dihinakan dan
dirusak karena ketidakpuasan salah satu pihak
peserta pemilihan.

Secara tidak langsung, kedua peristiwa
ini mewarnai pertimbangan MK ketika majelis
hakim konstitusi  disodorkan pertanyaan
tentang konstitusionalitas kewenangan MK
untuk mengadili perkara sengketa hasil
pemilihan -kepala daerah dengan menguji
Pasal 236C UU nomor 12 Tahun 2008.2
Dalam putusan tersebut, MK secara tegas
menyatakan bahwa “penambahan kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk mengadili
perkara perselisihan hasil pemilihan kepala
daerah dengan memperluas makna pemilihan
umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945
adalah inkonstitusional”.* Dengan demikian,
berakhirlah: masa’ kewenangan MK untuk
mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan
kepala daerah.

III. PERGESERAN PERAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MASA TRAN-
“SISI

Namun ternyata, kewenangan MK untuk
mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala
daerah tidak berhenti dengan putusan Nomor 97/
PUU-X1/2013. Pada akhir masa kepresidenan
Susilo Bambang Yudhoyono terdapat gonjang-
ganjing politik dalam urusan pemilihan kepala
daerah. DPR berkehendak untuk mengubah
aturan pemilihan kepala daerah secara langsung
melainkan dipilih melalui Dewan Perwakilan

2! “Polisi Tahan 15 Terduga Perusak Ruang Si-
dang MK”, 15 November 2013, http://www.voaindo-
nesia.com/content/polisi-tahan-15-terduga-perusak-ru-
ang-sidang-mk/1790683.html, diunduh pada tanggal 19
Oktober 2015

2 Putusan Nomor 97/PUU-X1/2013

3 Ibid, Paragraf [3.12.5]

Rakyat Daerah.?* Hal ini akan merombak desain
pemilihan kepala daerah secara keseluruhan.
Disamping itu, juga ada masalah penting lainnya
yang menjadi bagian dari polemik politik saat
itu, yakni mengenai masalah pencalonan,
penjadwalan pilkada serentak, mekanisme
penyelesaian sengketa dan uji publik.?
Persoalan  mekanisme penyelesaian
sengketa pemilihan menjadi salah satu bagian
dari polemik politik kala itu. Dalam hal
penyelesaian perosalan ini, pemerintah merasa
perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang
kemudian disahkan menjadi UU nomor 1
tahun 2015. Aturan ini menetapkan bahwa
yang diberikan kewenangan untuk menangani
sengketa hasil pemilukada adalah Mahkamah
Agung, dalam hal ini Pengadilan Tinggi yang
ditunjuk. Bilamana terdapat keberatan atas
putusan Pengadilan Tinggi, para pihak dapat
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Namun, ternyata muncul penolakan
secara halus oleh Mahkamah Agung untuk
menangani persoalan sengketa pemilukada.?
Selain itu, kelompok masyarakat yang memiliki
perhatian mengenai pemilu yang diwakili
oleh lembaga swadaya masyarakat, seperti
Perludem dan koalisi masyarakat sipil, juga
tetap mendorong agar MK tetap menangani
sengketa pemilukada untuk sementara waktu.?’
Pembentuk UU kemudian menerbitkan UU
nomor 8§ tahun 2015 yang diharapkan menjadi
jalan keluar persoalan ini. Pembentuk Undang-
Undang memutuskan untuk membentuk suatu

2 “Pilkada Langsung tetap berlangsung”, Ka-
mis 22 Januari 2014, http:/fokus.news.viva.co.id/news/
read/580655-pilkada-langsung-tetap-berlangsung, diun-
duh pada tanggal 19 Oktober 2015

B Ibid.

% MA menolak, Sengketa Pilkada ditangani MK
lagi”, Kamis 12 Februari 2015, http://nasional.tempo.co/
read/news/2015/02/12/063641898/ma-menolak-sengke-
ta-pilkada-ditangani-mk-lagi, diunduh pada tanggal 19
Oktober 2015

¥ “Koalisi Masyarakat Sipil minta sengketa
pilkada ditangani Mahkmah Konstitusi” 13 Februari
2015,  http://www.pemilu.com/berita/2015/02/koalisi-

masyarakat-sipil-minta-sengketa-pilkada-ditangani-
mahkamah-konstitusi/, diunduh pada tanggal 19 Oktober
2015




badan peradilan khusus yang menangani perkara
sengketa pemilukada dan MK tetap menangani
perkara pemilukada sebelum terbentuknya
badan peradilan khusus tersebut. Berangkat
dari titik tolak ini, MK memegang kewenangan
bersifat transisional dalam penyelesaian
sengketa pemilihan kepala daerah.

Batas waktumasa transisi MK memegang
kewenangan menyelesaikan sengketa
pemilukada bisa dilihat pada dua perspektif.
Pertama, merujuk pada pertimbangan putusan
nomor 97/PUU-X1/2013 dipersyaratkan bahwa
MK memegang kewenangan sampai adanya
Undang-Undang yang mengatur mengenai
hal tersebut.?® Atau perspektif kedua, dengan
melandaskan pada UU nomor 8 tahun 2015
yang menyebutkan batas waktu pembentukan
badan peradilan khusus adalah hingga
pelaksanaan pemilukada serentak, yaitu tahun
2027.2 Kedua perspektif ini secara substantif
tidaklah saling bertentangan melainkan saling
mengisi. Pembentuk UU memiliki kesempatan
untuk mengesahkan UU mengenai badan
peradilan khusus untuk menangani sengketa
pemilukada hingga tahun 2027. Untuk sebuah
masa transisi, kurun waktu 12 tahun (2015
s.d. 2027) merupakan jangka waktu yang
cukup lama. Dalam kurun waktu itu, MK juga
mesti mengadili perkara sengketa pemilukada
yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena
itu, pembentukan badan ' peradilan khusus
semestinya tidak harus menunggu hingga tahun
2027 untuk baru terbentuk.

Perbedaan mencolok yang terbaca secara
jelas adalah bahwa penyelesaian sengketa hasil
pemilihan kepala daerah menitikberatkan pada
jumlah selisih hasil penghitungan suara. Hal ini
dapat terbaca dalam aturan mengenai ketatnya
Syarat pengajuan permohonan sebagaimana
diatur melalui UU nomor 1 tahun 2015 yang
kemudian dipertegas dengan UU nomor 8 tahun
2015. Pihak yang ingin menggugat perolehan
suara hanya dapat mengajukan permohonan
bila memenuhi ambang batas perbedaan selisih

2 Putusan nomor 97/PUU-X1/2013, paragraf
[3.14]

» Pasal 157 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 201 ayat
(7) UU nomor 8 tahun 2015
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hasil suara antara pihak pemenang pemilu
dan pihak yang ingin menggugat hasil suara
tersebut sesuai dengan rasio jumlah penduduk
didaerah tersebut. Salah satu contohnya, untuk
sebuah provinsi yang memiliki penduduk
dibawah 2 juta jiwa maka pemohon hanya
dapat mengajukan permohonan bila margin
selisih suara antara pemenang pemilukada dan
pihak yang ingin mengajukan permohonan
adalah kurang dari 2% (lihat tabel 2 dan 3). MK
diwajibkan memfokuskan pemeriksaan perkara
pada kesalahan penghitungan suara. Margin
perbedaan perolehan suara yang cukup besar
dengan dalil telah terjadi kecurangan dalam
proses pemungutan maupun penghitungan
suara tidak lagi menjadi titik perhatian dalam
pemeriksaan penyelesaian sengketa pemilihan
kepala daerah. ‘

Tabel 2. Persentase selisih perolehan
suara dalam pemilihan gubernur (lingkup

provinsi)*
No Jumlah Perbedaan selisih
: Penduduk suara
1. |<2juta : 2%
2. |2 jutas.d6 juta 1,5%
3. |6jutas.d 12 juta 1%
4. |>12juta 0,5%

Tabel 3. Persentase selisih perolechan suara
dalam pemilihan bupati/walikota (lingkup

- Kabupaten/Kota)*!
No. | Jumlah Penduduk Pt?r.bedaan
selisih suara
1. <250 ribu 2%
2. 250 ribu s.d 500 ribu 1,5%
3. | 500ribus.d1 juta 1%
4, |>1juta 0,5%

Dalam rangka memperinci prosedur
hukum acara penyelesaian sengketa pemilihan
kepala daerah, MK telah menerbitkan
peraturan yang disusun secara khusus sebagai
pedoman beracara bagi para pihak yang akan

3¢ Pasal 158 ayat (1) UU nomor 8 tahun 2015
31 Pasal 158 ayat (2) UU nomor 8 tahun 2015




bersengketa.’> Dalam peraturan tersebut,
makna “persentase perbedaan selisih suara”
dipersempit. Yang dimaksud dengan persentase
perbedaan selisih suara hanya dapat dimaknai
sebagai perbedaan selisih suara antara pemohon
dengan pasangan calon peraih suara terbanyak.*
Sebagai simulasi, Provinsi A memiliki jumlah
penduduk 1.500.000 orang. Artinya, Provinsi A
masuk dalam kategori provinsi yang memiliki
penduduk dibawah 2.000.000 orang maka
perbedaan selisih suara agar dapat mengajukan
permohonan adalah 2% atau setara dengan
30.000. Jadi, batas perolehan suara akhir yang
dapat menjadi pemohon di MK adalah bilamana
terdapat selisih suara sebesar kurang dari 30.000
antara pemohon dengan peraih suara terbanyak
di provinsi A. Batas perbedaan jumlah suara
ini bukanlah selisih yang besar. Dalam praktek
penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala
daerah sebelumnya, margin selisih suara yang
diajukan antara pemohon dengan pemenang
pemilihan cukup signifikan. Oleh karenanya,
pada periode 2008-2014, perkara perselisihan
‘hasil pemilihan yang ditangani MK lebih banyak
didasarkan atas dalil adanya pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi.

Bila merujuk pada konteks electoral
Justice, maka penanganan penyelesaian
perselisishan hasil pemilihan kepala daerah
pada masa transisi ini adalah murni sebagai
jalur hukum yang disediakan untuk mengoreksi
kesalahan penghitungan suara yang dilakukan
oleh penyelenggara pemilu. Dengan demikian,
terjadi pergeseran peran MK dengan lebih
menitikberatkan pada karakter corrective.

IV. KESIMPULAN

Sebagaimana telah diuraikan diatas,
peran MK dalam penyelesaian perkara
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada
masa transisi ini mengalami pergeseran dari
periode 2008-2014. MK sebagai pemegang

32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wa-
likota.

* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK nomor 1
tahun 2015.

kewenangan transisional telah didesain dalam
aturan-aturan hukum untuk menitikberatkan
pada persoalan selisih suara, tanpa perlu
mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran
pemilu sebagaimana dipraktekkan dalam
periode 2008-2014. Upaya yang dikonstruksikan
di MK ini merupakan proses pengantar untuk
sampai pada pemegang kewenangan sejati yang
akan digenggam oleh badan peradilan khusus di
tahun 2027. Namun, bukan berarti bahwa yang
akan dilakukan oleh MK dalam menyelesaikan
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada
masa transisional mengurangi hakikatnya untuk
menjaga demokrasi. MK dikonstruksikan untuk
menjaga demokrasi dalam konteks corrective
sedangkan mekanisme pemberian sanksi
(punitive) bilamana terjadi pelanggaran pemilu
diperankan oleh lembaga penegak hukum lain.
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HIPOKRISI DEMOKRASI:
POPULISME DAN PILKADA DI INDONESIA

Haryanto' dan Rizkika Lhena Darwin?

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan sejumlah kesimpulan tentang praktik populisme dalam ranah elektoral di
Indonesia. Dengan menggunakan dua gagasan teoretis yakni new clientelism dan post-clientelist, konsep
populisme dianalisis berdasarkan hasil studi sejumlah kasus di Indonesia. Hasilnya, populisme dapat
berujung pada dua hal yang saling berganti: ia adalah produk kontrol atas isu publik sekaligus menjadi basis
tumbuhnya klientelisme baru. Populisme adalah situasi paradoks, terperangkap dalam kondisi kontradiktif
dari demokrasi. Jawaban tersebut kemudian digunakan untuk melihat masa depan pilkada Indonesia.
Tesis dalam artikel ini semakin meneguhkan kesimpulan besar bahwa politik Indonesia saat ini cenderung
mengarah ke liberalisasi politik yang menguat namun tidak selalu identik dengan penguatan demokrasi.

Kata kunci: populisme, demokrasi, dan pilkada (pemilihan kepala daerah).

Abstract

This article discuss a number of conclusions about practices of populism in Indonesia local election. By
the use of two concepts theoretical namely new clientelism and post-clientelist, the concept of populism
analyzed based on the results of a study of a number of cases in Indonesia. As a result, populism can lead
to two things that is mutually changed: it is the product of control over public issues as well as a basis of
the grows of new clientelism. Populism is a paradox situation, trapped in the condition of contradictory of
democracy. The answer then used to seeing the future Indonesian local leader election. The thesis to this
article more established of large conclusion that politics of indonesia now is tending to leads to political
liberalization that strengthened yet did not always identical with the strengthening of democracy.

Keywords: populism, democracy, and pilkada (local leader election)

Pendahuluan pemilihan langsung yang merupakan wujud
partisipasi masyarakat untuk lebih dekat dengan
praktik demokrasi lokal.

Partisipasi populer ini menekankan pada
partisipasi politik yakni sebuah proses pelibatan
masyarakat dalam aktivitas yang ditujukan
untuk memengaruhi pemilihan elit politik yang
berkuasa serta penyusunan kebijakan yang
dibuat oleh elit politik tersebut (Barrington,
2010: 323). Partisipasi populer tersebut menjadi
gagasan utama penguatan demokratisasi di
banyak negara global south seperti Indonesia
(Aspinall dan Fealy, 2003; Erb dan Sulistiyanto,
2009; Manor, 2010, 2013). Namun, kontradiksi
pun terjadi ketika partisipasi populer tersebut
berujung pada populisme (Pratikno dan Lay,
2011; Muhtadi, 2015). Meskipun populisme

Isu utama dalam artikel ini tentang
partisipasi populer. Hal tersebut berkaitan dengan
partisipasi publik dan model desentralisasi
dalam pelembagaan demokrasi lokal di
Indonesia. Partisipasi populer ini didefinisikan
sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses
politik seperti perencanaan pembangunan
daerah maupun pemilihan langsung elektoral.
Dalam partisipasi publik terkait dengan
pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan
pembangunan daerah, seperti penganggaran
dan perencanaan partisipatif yang melibatkan
berbagai komponen politik antara lain elit
politik, LSM dan masyarakat. Sedangkan dalam
model desentralisasi berhubungan dengan
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dimaknai sebagai kebaikan, tetapi tidak
sedikit juga yang menyebutnya sebagai
keburukan. Populisme adalah lingkaran setan:
ia membantu menciptakan ruang dan proses
yang memungkinkan orang biasa (miskin), dan
kelompok sosial marjinal untuk mengambil
kebaikan dari keterlibatan popular; ia juga
sebagai patologi demokrasi karena kaum populis
cenderung memanfaatkan demi kepentingan
politik elektoral, propaganda dan kharisma
personal untuk menarik konstituen (Manor,
2013; Muhtadi, 2015). Dilema partisipasi
populer inilah yang akan kita bahas selanjutnya.
Mengapa dan bagaimana populisme tersebut
terjadi dalam praktik demokrasi elektoral
di Indonesia. Untuk tujuan tersebut kami
menggunakan analisis teoretis tentang post-
clientelist dan new clientelism. Pada bagian
akhir, kami menguraikan beberapa rumusan
masa depan Pilkada di Indonesia.

Partisipasi Populer sebagai Populisme

Jika partisipasi populer adalah
melibatkan apa yang disebut sebagai rakyat —
disukai olehkebanyakan orang—maka partisipasi
populer dapat disimpulkan sebagai populisme.
Meskipun sebenarnya belum ada konsep baku
tentang definisi populisme. Tetapi, sejumlah
definisi telah menghadirkan perdebatan teoretis
yang terus berkembang sampai saat ini. Beberapa
ilmuwan menyebut “populisme dalam politik”
sebagai model hubungan karismatik antara
pemilih dan politisi (Acemoglu et al. 2013: 772).
Yang lain menyebut populisme adalah gerakan
politik mayoritas, bukan sejenis organisasi
atau ideologi yang bisa dibandingkan dengan
jenis lain seperti liberalisme, konservatisme,
komunisme atau sosialisme, melainkan sebagai
dimensi budaya politik yang dapat hadir dalam
gerakan ideologis yang sangat berbeda (lihat
Laclau, 2005: 14-15). Definisi yang mungkin
tepat untuk menjelaskan partisipasi populer
merupakan bagian dari populisme disimpulkan
oleh Margaret Canovan yang menyebutkan
bahwa populisme sebagai a political appeal
to the people, and a claim to legitimacy that
rests on the democratic ideology of popular
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sovereignty and majority rule (2002: 25).
Populisme merupakan sebuah gerakan politik
atas nama rakyat, dan klaim legitimasi yang
bertumpu pada ideologi demokratik melalui
kedaulatan rakyat dan kekuasaan mayoritas.

Terdapat kesimpulan kritis mengenai
bagaimana populisme ini lahir. Deiwiks dan
Canovan (lihat Muhtadi, 2015) menyimpulkan
bahwa populisme hadir akibat krisis dan sifat
paradoks demokrasi. Situasi krisis seperti
krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran,
ketimpangan pembangunan, dampak globalisasi,
dan eksploitasi sumber daya alam menjadi
pemicu klaim populisme. Sementara itu, sifat
paradoks demokrasi ditandai dengan gagalnya
praktik demokrasi perwakilan (representatif)
yang telah dimanfaatkan oleh politisi untuk
melancarkan retorika politik populisme. Artinya
bahwa populisme merupakan bagian dari
pelibatan unsur-unsur populer sebagai bagian
partisipasi politik baik dalam sebuah sistem
(demokrasi) maupun dalam kehidupan sosio-
politik sehari-hari.

Terkait dengan definisi yang berbeda-
beda dalam populisme, hal itu disebabkan studi
yang ada memang sifatnya kontekstual. Menurut
Taggart (2002: 63) studi tentang populisme
tergantung dengan kondisi politik pada saat itu.
Taggart mencontohkan dalam kasus Amerika
Latin, populisme adalah sebuah rezim dengan
kepemimpinan karismatik individu seperti Juan
Peron di Argentina dan Getulio Vargas di Brazil.
Sementara itu, kemunculan Partai Reformasi
pada 1980-an dan 1990-an di Kanada juga
disimpulkan sebagai konsep populisme dalam
konteks Kanada. Di Asia Tenggara, contoh
populisme mirip dengan Amerika Latin seperti
yang dilakukan olek Thaksin Shinawatra
di Thailand dan Joseph Estrada di Filipina.
Bagaimana dengan Indonesia? Untuk itu, mari
kita lihat seperti apa praktik populisme di
Indonesia.

Populisme di Indonesia

Studi yang pertama kali menyinggung
permasalahan populisme di Indonesia telah
dilakukan oleh Pratikno dan Cornelis Lay




(2011). Kedua llmuwan politik dari Universitas
Gadjah Mada tersebut meneliti kasus yang
terjadi di Solo dengan kesimpulan bahwa
populisme adalah sebuah politisasi demokrasi
representatif melalui mobilisasi populer. Artinya
bahwa munculnya partisipasi rakyat (populisme)
berakar pada contentious politik lokal:
cksekutif mendorong keterlibatan masyarakat
untuk menantang legitimasi parlemen. Pada
gilirannya elit eksekutif (Joko Widodo)
memiliki hubungan langsung yang kuat dengan
masyarakat dan berdiri sebagai perwakilan
utama rakyat, menggantikan peran partai politik
dan parlemen. Populisme Joko Widodo adalah
unik karena ia tidak membangunnya melalui
kebijakan populis seperti berkaitan dengan
kesehatan dan pendidikan, tetapi kemampuan
untuk  bernegosiasi dengan = masyarakat.
Negosiasi ini dikenal dengan nama blusukan.
Hasilnya, dalam Pilkada Surakarta pada 2010
Joko Widodo menang dengan memperoleh
90,06 persen suara. Ada dua alasan untuk hal
ini (Pratikno dan Lay, 2011: 54). Pertama, Joko
Widodo tampil sebagai perwujudan sentra
perbedaan tuntutan rakyat, terutama karena
kemampuannya dalam mengelola perbedaan
tersebut melalui negosiasi dan membangun
citra kebersamaan (wong ndeso atau wong
cilik). Kedua, karena sistem pemilihan langsung
kepala daerah (Pilkada) memungkinkan orang
untuk secara individual memanfaatkan hak
pilihnya. Artinya bahwa Pilkada adalah lahan
subur tumbuhnya populisme di Indonesia.
Kasus yang sedikit berbeda terjadi di
Sulawesi Selatan. Sebuah klan politik yang
bertahan cukup lama sejak awal Reformasi
memanfaatkan kekuatan klientelisme dan juga
populisme untuk melanggengkan kekuasaan
politiknya (Haryanto, 2014). Pendekatan
kulturalis yang dilakukan dalam studi ini
meyimpulkan bahwa bertahannya klan politik
cenderung didorong oleh budaya doxical yang
kemudian menciptakan populisme (Haryanto,
2014: 228). Populisme telah melenakan
masyarakat secara “tanpa sadar” memilih calon
pemimpinnya. Dalam kasus Sulawesi Selatan,
populisme bukan sebuah proses agregasi
kebijakan publik, tetapi populisme adalah

metode rekrutmen kepemimpinan.

Di Aceh lain lagi. Setelah MoU
Helsinki, terjadi momentum yang memberikan
ruang bagi eks-GAM (Gerakan Aceh Merdeka)
dalam proses politik seperti lahirnya Partai
Aceh sebagai afiliasi politik kombatan eks-
GAM (Darwin, 2015: 53). Namun berbeda
dengan kasus di daerah lain di Indonesia, jika
pada Pemilu 2009 Partai Aceh menggunakan
pola populisme melalui ideologi (wacana
identitas Aceh, MoU Helsinki dan heorisme
perjuangan) tetapi pada Pemilu 2014, bergeser
dari populisme ke patronase dan klientelisme
(Darwin, 2015: 54). Meskipun komponen
ideologis kampanye partai lokal Aceh masih
tetap bertahan, ia juga menampilkan diri sebagai
sebuah partai yang bertransformasi menuju
partai berbasis klientelisme.

Sementara itu, kesimpulan yang lebih
luas tentang populisme dilakukan oleh Power,
Conflict, and Democracy (PCD) pada 2014,
sebuah program riset kerjasama Universitas
Gadjah Mada dan University of Oslo. Program
ini melakukan survei di 30 kabupaten/kota di
24 provinsi di Indonesia. Riset yang mereka
lakukan sampai pada kesimpulan bahwa politik
Indonesia saat ini cenderung mengarah ke
liberalisasi politik yang menguat namun tidak
selalu identik dengan penguatan demokrasi
(more liberalism, less democracy). Liberalisasi
politik yang dimaksud adalah menguatnya
peran aktor politik dalam menentukan praktik
politik di daerah.

Riset PCD tersebut menyimpulkan
adanya keberlanjutan politik klientelisme
dalam demokrasi di Indonesia. Caranya: untuk
menjadi pemimpin politik yang terlegitimasi dan
otoritatif, aktor politik memobilisasi sumberdaya
ekonomi (modal ekonomi) dan hubungan sosial
yang baik (modal sosial). Meskipun demikian,
hubungan klientelisme tidak lagi menjadi
satu-satunya alternatif. Riset PCD tersebut
juga menyimpulkan kecenderungan kearah
populisme. Para politisi menjadi semakin
tergantung pada upaya mengembangkan
populisme dan kepemimpinan kharismatik
dalam memobilisasi dan mengelola dukungan
politik. Sekitar 20 persen dari survei PCD
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menunjukkan bahwa aktor politik mengunakan
metode populisme untuk memobilisasi dan
mengorganisasi dukungan politik (PCD, 2014:
15). Namun populisme disini tidaklah dibangun
dengan metode-metode yang bisa diasosiasikan
dengan model akuntabilitas demokratis dalam
memobilisasi dan mengelola dukungan seperti
membangun dan mengembangkan organisasi
dengan cara boftom-up dan mengkoordinasikan
kelompok-kelompok kepentingan dan gerakan
sosial. Populisme lebih peduli pada upaya
memperkuat basis kekuasaan dan popularitas,
daripada membuka dan mengajak publik untuk
berdebat tentang kebijakan.

Mengingat banyak contoh populisme
dari seluruh dunia — termasuk populisme di
Indonesia yang telah diuraikan diatas — maka
merujuk pada Deiwiks (2009: 8) setidaknya ada
duafaktoryang menunjukkanbahwaunsur-unsur
populis dalam politik akan tetap atau bahkan
meningkat di masa depan. Pertama, demokrasi
hampir pasti sejalan dengan populisme. Kedua,
konsensus politk membuat banyak peluang
bagi politisi untuk mengumpulkan dukungan
dengan menyampaikan pesan sederhana dan
menampilkan diri sebagai pemimpin karismatik
dan wakil sejati dari masyarakat. Oleh karena
itu, populisme kemungkinan akan terus menjadi
bagian dari politik dan analisis politik. Salah
satu diantaranya bahwa populisme adalah
“transformasi ideologi masyarakat klientelistik”
bergerak ke pasca klientelisme (post-clientelist)
di banyak negara-negara berkembang.

Populisme Meninggalkan Klientelisme (Post-
Clientelist)

Setelah cukup lama klientelisme menjadi
salah satu cara yang dilakukan politisi untuk
menarik dukungan pemilih, kini cukup banyak
politisi telah beralih ke “post-clientelist” (Manor,
2013: 243). Asumsinya bahwa implikasi post-
clientelist selalu konstruktif dan progresif. Di
beberapa tempat, telah membuat pemerintah
lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan
orang-orang biasa dan miskin. Pratikno dan
Lay (2011) memberi contoh kasus seperti yang
terjadi di negara Brazil melalui perencanaan
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dan penganggaran partisipatif oleh Partai Buruh
(PT); di Kerala, negara bagian India, melalui
gerakan pendidikan; dan di Solo, Indonesia,
dalam kasus blusukan Joko Widodo.

Perubahan ini terjadi terutama karena
politisi telah menyimpulkan bahwa distribusi
klientelisme tidak cukup untuk mempertahankan
popularitas dan legitimasi mereka dan dengan
demikian mereka terus berupaya untuk
menghasilkan pembangunan yang memuaskan
yang pada gilirannya dapat meningkatkan
popularitas mereka. Dalam banyak kasus
klientelisme, para politisi ini melihat bahwa
beberapa anak buah mereka (broker politik),
yang seharusnya membuat jaringan patronase
bekerja secara efektif, cenderung malah menelip
beberapa sumber daya yang dialokasikan untuk
pemilih (klien). Ditambah dengan permintaan
alokasi bantuan (dana, barang, maupun jasa)
yang begitu besar dari klien dan kelompok
kepentingan lainnya sebagai bentuk sumbangan
atau balas budi (Manor, 2013; lihat juga Aspinall
dan Sukmajati, 2015). :

Di Indonesia, terjadinya desentralisasi
politik telah menciptakan struktur kesempatan
politisi untuk melepaskan diri dalam sistem
yang lebih terpusat (partai politik) dan mencari
kekuasaan di tingkat lokal. Di Sulawesi Selatan
misalnya dalam setiap proses pemilu, nilai dan
jaringan pribadi lebih penting dibandingkan
instrumentasi demokrasi representatif (Buehler,
2009). Dalam mekanisme pemilihan langsung,
jaringan sosial sampai ke tingkat desa sangat
berperan  penting untuk memenangkan
pemilihan kepala daerah, sedangkan partai
hanya memainkan peran kecil dalam nasib
kandidat kepala daerah. Disinilah partisipasi
populer melalui  logika  desentralisasi
menyebabkan jaringan klientelisme yang
menghubungkan pusat dan lokal menjadi
terfragmentasi. Krisis dan kesempatan tersebut
membuka kemungkinan gerakan anti sistem
representatif dan populisme terdepan sebagai
alternatif. Disamping itu, para elit politik
membutuhkan sesuatu yang lebih daripada
sekedar klientelisme untuk memenangkan
pemilu dengan menawarkan skema populisme




berbasis kesejahteraan melalui program-
program pemerintah yang dikoordinasikan
dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil
(PCD, 2014).

Singkatnya,  post-clientelist ~ dapat
diartikan sebagi “kegagalan” Kklientelisme,
dikarenakan sistem politik di negara-negara
berkembang telah menjadi lebih terbuka dan
demokratis dalam beberapa tahun terakhir.
Fakta ini telah memaksa banyak pemimpin
dan politisi untuk mengamankan dukungan
populer agar tetap berkuasa melalui program
dan kebijakan progresif.

Populisme Mengembalikan Klientelisme
(New Clientelism)

Diatas telah disimpulkan bahwa
populisme meninggalkan dan membuang
praktik klientelistik dalam demokrasi. Tetapi
pada bagian ini, kami akan menjelaskan
bagaimana populisme kembali - membawa
pulang klientelisme ke rumah demokrasi. Kami
menyebutnya sebagai wajah baru klientelisme
(new clientelism).

Klientelisme baru lebih diasosiasikan
sebagai demokrasi klientelistik. Klientelisme
baru merupakan sebuah hubungan yang ditandai
dengan pemberian sumberdaya dari sang patron
yang biasanya memiliki kekuasaan yang bersifat
personal dan adanya pamrih loyalitas dan
dukungan’ politik dari sang penerima. Model
klientelisne baru ini telah menciptakan sebuah
sebuahrezim legitimasi yang secara fundamental
terkait dengan imbalan distribusi materi, bukan
ideologi, identitas, atau beberapa faktor lainnya
(Kenny, 2013). Politisi bertindak sebagai broker
dalam sistem demokrasi, melakukan mediasi
antara negara dan masyarakat dalam penyediaan
barang publik (Aspinall dan Sukmajati, 2015).
Artinya bahwa demokrasi elektoral menjadi
lahan subur hidupnya klientelisme melalui
distribusi public goods oleh politisi dan balas
jasa suara dari pemilih. Singkatnya, demokrasi
tergantung pada perihal mempertahankan
kekuasaan melalui pertukaran sumber daya
dengan imbalan dukungan politik.

Dalam pola klientelisme baru, setiap

kandidat lebih memaksimalkan kinerja tim
sukses atau jaringan klientelisme pribadi di
luar partai politik untuk kemenangan kandidat
(Darwin, 2015: 55).Dalam kasus Partai Aceh,
partai lokal tersebut memiliki sumber daya
ckonomi, dukungan pemerintah, jaringan,
dan ideologi. Mereka memiliki KPA (Komite
Peralihan Aceh) yang dianggap sebagai alat
represi yang tangguh untuk menekan pemilih
secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendukung caleg Partai Aceh yang mana
masing-masing personelnya dapat mendukung
masing-masing caleg dari Partai Aceh; KPPA
(Komite Pemenangan Partai Aceh); dan juga
pemerintah desa (kepala desa) (Darwin, 2015:
62). Jaringan yang terbangun tersebut berbasis
pertukaran timbal balik antara material dan
dukungan politik. Dengan demikian, politik
elektoral Aceh menjalani proses normalisasi,
bergeser dari sifat yang sangat .ideologis dan
populis ke pada fase yang menyerupai distribusi
public goods. Di Aceh, klientelisme baru telah
menggantikan ideologi sebagai senjata politik
yang utama. :

Selain itu, kekuatan kharismatik yang
dimiliki oleh populisme dapat menjadikan
seorang figur populis tersebut kembali menjadi
patron. Kasus di Sulawesi Selatan misalnya,
figur kharismatik yang dimiliki oleh klan
politik telah menjadikan masyarakat secara
langgeng memilih figur populis tersebut sebagai
pemimpin lokal (Haryanto, 2014). Populisme
tersebut menciptakan dominasi kekuasaan oleh
tokoh-tokoh populer dan tentunya kelanggengan
kekuasaan yang dipraktikkan berujung pada
lahimya klien. Pada akhirnya, klientelisme
kembali berperan dalam relasi kuasa antara
elit dan pemilih dengan penggunaan instrumen
populisme tersebut.

Peluang dan Tantangan dalam Pilkada di
Masa Depan

Kita telah mendiskusikan bahwa
partisipasi populer adalah populisme. Dan
populisme berati juga sebuah transformasi ke
arah post-clientelist, tetapi populisme itu juga
telah mengembalikan klientelisme dalam bentuk
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yang baru. Kami menyebut ambiguitas ini
sebagai hipokrisi demokrasi. Populisme adalah

situasi paradoks, sebuah perangkap dalam
kondisi kontradiktif dari demokrasi. Populisme
dapat menjadi baik bagi representasi populer
dalam demokrasi, sekaligus rentan menjadi
tumpangan para pemburu rente. Di lihat dari
sudut pandang politik, baik populisme maupun
klientelisme baru cenderung mengkooptasi,
dan bukan melibatkan rakyat ke dalam proses
politik, meskipun ia bisa saja baik bila aktor
politik mau untuk melakukannya. Lantas, apa
dampaknya dalam demokrasi elektoral seperti
Pilkada di masa yang akan datang?

Pertama, tantangan paling penting
sekitar populisme adalah bahwa ia dapat beralih
ke dalam bentuk baru praktik klientelisme.
Partisipasi populer yang terkonsentrasi di
sekitar populisme elit penguasa dapat jatuh ke
dalam bentuk-bentuk baru bossism atau local
strongmen, jika tidak diubah menjadi formula
tertentu yang memfasilitasi pelembagaan
kepentingan politik yang inklusif dan bukan
disalurkan untuk kepentingan pribadi (Pratikno
dan Lay, 2011: 54).

Kedua, populisme dan khentehsme
dalam Pilkada menghantarkan pergeseran
demokrasi elektoral dengan keberadaan partai
politik ke arah demokrasi populis dengan
kekuatan personal kandidat lewat program
populisnya. Hal tersebut melemahkan partai
politik sebagai penghubung masyarakat
dan negara (intermediary actor), bahkan
institusionalisasi partai politik sebagai wadah
rekrutmen dan kaderisasi elit, jauh panggaang
dari api. Dimana elit dapat/sudah melekat di
masyarakat tanpa kinerja dari partai politik.
Lable party menghilang seiring dengan
meningkatnya kandidat populis. Dengan kata
lain, jaringan klien yang terbentuk adalah
jaringan tak terikat. Terlebih lagi kandidat
yang maju dapat dari calon independen dengan
meniadakan dukungan partai politik.

Ketiga, hadirnya populisme dalam
Pilkada sebagai stategi untuk memenangkan
pemilihan memberikan peluang bangkitnya
negara  Kkesejahteraan  (welfare  state).
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Kronologisnya: melalui program-program
pemerintah yang dikoordinasikan dengan
sejumlah organisasi masyarakat sipil sehingga
para politisi atau kandidat berkepentingan
untuk mengamankan posisinya, birokrat tentu
mengamini karena skema ini lebih bersifat
teknokratis, sedangkan media, LSM, dan
aktivis menyediakan diri sebagai mediator dan
mempromosikan figur populis tersebut (PCD,
2014: 22).

Keempat, tokoh-tokoh populis yang
telah hadir di sejumlah daerah memberikan
harapan publik tentang pembangunan. Sebut
saja seperti Ridwan Kamil di Kota Bandung,
Tri Rismaharini di Kota Surabaya, Nurdin
Abdullah di Bantaeng, atau Presiden Indonesia
Joko Widodo. Meskipun mereka hanya renik
dibandingkan dengan jumlah elit kepala daerah
yang korup.

- Terakhir, jika populisme Kkita anggap
baik karena politik populis yang diterapkannya,
maka ia akan menghadapi tantangan yang berat
dari oligarki. Sebagai pemegang kekuasaan
di banyak daerah di Indonesia, oligarki lokal
tentu tidak ingin aliansi politik-birokratis
(bureaucratic polity) dan bisnis ini terganggu
oleh kebijakan-kebijakan yang banyak
menyasar rakyat kecil. Model penganggaran
dan kebijakan partisipatif dalam populisme
akan sangat mengganggu zona nyaman elit
birokrasi, partai politik, dan pebisnis. Fakta ini
bisa berujung pada inkonsistensi pemerintahan.

Kesimpulan

Dalam demokrasi elektoral seperti
Pilkada, populisme telah memberikan strategi
politik yang kini lebih majemuk dan cukup
progresif. Populisme bersama klientelisme
adalah instrumen untuk meraih suara dalam
Pilkada di Indonesia. Di satu sisi populisme
dalam Pilkada adalah tunasnegarakesejahteraan,
sementara di sisi lain ia adalah modus operandi
kekuasaan. Kampanye-kampanye welfare state
yang menghiasi fagline para politisi lokal di
Indonesia telah mengindikasikan adanya sebuah
transformasi politik demokratis (fransformative
democratic politics). Akan tetapi perkembangan




yang menggembirakan ini, bisa saja berujung
pada model baru hegemoni kuasa mayoritas.
Karena kemunculan populisme dipicu oleh
kegandrungan para aktor mengejar dan
memperoleh kekuasaan politik yang juga diringi
oleh/dan tampaknya berujung pada tampilnya
sejumlah figur populer (politik pencitraan).
Dengan kata lain, politik Indonesia saat ini
cenderung mengarah ke liberalisasi politik yang
menguat namun tidak selalu identik dengan
penguatan demokrasi

Namun, bukan  berarti = bahwa
menjamurnya praktik populisme di Indonesia
adalah kemajuan ataupun  kemunduran
demokrasi. Sebagai alat mencapai kesejahteraan,
demokrasi dalam konteks Indonesia masih
terus mencari bentuk idealnya dengan berbagai
paradoks yang mewarnainya. Sebagai warna
dalam praktik politik, populisme adalah
ambiguitas demokrasi: dalam konteks proses
keputusan politik (kebijakan publik), harapan
demokratisasi itu mungkin akan hadir, tetapi
dalam hal rekrutmen kepemimpinan, bisa saja
tidak. Seperti kata Margaret Canovan (2002)
bahwa proyek demokrasi adalah kontradiksi
antara membawa rakyat ke dalam politik, dan
membawa politik kepada rakyat. Sederhananya,
kita bisa menyebutnya sebagai hipokrisi
demokrasi. '
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MENDULANG PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN
DEMOKRASI DENGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SECARA SERENTAK

Siti Malikhatun Badriyah!

ABSTRAK

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas ne garauntuk dijalankan oleh pemerintah
negara tersebut.Kedaulatan rakyat memberikan makna bahwa rakyat memiliki peransentral dalam
pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam pemilihan umum.Secara singkat dapat dikatakan
bahwa demokrasi ini merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.Hal ini berarti
bahwa demikian besarnya partisipasi publik dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan umum
dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Karena sedemikian pentingnya partisipasi
publik ini, maka keberhasilan pemilihan umum ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi publik dalam
segala lini.Saat ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah sedang dilakukan secara serentak.Setelah
sekian lama fenomena ini menjadi pembicaraan hangat dengan berbagai kontroversinya, akhirnya
dilaksanakan juga.Salah satu harapan besar dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak
ini tentu makin meningkatnya partisipasi publik dalam pengembangan demokrasi.Dalam pelaksanaan
pemilihan kepala daerah secara serentak ini ternyata banyak masalah yang terjadi.Tujuan penelitian
ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana mendulang partisipasi publik dalam
pengembangan demokrasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daarah secara
serentak.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif
analitis.

Kata Kunci: Mendulang, Partisipasi Publik, Pengembangan Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah
Serentak, Kedaulatan Rakyat

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial
sehingga selalu membutuhkan interaksi dengan
manusia lainnya.Dalam pemenuhan kebutuhan
manusia yang beraneka ragam tentu tidak
menutup kemungkinan terjadinya konflik
kepentingan, sehingga diperlukan kaidah sosial
yang menjadi pedoman bagi manusia untuk
berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu kaidah sosial dalam hal ini adalah
kaidah hukum. Bahkan di Indonesia hal ini
dinyatakan secara tegas di dalam Undang-
undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa
Indonesiaadalah Negara yang berdasarkan atas
hukum (rechtsstaat) tidak didasarkan pada

kekuasaan (machtsstaat) saja. Sebagai Negara
yang mendasarkan atas hukum maka segala
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara didasarkan pada hukum termasuk
dalam bidang politik. Salah satunya adalah
partisipasi masyarakat/rakyat/publik.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
dilaksanakan menurut undang-undang.Hal ini
juga menunjukkan bahwa Negara Indonesia
adalah Negara demokrasi karena mendudukkan
rakyat sebagai pemegang kedaulatan.Partisipasi
rakyat memiliki kedudukan yang sentral

Dalam Negara demokrasi pemilumenjadi
pilihan tepat dalam suksesi kepemimpinan
karena dalam hal ini mengedepankan sistem
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

' Dr, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Email: malikha_b@yahoo.

com.
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rakyat.Salah satunya dalam pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah.Demokrasi
senantiasa mengalami perkembangan sejalan
dengan perkembangan masyarakat.Demikian
juga sitem pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah, sehingga hukum yang
menjadi pedoman berperilaku dan bertindak
juga senantiasa mengalami perkembangan.
Hal ini sangat wajar dalam masyarakat
yang bersifat dinamis.Dalam teori hukum
progresif sebagaimana dikemukakan oleh
Satjipto Rahardjo, hukum selalu dalam
proses menjadi (law in the making/law as a
process).'Dalam penegakan hukum ada tiga
unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian
hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan
(zweckmassigkeif), dankeadilan (gerechtigkeir),’
yang oleh Gustav Radbruch® dikatakan sebagai
penopang cita hukum (idee des rechts). Cita
hukum ini yang akan membimbing manusia
dalam kehidupan berhukum. Ketiga nilai dasar
tersebut harus ada secara seimbang.Namun
seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak
selalu berada dalam hubungan yang harmonis
melainkan saling berhadapan atau bertentangan
(spannungsverhalimis).Dalam hal demikian,
maka yang seharusnya diutamakan adalah
keadilan karena pada hakikatnya hukum adalah
untuk kepentingan manusia, bukan manusia
untuk hukum.

Pada saat ini di Indonesia sedang dihelat
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
(pilkada) secara serentak yang pelaksanaan
puncaknya yaitu pada tahap pemungutan suara
dilaksanakan pada bulan Desember mendatang.
Pemilu termasuk pilkada merupakan salah
satu tonggak penting dan elemen terpenting
yang merepresentasikan kedaulatan rakyat,
sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada
negara demokrasi tanpa memberikan peluang

! Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum
Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta him. 265.

2 gudikno Mertokusumo, Mr. A Pitlo, 1993,
Bab-bab tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya
Bhakti, Bandung, hlm. 3. Lihat juga dalam Sudino
Mertokusumo, 2011, Teori Hukum, Edisi Revisi,
Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 23.

3 Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo
loc.cit.
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adanya pemilihan umum yang dilakukan secara
sistematik dan berkala. Apabila suatu negara
telah melaksanakan proses pemilu dengan baik,
transparan, adil, teratur dan berkesinambungan,
maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai
negara yang tingkat kedemokratisannya baik,
namun sebaliknya apabila suatu negara tidak
melaksanakan pemilu atau tidak mampu
melaksanakan pemilunya dengan baik, dimana
terjadinya berbagai kecurangan, diskriminasi,
maka negara itu dinilai sebagai negara yang
tidak demokratis.

Partisipasi publik dalam politik yang
merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan
rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental
dalam proses demokrasi.Partisipasi = publik
memiliki makna yang sangat penting dalam
bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila
tingkat partisipasi masyarakat tinggi, maka
proses pengembangan demokrasi akan berjalan
dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula
terhadap perkembangan bangsa dan negara ini.
Sebaliknya partisipasi publik juga tidak akan
bermakna sama sekali jika tidak memenuhi
syarat dari segi kualitatif maupun kuantitif.
Oleh karenanya tingkat partisipasi politik
masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk
pemilihan kepala daerah merupakan hal yang
sangat penting untuk dikaji, karena rendah atau
tingginya partisipasipublik merupakan sinyal
dan indikator penting terhadap jalannya proses
demokasi dan pengejawantahan dari kedaulatan
rakyat.Upaya mendulang partisipasi publik
agar makin meningkat salah satunya dengan
diselenggarakannya pilkada secara serentak.

2. Permasalahan

1) Mengapa partisipasi publik dalam
pilkada serentak diperlukan dalam
pengembangan demokrasi?

2) Bagaimana mendulang partisipasi publik
dalam demokrasi dengan melalui pilkada
serentak?




B. Tinjauan Teoretik
1. Konsep tentang Partisipasi  Publik/
Masyarakat dalam Negara Demokrasi

Partisipasi masyarakat dalam politik
secara umum dapat dikatakan merupakan
kegiatan seseorang atau sekelompok orang
untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan
politik, dengan jalan memilih pimpinan
negara, dan secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah
(public  policy). Kegiatan ini mencakup
tindakan seperti: memberikan suara dalam
pemilihan umum (voting); menghadiri rapat
umum, (campaign); menjadi anggota suatu
partai atau atau salah satu gerakan sosial dengan
(direct actionnya); mengadakan pendekatan
atau hubungan, (contacting) dengan pejabat
pemerintah, atau anggota parlemen dan
sebagainya.

Bentuk partisipasi politik menurut
Samuel P. Huntinton dan Joan M. Nelson®
meliputi:

a. Kegiatan  pemilihan, memberikan
suara, memberikan sumbangan untuk
kampanye, mencari dukungan bagi
seorang calon dan lain-lain.

b. Lobbying, upaya-upaya untuk menghu-
bungi pejabat-pejabat pemerintah atau
pimpinan-pimpinan  politik  dengan
maksud mempengaruhi  keputusan-
keputusan yang diambil.

c. Kegiatan organisasi, kegiatan sebagai
anggota atau pejabat organisasi yang
tujuannya mempengaruhi pengambilan
keputusan politik.

d. Mencari koneksi, (contacting), tindakan
perorangan yang ditujukan terhadap
pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya
dengan maksud memperoleh manfaat
bagi hanya seorang atau beberapa orang.
Partisipasi ini oleh Verba, Nie dan Kim
disebut “mencari koneksi khusus”

* Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-dasar Iinu
Politik, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, hlm. 367

* Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990,
Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka
Cipta, Jakarta, him. 9-10.

atau particularized contacting.

e. Tindakan Kekerasan (violence), yaitu
tindakan individu atau kelompok guna
mempengaruhi keputusan pemerintah
dengan cara menciptakan kerugian fisik
manusia atau harta benda, termasuk
di sini adalah huru-hara, teror, kudeta,
pembutuhan  politik  (assassination),
revolusi dan pemberontakan.

Ada berbagai macam istilah demokrasi
yang dikenal misalnya demokrasi konstitusional,
demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin,
demokrasi Pancasila, demokrasi Soviet,
demokrasi nasional dan sebagainya.Semua
konsep ini memakai istilah demokrasi yang
menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau
government by the people.Dalam bahasa Yunani
kata demos berarti rakyat, sedangkan kratein
berarti kekuasaan /berkuasa.

Pola demokrasi menurut Arend Lijphart’
secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua
model yaitu majoritarian democracy (model
demokrasi yang lebih mengutamakan suara
mayoritas) dan consensus democracy(demokrasi
yang lebih mengutamakan consensus).

Menurut Charles Tilly> para pakar
setidaknya membagi demokrasi dalam empat
kategori pendekatan yaitu konstitusional,
substantive, prosedural dan berorientasi proses.

2. Konsep tentang Pilkada Serentak dalam
Pengembangan Demokrasi

Salah satu partisipasi politik yang
krusial adalah partisipasi politik masyarakat
dalam pemilu termasuk dalam pilkada.
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu),
menunjukan  semakin  kuatnya  tatanan
demokrasi dalam sebuah negara.Demokrasi
menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam
setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara.
Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam

¢ Miriam Budiardjo, op.cit. hlm. 107

7 Arend Lijphart dalam Yudi Latif, 2011, Negara
Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas
Pancasila, PT Gramedia Pustaka, Cetakan Ketiga,
Jakarta, hlm. 461,

¥ 1bid hlm. 454.
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tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya
demokrasi mendasarkan pada logika persamaan
dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan
persetujuan dari yang diperintah.Keterlibatan
masyarakat menjadi unsur dasar dalam
demokrasi.Untuk itu, penyelenggaraan pemilu
sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi,
tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya
keterlibatan masyarakat.Oleh karena itu upaya
mendulang partisipasi masyarakat/publik dalam
pilkada menjadi hal yang sangat krusial.

Mendulang pada umumnya digunakan
dalam istilah mendulang emas atau intan,
yang berarti mencari/menggali emas/intan
yang dilakukan oleh rakyat. Dalam tulisan ini
mendulang partisipasi publik berarti menggali
peran serta publik/masyarakat schingga
masyarakat akan menggunakan haknya untuk
berpartisipasi secara aktif dalam pilkada
dengan penuh kesadaran demipengembangan
demokrasi dalam meningkatkan kehidupan
berbangsa dan bernegara dalam rangka
mewujudkan tujuan Negara sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada
alinea keempat yaitu antara lain mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur berdarkan
Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikotayang selanjutnya disebut Pemilihan
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota secara langsung dan demokratis.

Pada saat ini penyelenggaraan pilkada di
Indonesia dihelat secara serentak.
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C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif dengan melakukan penelitian
kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder
yang berkaitan dengan partisiasi masyakat dalam
pengembangan demokrasi dalam kaitanannya
pilkada serentak.

D. Pembahasan

1. Pentingnya Partisipasi Publik dalam
Pilkada Serentak dalam Pengembangan
Demokrasi

Di Negara Indonesia, pemegang
kedaulatan tertinggi adalah rakyatHal ini
diatur secara tegas dalam UUD 1945.Sebagai
pemegang kedaulatan, maka partisipasi publik
menjadi faktor penentu kehidupan berbangsa
dan bernegara.Hal ini menunjukkan bahwa
Indonesia merupakan Negara demokrasi yang
mengedepankan pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Miriam Budiardjo’demokrasi
yang dianut di Indonesia -adalah demokrasi
Pancasila. Selain itu Undang-Undang Dasar
1945 menyebut secara eksplisit dua prinsip yang
menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan
dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai Sistem
Pemerintahan Negara yaitu:

1. Indonesia  ialah =~ Negara  yang
berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
Tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machtsstaat).

2. Sistem Konstitusional. Pemerintahan
berdasarkan atas sistem konstitusi
(hukum dasar), tidak bersifat absolutism
(kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka
jelas bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari
UUD 1945 yang belum diamandemen adalah
demokrasi konstitusional.Di samping itu corak
khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan dimuat
dalam Pembukaan UUD 1945.

Adanya sistem musyawarah dan

® Miriam Budiardjo, op.cit. hlm. 106.




mufakat dalam pengambilan keputusan sesuai
dengan Sila keempat Pancasila, apabila dikaji
dengan konsep pola demokrasi menurut Arend
Lijphartmaka dapat dikategorikan menganut
polaconsensus  democracy(demokrasi  yang
lebih mengutamakan consensus).

Dalam  perjalanan  sejarah  dapat
dilihat dan ditelusuri bahwa konfigurasi
politik (susunan atau kekuatan politik)
yang dipraktikkan mengalami pasang surut
implementasinya, dari konfigurasi politik yang
memenuhi kaidah, unsur atau indikator sebagai
negara yang demokratis dan bergeser menjadi
negara dengan konfigurasi politik yang otoriter
(non demokratis) atau sebaliknya

a. Konfigurasi politik demokratis adalah
susunan sistem politik yang membuka
peluang bagi partisipasi rakyat secara
penuh untuk ikut aktif menentukan
kebijaksanaan umum. Partisipasi ini
ditentukan atas dasar mayoritas oleh
wakil-wakil rakyat dalam pemilihan
berkala yang didasarkan atas prinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan
dalam suasana terjadinya kebebasan
politik."Dilihat dari hubungan antara
pemerintah dan wakil rakyat, terdapat
kebebasan bagi rakyat melalui wakil-
wakilnya untuk melancarkan kritik
terhadap pemerintah. Produk hukumnya
bersifat populis dan selalu memihak pada
rasa keadilan masyarakat. Kesadaran
dan kepatuhan masyarakat terhadap
hukum bersifat kesukarelaan, karena
masyarakat memang memerlukannya.

b. Konfigurasi politik otoritariter adalah
susunan sistem politik yang lebih
memungkinkan negara berperan sangat
aktif serta mengambil hampir seluruh

' Arend Lijphart dalam Yudi Latif, 2011, Negara
Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas
Pancasila, PT Gramedia Pustaka, Cetakan Ketiga,
Jakarta, hlm. 461.

"' M. Solly Lubis dalam Moh. Mahfud MD, 2006,
Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia,
Jakarta, him. 24. Lihat juga dalam Moh. Mahfud
MD, 2008, Membangun Politik Hukum, Menegakkan
Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 68-
69.

inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan
negara. Konfigurasi ini  ditandai
dengan dorongan elit kekuasaan untuk
memaksakan persatuan, penghapusan
oposi terbuka, dominasi pimpinan
negara untuk menentukan kebijaksanaan
negara dan dominasi kekuasaan elit
politik yang kekal, serta di balik semua
itu ada satu doktrin yang membenarkan
konsentrasi kekuasaan. Produk hukum
yang dihasilkan pun bersifat represif-
konservatif. Dalam tata hukum yang
demikian ini timbul ketegangan-
ketegangan di dalam masyarakat,
karena ada kesenjangan antara hukum
dan realita keinginan masyarakat.
Hukum yang dihasilkan penguasa tidak
dibutuhkan oleh masyarakat. Produk
hukum yang demikian ini merupakan
kebutuhan penguasa dan dijadikan kedok
dan kamuflase agar penguasa dianggap
menjalankan kekuasaan melalui hukum.
Tipe hukum yang demikian ini sering
disebut tipe hukum yang menindas

Negara yang menganut sistem politik
demokrasi, mengenai hak-hak warga negara
ditafsirkan secara ekstensif, karena negara
demokratis tidak akan bemiat untuk membatasi
hak-hak warga negaranya dan warga negara
diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan dan
mengekspresikan hak-hak itu. Sebaliknya, sistem
otoritarian cenderung akan menafsirkan hak-hak
warga negara secara restriktif, dengan maksud
untuk mengendalikan dan melakukan kontrol
ketat terhadap hak-hak warga negaranya. Oleh
karena itu, dalam realita terjadi bahwa konstitusi
telah secara demokratis memberikan hak-hak
kebebasan terhadap warga negaranya, tetapi
dalam pengaturan implementatif, kebebasan itu
dibatasi dan dikontrol secara ketat.

Menurut Moh  Mahfud MDY.,
Konfigurasi  politik  demokratis  adalah
konfigurasi yang membuka peluang bagi
berperannya potensi rakyat secara maksimal
untuk turut aktif menentukan kebijakan negara.

12 Ibid. him. 68.
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Dalam konfigurasi yang demikian, pemerintah
lebih merupakan “komite” yang harus
melaksanakan kehendak-kehendak rakyatnya
yang dirumuskan secara demokratis, sementara
badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi
secara proporsional dan lebih menentukan
dalam pembuatan kebijakan negara, dan dunia
pers dapat melaksanakan fungsinya dengan
bebas tanpa ancaman pembredeilan (Carter dan
Herz). Adapun konfigurasi politik otoriter adalah
konfigurasi yang menempatkan pemerintah
pada posisi yang sangat dominandengan sifat
yang intervensionis dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi
dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan
terartikulasi secara proporsional.

2. Mendulang Partisipasi Publik dalam
Pengembangan Demokrasi Melalui
Pilkada Serentak '

Sistem pemilu termasuk dalam memilih
kepala daerah (pilkada) senantiasa mengalami
perubahan.Sebelum tahun 2005, kepala daerah
dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala
daerah dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu,
sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau
disingkat Pemilukada. Pada tahun 2011, terbit
undang-undang baru mengenai penyelenggara
pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang
ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan
Gubemnur, Bupati, dan Wali Kota.

Pilar utama keberhasilan pilkada di
samping ada peserta pilkada, penyelenggara dan
juga masyarakat/pemilih.Peran aktif masyarakat
ini dapat dilakukan dalam setiap tahapan
pilkada.Pada masa sekarang ini Pemerintah
eksekutif dan legislatif telah menyepakati
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pilkada serentak untuk daerah-daerah yang
akan habis masa jabatannya pada ta